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lhamdulillah, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah 

SWT, penulis mempersembahkan buku 

berjudul "BERWAKAF CERDAS: PANDUAN PRAKTIS 

UNTUK CALON WAKIF DI ERA MODERN" kepada segenap 

pembaca yang ingin memahami dan mengaplikasikan semangat 

wakaf secara lebih baik, relevan, dan profesional. 

Buku ini lahir dari keprihatinan sebagai Dosen Ekonomi Islam di 

Perguruan Tinggi, perlu meningkatkan literasi, pemahaman, serta 

praktik wakaf yang optimal di tengah masyarakat terutama bagi 

calon wakif. Buku ini berupaya mengisi kesenjangan dari banyak 

literatur yang membahas nazir, namun di lain sisi literatur dari 

perspektif Calon Wakif masih sangat terbatas. Tujuan buku ini adalah 

memberikan cakrawala perwakafan yang lebih modern secara 

praktik dan berdampak luas. Penulis meyakini, wakaf bukan hanya 

amalan individual yang membawa pahala abadi, tetapi juga solusi 

aktual dalam menghadirkan perubahan positif dan pembangunan 

berkelanjutan bagi bangsa. 

Penulis berharap buku ini menjadi panduan utama bagi siapa saja 

yang ingin menjadi wakif cerdas, baik secara perorangan, keluarga, 

kelompok, maupun lembaga, dengan pemahaman utuh sehingga 

semakin banyak aset wakaf yang produktif, transparan, dan 

bermanfaat luas bagi masyarakat.  

Ucapan Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi, khususnya para 

nazir, pegiat wakaf, akademisi, praktisi hukum, serta pembaca yang 

berdedikasi pada gerakan filantropi Islam.  

Semoga buku ini menjadi amal jariyah yang manfaatnya 

mengalir lintas generasi dan memberikan kontribusi nyata dalam 

A 
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membangun peradaban umat yang lebih adil dan sejahtera; selamat 

membaca, semoga bermanfaat, dan mari bersama menjadi wakif 

cerdas di era modern. 

 

Jakarta,  Safar     1447  H 

  Agustus 2025 M 
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Bab 1 
Konsep Dasar Wakaf 

 

 

1.1 Pengertian dan Sejarah Wakaf 

1.1.1 Pengertian Wakaf 

WAKAF merupakan salah satu instrumen keuangan sosial dalam 

Islam yang memiliki karakteristik unik, yakni penahanan pokok harta 

dan penyaluran manfaatnya secara berkelanjutan untuk kepentingan 

umum maupun khusus sesuai ketetapan pemberi wakaf atau wakif 

(waqif). Berbeda dengan sedekah dan hibah yang bersifat konsumtif 

dan sekali pakai, wakaf menjaga kelangsungan pokok harta (al-‘ain). 

Ahmad Azhar Basyir menegaskan bahwa inti dasar wakaf harta yang 

diwakafkan harus tetap utuh dan tidak boleh diperjualbelikan, 

diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, sementara hasil atau 

manfaat dari harta tersebut dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan 

secara terus-menerus (Basyir, 1987).   

Secara konseptual, inti wakaf terletak pada upaya menjaga 

keabadian nilai pokok harta sekaligus mengalirkan manfaatnya 

secara berkelanjutan (sustainable benefit) kepada khalayak luas atau 

kepada sasaran yang diinginkan wakif (Misbah et al., 2022). 



 

2 - Praktis untuk Calon Wakif di Era Modern 

Semangat yang mengutamakan kepentingan, kebaikan, dan 

kesejahteraan orang lain tanpa mengharapkan keuntungan atau 

imbalan bagi diri sendiri (altruistik) inilah yang membedakan wakaf 

dengan bentuk pemberian lainnya. Untuk itu, wakaf menciptakan 

efek jangka panjang (tsawab jariyah)  dan tidak dipindahtangankan, 

di mana pahala dan kebermanfaatannya terus mengalir meskipun 

wakif telah meninggal dunia (Al Zuhaili, 2011). 

Dalam perspektif sosial, wakaf kerap dipandang sebagai 

investasi sosial (social endowment) yang bertujuan mendorong 

kemaslahatan masyarakat serta menguatkan solidaritas sosial. Dalam 

kajian (Sukmana, 2020) manfaat sosial yang diperoleh dari wakaf 

telah terbukti sukses membawa dampak besar bagi pengembangan 

sosial ekonomi, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. 

Melalui mekanisme wakaf, kekayaan pribadi yang dihibahkan tidak 

mengurangi aset bagi generasi penerus, sehingga wakaf menjadi 

instrumen efektif yang menjembatani keadilan sosial dan 

kesinambungan ekonomi umat. 

Wakaf menjadi wujud nyata dari prinsip tauhid dan ukhuwah 

Islamiyyah karena wakaf mencerminkan pengakuan akan keesaan 

Allah (tauhid) dengan menyerahkan sebagian harta sebagai amanah 

untuk kepentingan umat, bukan sekadar kepemilikan pribadi. Selain 

itu, wakaf memperkuat ukhuwah Islamiyyah, yaitu ikatan 

persaudaraan dan solidaritas antar sesama muslim, dengan 

mendistribusikan manfaat harta secara berkelanjutan kepada 

masyarakat luas, tanpa membedakan individu atau kelompok. 

Dengan demikian, wakaf bukan hanya ibadah individual, tetapi juga 

bentuk nyata kontribusi sosial yang menguatkan kebersamaan dan 

kepedulian dalam membangun kesejahteraan umat secara kolektif. 

Untuk itu mengingatkan bahwa wakaf (al-waqf) sejatinya 

merupakan institusi sosial atau non-profit penting yang historisnya 

berperan besar dalam pelayanan sosial dan pembangunan manusia 

berkelanjutan (Muhammad et al., 2022). 

Secara hukum Islam (syariah), rukun wakaf terdiri atas empat 

unsur pokok, yaitu pemberi wakaf (waqif), benda atau harta yang 

diwakafkan (mauquf), penerima manfaat wakaf (mauquf ‘alaih), dan 
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perjanjian atau kesepakatan dalam bentuk akad atau ikrar wakaf 

(shighat) (Kemenag, 2006; Kasdi, 2021). Keempat rukun ini menjadi 

fondasi agar pengelolaan dan penyaluran manfaat wakaf dapat 

berjalan sah, tertib, dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariat Islam. 

Salah satu karakteristik utama wakaf adalah sifatnya yang tidak 

dapat dicabut kembali (irrevocable), berarti setelah aset atau harta 

diwakafkan, hak kepemilikan atas pokok harta tersebut tidak bisa 

ditarik kembali, dijual, diwariskan, atau dialihkan oleh wakif ataupun 

ahli warisnya (Ahmad, 1987). Prinsip ini menjamin bahwa pokok 

harta wakaf tetap terjaga secara permanen untuk kepentingan publik 

atau penerima manfaat sesuai ketentuan wakaf, sehingga manfaatnya 

dapat dinikmati secara berkelanjutan dan tidak terputus sepanjang 

masa. Sifat irrevocable ini menjadi salah satu ciri utama yang 

membedakan wakaf dari bentuk sedekah atau hibah biasa dalam 

Islam.  

Selain itu wakaf bersifat keberlangsungannya yang 

berkelanjutan (perpetual), artinya aset atau harta yang diwakafkan 

harus dijaga dan dikelola sedemikian rupa sehingga manfaatnya 

dapat terus dirasakan secara terus-menerus tanpa terbatas waktu 

(Harasani, 2015). Pokok harta wakaf tidak boleh habis atau habis 

digunakan, melainkan harus tetap utuh dan produktif agar 

memberikan manfaat sosial, ekonomi, atau keagamaan secara abadi 

kepada masyarakat atau penerima manfaat sesuai niat wakif. Sifat 

perpetual ini menjadikan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial 

yang unik dan strategis dalam mendukung pembangunan dan 

kesejahteraan jangka panjang.  

Setelah akad diikrarkan, harta wakaf tidak bisa lagi 

dikembalikan menjadi milik pribadi, diperjualbelikan, diwariskan, 

atau dialihkan kepada pihak lain. Prinsip ini memastikan agar 

manfaat wakaf terus dirasakan dan aset tersebut dapat memberikan 

kontribusi jangka panjang bagi kepentingan sosial. Wakaf bukan 

hanya bersifat ibadah individual tetapi juga instrumen sosial-ekonomi 

yang mendukung kesejahteraan jangka panjang serta keadilan bagi 

generasi sekarang dan yang akan datang. 
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Konsep wakaf menghadirkan mekanisme pemerataan dalam 

masyarakat karena aset atau dana yang diwakafkan—baik berupa 

tanah, bangunan, uang, maupun instrumen keuangan modern—

dialihkan dari kepemilikan perseorangan dan diatur agar manfaatnya 

didistribusikan untuk kepentingan publik secara adil dan 

berkelanjutan (Arif, 2010). Melalui model pengelolaan yang 

profesional dan produktif, wakaf mampu menjadi instrumen 

redistribusi kesejahteraan sosial di mana hasil dari aset wakaf, seperti 

keuntungan investasi atau hasil pemanfaatan properti, digunakan 

untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, fasilitas umum, 

serta program sosial lain yang menyasar kelompok masyarakat yang 

membutuhkan. Dengan demikian, wakaf secara sistematis memecah 

kesenjangan sosial dan ekonomi, memperluas akses ke sumber daya, 

sekaligus memperkuat solidaritas dan keadilan di tengah komunitas 

Wakaf memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi 

umat karena mampu menjadi instrumen redistribusi kekayaan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Basyir, 

1987). Melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif—seperti 

tanah pertanian, properti komersial, hingga wakaf uang—hasil dan 

manfaat ekonomi yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai 

berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan 

usaha mikro dan kecil di masyarakat yang kurang mampu. Dengan 

demikian, manfaat wakaf tidak hanya berhenti pada aktivitas ritual 

keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat 

seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. 

Seiring perkembangan zaman, bentuk harta wakaf telah meluas 

dan tidak lagi terbatas pada tanah atau bangunan saja. Wakaf 

kontemporer kini mencakup uang tunai, surat berharga syariah, 

saham, hingga aset digital, selama memenuhi syarat harta halal, 

memiliki nilai ekonomi, dan dapat dimanfaatkan untuk jangka 

panjang sesuai prinsip syariah (Securities Commission, 2014). 

Pada akhirnya, wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam 

tidak hanya mengandung nilai ibadah, tetapi juga sebagai wadah 

strategis dalam membangun keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, 

dan solidaritas umat. Pengelolaan wakaf yang profesional dan 
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transparan menjadi kunci agar tujuan mulia tersebut dapat terwujud 

secara optimal di era modern 

1.1.2 Sejarah Perwakafan 

Wakaf merupakan salah satu institusi tertua dalam sejarah 

peradaban Islam yang jejaknya dapat ditelusuri sejak masa Rasulullah 

SAW (Abid & Miakhil, 2024). Tradisi ini bermula ketika Rasulullah 

menganjurkan sahabatnya, Umar bin Khattab, untuk mewakafkan 

sebidang tanah yang sangat dicintainya di Khaibar, dengan syarat 

pokok tanah tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, dan 

hasilnya disalurkan untuk kepentingan umat (Khan, 2002). 

Konsensus ulama menetapkan tindakan tersebut sebagai wakaf 

pertama dalam Islam. 

Pada masa Rasulullah, wakaf berkembang seiring tumbuhnya 

masyarakat Madinah. Tidak hanya tanah, berbagai bentuk harta 

diwakafkan untuk kepentingan umum, terutama untuk membiayai 

pembangunan masjid, sumur, dan fasilitas sosial (Nasution, 2013). 

Salah satu contoh klasik adalah wakaf sumur Raumah oleh Utsman 

bin Affan RA. yang hingga kini menjadi simbol penting filantropi dan 

kepedulian sosial. 

Tradisi wakaf semakin mengakar pada masa Khulafaur Rasyidin 

dan dinasti-dinasti Islam berikutnya. Institusi wakaf menjadi 

instrumen utama dalam membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur publik, serta memperkuat jaringan sosial dan ekonomi 

di tengah masyarakat. Banyak universitas, rumah sakit, dan jembatan 

di dunia Islam klasik berkembang pesat berkat pengelolaan wakaf 

(Quddus & Hasib, 2023). 

Di era Bani Umayyah dan Abbasiyah, praktik wakaf menjadi 

semakin terorganisasi dengan pembentukan lembaga atau badan 

khusus yang bertugas mengelola aset dan distribusi manfaat wakaf 

(nazir) (Nazmi & Juliati, 2023). Administrasi wakaf mulai 

didokumentasikan secara tertulis sehingga mampu menjaga 

kesinambungan manfaat dari generasi ke generasi.  

Pada masa Turki Usmani, wakaf mengalami puncak kejayaan. 

Pemerintah Usmani mengatur wakaf sebagai bagian penting dalam 



 

6 - Praktis untuk Calon Wakif di Era Modern 

sistem negara, membentuk kementerian khusus, dan menciptakan 

regulasi detail tentang tata kelola, pencatatan, dan perlindungan aset 

wakaf. Model administrasi ini diadopsi oleh banyak negara Islam lain 

sebagai rujukan tata kelola wakaf modern (Rusydiana & Mi’raj, 

2022). 

Seiring masuknya Islam ke Nusantara, praktik wakaf 

diperkenalkan oleh para ulama dan penyebar agama ke wilayah 

Indonesia sejak abad ke-13 (Nugraha et al., 2022). Aset wakaf, 

seperti tanah untuk pembangunan masjid, madrasah, pesantren, dan 

makam, mewarnai lanskap budaya Islam lokal dan menjadi bagian 

integral dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. 

Tradisi wakaf di Indonesia berkembang pesat pada masa 

kerajaan Islam, di mana raja, bangsawan, dan tokoh masyarakat 

berlomba mewakafkan harta untuk pendidikan, dakwah, serta 

kesejahteraan rakyat (Lestari et al., 2023). Praktik ini kemudian 

diadopsi dalam tatanan sosial kolonial dan pasca-kemerdekaan 

dengan berbagai dinamika tantangan. 

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai mengatur 

wakaf secara lebih terstruktur, terutama melalui peraturan dan 

perundang-undangan (Nazmi & Juliati, 2023). Tujuannya adalah 

melindungi aset wakaf dari penyelewengan, memperkuat sistem 

administrasi, serta mengoptimalkan peran wakaf sebagai instrumen 

pemberdayaan ekonomi dan sosial nasional, seperti terumuskan 

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan 

peraturan pelaksananya (UU 41, 2004). 

Perkembangan wakaf di Indonesia juga menyesuaikan dengan 

kemajuan zaman. Selain tanah, masyarakat mulai mengenal konsep 

wakaf produktif, wakaf uang, dan wakaf melalui platform digital, 

yang memungkinkan partisipasi lebih luas dengan integrasi teknologi 

informasi sebagai respons atas kebutuhan umat modern (Setyorini & 

Kurniawan, 2022). 

Dari perjalanan sejarah tersebut, terbukti bahwa wakaf bukan 

hanya warisan keagamaan semata, tetapi juga inovasi sosial-ekonomi 

yang selalu berevolusi sesuai tantangan zaman. Sejarah panjang 

wakaf menjadi inspirasi penting untuk revitalisasi filantropi Islam di 
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masa kini, dengan semangat memberdayakan, memakmurkan, dan 

membangun peradaban umat secara berkelanjutan. 

 

1.2 Peran Wakaf bagi Pembangunan Umat 

1.2.1 Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Wakaf, sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam, 

memiliki daya dorong besar untuk pembangunan fasilitas produktif 

yang mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara 

berkelanjutan (Lita et al., 2018). Melalui skema wakaf produktif, aset-

aset seperti tanah, bangunan, atau dana tidak hanya digunakan untuk 

keperluan ibadah, tetapi diolah menjadi pusat pertanian, 

perdagangan, pendidikan, kesehatan, hingga usaha kecil. Model ini 

memungkinkan pokok harta tetap utuh dan manfaat hasil 

pengelolaannya didistribusikan secara kontinyu untuk 

menyejahterakan masyarakat luas, menjadikan wakaf sebagai sumber 

pendanaan jangka panjang yang memberikan dampak ekonomi dan 

sosial signifikan. 

Implementasi pada pengelolaan rumah sakit dan universitas di 

Turki pada era Ottoman (N. Fauziah et al., 2024). Salah satu yang 

terkenal adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, yang sejak 

abad ke-9 didirikan dengan dana wakaf dan hingga kini menjadi 

pusat pendidikan dan aktivitas ilmiah dengan pendanaan 

berkelanjutan dari hasil pengelolaan aset wakaf, termasuk toko, 

pertanian, dan properti komersial yang keuntungannya digunakan 

untuk operasional pendidikan atau fasilitas sosial bagi masyarakat 

sekitar (Mukarom, 2015). 

Di Indonesia, praktik wakaf produktif juga telah berkembang, 

salah satunya melalui program "Wakaf Produktif" yang dijalankan 

oleh berbagai lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan 

Dompet Dhuafa. Sebagai contoh, lahan wakaf yang dikelola menjadi 

Kebun Produktif di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan menghasilkan 

komoditas pertanian dan peternakan (Idrus, 2020; Ashari et al., 

2025). Hasilnya tidak hanya menopang kebutuhan pangan ataupun 
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gizi untuk masyarakat miskin, tetapi juga memberikan pelatihan 

kewirausahaan, lapangan pekerjaan, serta keuntungan yang 

digunakan kembali untuk membangun sekolah gratis atau layanan 

kesehatan berbasis wakaf, memperkuat efek berganda yang bersifat 

berkelanjutan di tingkat lokal. 

1.2.2 Penyediaan Layanan Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan 

Wakaf berperan sentral dalam penyediaan dan pembangunan 

fasilitas pendidikan serta kesehatan di banyak negara Islam dan 

menjadi fondasi sosial yang kuat hingga kini. Melalui wakaf, aset 

seperti lahan, bangunan, atau donasi dikelola sedemikian rupa untuk 

mendirikan sekolah, pesantren, universitas, rumah sakit, hingga klinik 

yang dapat diakses masyarakat luas, terutama kelompok kurang 

mampu. Pola ini membuktikan bahwa wakaf bukan sekadar 

instrumen ibadah, melainkan instrumen advokasi sosial yang 

memperluas akses publik terhadap pendidikan dan layanan 

kesehatan yang berkualitas. 

Indonesia yang sangat menonjol adalah peran wakaf di 

universitas-universitas Barat seperti Harvard dan Oxford. Kedua 

lembaga tersebut sejak ratusan tahun lalu membangun endowment 

fund—dana abadi dari wakaf—yang hasil investasinya digunakan 

untuk mendukung riset, memberikan beasiswa, hingga 

pengembangan fasilitas kampus (Ali & Oseni, 2022). Di Turki dan 

Mesir, rumah sakit (bimaristan) yang dibangun melalui dana wakaf 

tak hanya merawat pasien dari semua golongan, tetapi juga menjadi 

pusat penelitian dan pendidikan kedokteran bagi masyarakat luas 

serta pelajar dari negara-negara lain, memperlihatkan model jangka 

panjang keberlanjutan pembiayaan pendidikan dan kesehatan dari 

hasil pengelolaan wakaf produktif yang profesional. 

Sementara itu, di Indonesia, sejarah hingga praktik kekinian 

menunjukkan banyak sekolah, pesantren, universitas, hingga rumah 

sakit dan klinik berdiri kokoh berkat dana dan aset wakaf. Pesantren-

pesantren besar, seperti Pondok Pesantren Darunnajah di Jakarta, 

tumbuh dari dan di atas tanah wakaf yang dikelola oleh pengelola 

wakaf (nazir). Begitu pula Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di 

Yogyakarta dan berbagai Klinik Pratama Firdaus yang 
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pengembangannya dibiayai dari hasil aset wakaf, memungkinkan 

masyarakat kecil untuk mendapatkan layanan kesehatan dan 

pendidikan yang terjangkau dan berkualitas (Aji & Anisa, 

2006). Bentuk kontribusi ini mempertegas bahwa wakaf, baik tanah 

maupun dana, tidak hanya transformatif secara spiritual, tapi juga 

berdampak konkret dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan 

kesehatan di masyarakat Indonesia. 

1.2.3 Penguatan Solidaritas Sosial dan Pembangunan Moral 

Semangat berwakaf tidak hanya mencerminkan ritual 

keagamaan, tetapi menjadi motor penggerak solidaritas sosial dan 

gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai solidaritas 

yang dipupuk melalui wakaf menghasilkan jalinan kepedulian yang 

tidak sekadar bersifat sesaat, melainkan berkelanjutan dan lintas 

generasi. Individu yang berwakaf turut menanamkan nilai filantropi 

dan kebersamaan, di mana sebagian harta dialihkan untuk 

kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, wakaf mendorong 

masyarakat untuk saling membantu, memperkuat jejaring sosial, dan 

menumbuhkan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar 

belakang (Setyorini & Kurniawan, 2022). 

Secara global, keterlibatan filantropi melalui wakaf dapat 

diilustrasikan dari praktek wakaf di Mesir, di mana dana dan aset 

wakaf telah difokuskan sejak abad pertengahan untuk mendirikan 

rumah yatim, rumah sakit, hingga panti-panti sosial (Mutthaqin & 

Nasution, 2024) . Contohnya, Rumah Sakit Qalawun di Kairo yang 

didirikan pada abad ke-13 bukan hanya menjadi pusat pengobatan 

gratis bagi rakyat miskin, tetapi juga mempekerjakan dan melatih 

tenaga kesehatan. Keberadaan fasilitas ini membuktikan bahwa 

budaya berwakaf menumbuhkan kepedulian sosial dan gotong 

royong yang terlembaga, menyatukan komunitas untuk tujuan 

kesejahteraan bersama hingga masa kini. 

Di Indonesia, nilai solidaritas dan kepedulian sosial melalui 

wakaf terwujud dalam banyak program wakaf produktif yang 

menyasar masyarakat kurang mampu (Mutthaqin & Nasution, 

2024). Misalnya, program pembangunan pusat layanan air bersih, 

beasiswa pendidikan di pesantren, atau klinik kesehatan berbasis 
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wakaf seperti Klinik Pratama di bawah naungan Dompet Dhuafa. 

Manfaat dari aset wakaf tersebut bukan hanya dirasakan oleh satu 

generasi, namun berlanjut menjadi sumber inspirasi dan kemanfaatan 

bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, budaya berwakaf 

menjadi fondasi gotong royong dan filantropi yang relevan serta 

strategis dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan 

berdaya. 

1.3 Wakaf dalam Hukum Islam dan Nasional 

Wakaf dalam Hukum Islam merupakan salah satu instrumen 

filantropi yang berakar kuat pada syariat, dengan dasar utama dalam 

Al-Qur’an, hadits, dan ijma’ ulama. Dalam perspektif syariah, wakaf 

didefinisikan sebagai menahan pokok harta benda dan menyalurkan 

manfaatnya untuk kepentingan umum atau tujuan tertentu yang 

sesuai dengan syariat Islam (Al Zuhaili, 2011). Rukun wakaf menurut 

fikih meliputi adanya pemberi wakaf (wakif), harta yang diwakafkan 

(mauquf), penerima manfaat (mauquf ‘alaih), serta akad/ikrar wakaf 

(sighat).  

Dalam pelaksanaannya, Hukum Islam menetapkan syarat-

syarat yang harus dipenuhi, seperti wakif harus balig, berakal sehat, 

dan merupakan pemilik sah harta yang akan diwakafkan. Jenis harta 

dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah, ataupun benda 

bergerak yang memenuhi kriteria syariah, seperti emas, uang, dan 

surat berharga. Akad wakaf harus dilaksanakan dengan tegas, jelas, 

dan atas dasar kehendak bebas, sehingga segala bentuk pemanfaatan 

atau peruntukan hasilnya benar-benar mengacu kepada niat awal 

wakif (S. Hasan, 2011). 

Sementara itu, dalam lingkup Hukum Nasional Indonesia, 

wakaf diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya. Definisi wakaf 

dalam hukum nasional hampir serupa dengan syariat, yakni 

pemisahan dan penyerahan sebagian harta yang dimiliki seseorang 

atau badan hukum untuk dimanfaatkan secara terus-menerus bagi 

kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah 

(Sudirman, 2014). Hukum nasional mengakui wakif sebagai individu, 



 

Berwakaf Cerdas - 11 

organisasi, atau badan hukum, serta menekankan pentingnya 

administrasi dan pencatatan resmi untuk menjamin perlindungan 

hukum terhadap harta wakaf. 

Regulasi nasional juga mengatur mekanisme formal, seperti 

wajibnya ikrar wakaf yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), disaksikan minimal oleh dua saksi, dan 

dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (Kemenag, 2006). Selain itu, 

pengelolaan harta wakaf secara nasional dipercayakan kepada nazir 

yang telah terdaftar, bertanggung jawab, dan wajib melakukan 

pelaporan serta audit secara berkala. Harta wakaf dapat berupa 

benda tidak bergerak ataupun benda bergerak, seperti uang, logam 

mulia, atau surat berharga lainnya, selama diputuskan sah oleh 

lembaga terkait dan memenuhi unsur maslahat bagi umat. 

Sinergi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional memastikan 

bahwa wakaf tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memperoleh 

perlindungan dan kepastian hukum di negara (Yasin, 2023). 

Keduanya menekankan prinsip perpetuitas manfaat, keabadian 

pokok harta, dan pencegahan terhadap penyalahgunaan. Dengan 

demikian, pelaksanaan wakaf tidak hanya menjadi amal ibadah, 

tetapi juga sumber daya strategis untuk pengembangan pendidikan, 

kesehatan, serta pembangunan sosial-ekonomi umat secara inklusif 

dan berkelanjutan. 

1.4 Wakaf Berkelanjutan dan Humanitas 

Wakaf berkelanjutan dan humanitas merupakan dua konsep 

penting yang menegaskan posisi wakaf sebagai instrumen sosial yang 

visioner dalam Islam. Wakaf berkelanjutan menekankan sifat aset 

wakaf yang pokoknya harus tetap dijaga (tidak boleh dijual atau 

diwariskan), sementara hasil manfaatnya didistribusikan secara terus-

menerus untuk kepentingan masyarakat (Misbah et al., 2022). Model 

ini mendorong terciptanya dana sosial abadi yang bisa menjadi 

penopang utama pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, 

dan layanan sosial lintas generasi. Karena sifatnya yang 

berkelanjutan, wakaf mampu menghadirkan efek global manfaat 

yang tidak putus meski pewakaf sudah tiada. 
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Penekanan pada dimensi humanitas dalam wakaf tercermin 

dari orientasi pemanfaatan hasil wakaf yang diarahkan untuk 

peningkatan kualitas hidup manusia (maslahah al-nas) (Badan Wakaf 

Indonesia, 2018). Wakaf memberikan peluang kepada individu untuk 

menanamkan sebagian kekayaannya demi mengurangi ketimpangan 

sosial, mendukung pemerataan pendidikan, serta memperluas akses 

pada fasilitas kesehatan dan ekonomi. Praktek wakaf membumikan 

semangat solidaritas sosial, gotong royong, dan empati terhadap 

kaum dhuafa, yatim, serta kelompok rentan lainnya, sejalan dengan 

nilai kemanusiaan universal. 

Dalam konteks implementasi modern, wakaf berkelanjutan 

dan humanitas terwujud melalui pengelolaan aset wakaf produktif 

(misal, lahan, properti, hingga atap digital) yang hasilnya 

didedikasikan untuk masyarakat luas. Wakaf tidak lagi dibatasi pada 

pembangunan masjid atau makam, melainkan telah berkembang 

mendirikan rumah sakit, sekolah gratis, panti asuhan, serta fasilitas air 

bersih dan ekonomi berkelanjutan (Djunaidi & Asyhar, 2007). 

Model-model inovatif seperti wakaf uang, wakaf saham, dan 

crowdfunding wakaf semakin memperluas jangkauan dan 

keberlanjutan manfaat ini. Crowdfunding wakaf adalah metode 

pengumpulan dana wakaf yang dilakukan secara kolektif dan terbuka 

melalui platform digital atau aplikasi daring, di mana banyak orang 

(individu maupun kelompok) dapat berkontribusi secara sukarela 

dalam nominal kecil maupun besar untuk mendanai suatu proyek 

wakaf tertentu (Indriani & Kasri, 2020). 

Konsep berkelanjutan juga didukung oleh tata kelola 

profesional melalui lembaga nazir yang diberi mandat untuk menjaga 

aset dan melaporkan pemanfaatan hasil wakaf secara transparan 

(Mahardika & Tanweer, 2025). Audit berkala, pelaporan digital, 

serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan mewujudkan 

prinsip good governance, sehingga manfaat wakaf benar-benar 

sampai pada penerima yang berhak dan dapat diukur dampaknya 

terhadap peningkatan kualitas hidup umat. 

Keseluruhan perspektif di atas menegaskan bahwa wakaf 

bukan sekadar instrumen ibadah dan filantropi, namun telah 
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berkembang menjadi ekosistem sosial yang manusiawi, inovatif, dan 

berorientasi pada keberlanjutan (N. F. Hasan & Wigati, 2024). 

Melalui pengelolaan wakaf yang matang dan berlandaskan nilai 

humanitas, masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat materiil, 

namun juga nilai-nilai solidaritas, kepedulian, dan pemberdayaan 

yang menjadi fondasi utama peradaban yang adil dan sejahtera. 
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Bab 2 
Definisi, Kriteria, dan 

Identitas Wakif 
 

2.1 Siapa yang Dapat Menjadi Wakif? 

WAKIF adalah subjek utama dalam akad wakaf yang bertindak 

sebagai pihak yang menyerahkan sebagian hartanya untuk 

dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang dimaksud 

dengan wakif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum. 

Perorangan dapat berstatus Warga Negara Indonesia atau Warga 

Negara Asing, sedangkan organisasi dan badan hukum dapat berasal 

dari dalam maupun luar negeri selama memenuhi syarat hukum yang 

berlaku di Indonesia (UU 41, 2004). 

Salah satu syarat utama bagi seorang wakif perorangan adalah 

kecakapan dalam bertindak, yang dalam istilah hukum Islam disebut 

“ahliyah at-takalluf” yaitu seseorang yang cakap bertindak hukum, 

sehingga seluruh tindakannya dinilai sah menurut syariat dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Al Zuhaili, 2011). Syarat ini mencakup 

beberapa aspek, seperti harus sudah dewasa (baligh), berakal sehat, 
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tidak berada di bawah pengampuan atau perwalian (misalnya karena 

boros atau tidak waras), serta merupakan pemilik sah atas harta yang 

akan diwakafkan (Sesse, 2010). Artinya, hanya mereka yang memiliki 

kecakapan penuh menurut hukum yang sah menjadi wakif, sehingga 

tindakan hukum berupa penyerahan hak milik bisa dilaksanakan 

tanpa paksaan atau keterbatasan tertentu. 

Kriteria lain yang dipersyaratkan kepada wakif adalah status 

kemerdekaannya, baik secara hukum maupun sosial. Dalam 

ketentuan klasik, seorang hamba sahaya tidak dapat menjadi wakif 

kecuali atas izin tuannya (Al-Bugha, 2009). Seorang orang yang ingin 

berwakaf (wakif) disyaratkan harus merdeka, karena hanya orang 

merdeka yang memiliki otoritas penuh atas hartanya. Hamba sahaya 

tidak memiliki hak kepemilikan pribadi atas harta; segala miliknya 

secara hukum menjadi milik tuan (majikan)-nya. Namun dalam 

konteks hukum modern di Indonesia, hanya individu yang tidak 

terhalang secara hukum (misal karena kebangkrutan, 

ketidakwarasan, atau perwalian) yang berhak mewakafkan hartanya. 

Dengan kata lain, wakif harus memiliki kebebasan penuh dalam 

menentukan perbuatan hukumnya tanpa intervensi pihak lain. 

Untuk wakif institusi, seperti organisasi atau badan hukum, 

terdapat ketentuan yang khusus. Organisasi atau badan hukum yang 

ingin bertindak sebagai wakif harus memenuhi persyaratan sesuai 

anggaran dasar atau aturan internal lembaga tersebut (Kemenag, 

2006). Penyerahan wakaf oleh organisasi atau badan hukum hanya 

dapat dilakukan oleh pengurus/direksi yang berwenang bertindak 

atas nama institusi, dan hal ini harus tercantum dalam akta ikrar 

wakaf yang diadministrasikan secara resmi sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

Identitas wakif memegang peran penting dalam administrasi 

dan legalitas wakaf. Dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf, 

identitas lengkap wakif wajib dicantumkan, baik untuk perorangan 

maupun wakif lembaga (Kemenag, 2007). Untuk perorangan, data 

seperti nama lengkap, alamat, dan bukti kepemilikan harta menjadi 

syarat utama. Untuk organisasi atau badan hukum, identitas yang 
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dicantumkan adalah nama pengurus yang berwenang sesuai dengan 

dokumen dan ketentuan institusinya. 

Secara prinsip, wakaf harus dilakukan dengan niat yang murni 

dan ikhlas, semata-mata karena Allah SWT dan untuk kemaslahatan 

umat, bukan demi popularitas atau keuntungan pribadi (Badan 

Wakaf Indonesia, 2018). Dengan memenuhi kriteria dan identitas 

yang telah diatur, orang atau institusi yang menjadi wakif 

memperoleh status hukum yang kuat serta perlindungan 

administratif, sehingga harta benda yang diwakafkan dapat 

dioptimalkan untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan umum secara 

berkelanjutan. 

2.2 Batasan Syariah dan Hukum Wakif 

Batasan hukum Islam dan hukum mengenai wakif adalah 

bagian krusial dalam memahami definisi, kriteria, serta identitas wakif 

dalam hukum Islam dan regulasi nasional. Dalam perspektif syariat, 

wakif adalah pihak yang secara sadar dan sukarela menyerahkan 

sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan dalam jalan Allah dan 

kepentingan umum (Pusparini, 2016). Selain dimensi spiritual, 

tindakan ini juga tunduk pada syarat-syarat hukum yang ketat agar 

keabsahan perbuatan wakaf dapat diakui secara agama dan negara. 

Hukum wakaf menegaskan bahwa niat, ucapan, maupun akad 

wakaf harus jelas dan tegas, tidak mengandung syarat-syarat yang 

membatalkan atau merugikan esensi wakaf (Al Zuhaili, 2011). 

Mayoritas ulama mewajibkan wakaf bersifat abadi (selamanya), 

berarti harta yang diwakafkan tidak dapat dikembalikan kepada 

wakif, dijual, diwariskan, atau dialihkan menjadi hak pribadi lagi 

setelah diikrarkan. Dalil tentang keabadian wakaf ini banyak 

dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dan praktik Sayyidina 

Umar RA, yang mewakafkan hartanya tanpa batas waktu (Kasdi, 

2021). 

Dari sisi hukum positif di Indonesia, syarat wakif diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana 

wakif perseorangan wajib sudah dewasa, berakal sehat, tidak 
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terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah 

atas objek wakaf. Sedangkan wakif institusi harus memenuhi 

persyaratan legal formal sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan 

perundang-undangan (UU 41, 2004). Identitas lengkap wakif juga 

harus dicantumkan secara resmi dalam akta ikrar wakaf sebagai 

bentuk perlindungan hukum dan administrasi. 

Dalam praktiknya, seseorang yang akan menjadi wakif juga 

harus memastikan tidak melakukan tindakan pemberian (tabarru) 

yang didasari kebodohan, paksaan, atau unsur penipuan. Wakaf 

orang yang gila, anak-anak, maupun orang yang berada dalam 

pengampuan (kurator karena kebangkrutan atau ketidakcakapan) 

dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, syarat sah wakif menurut 

syariat maupun regulasi ialah pemenuhan unsur kemerdekaan, 

kecakapan, kepemilikan, dan kejelasan kehendak (sighat) yang tidak 

bersifat sementara atau dapat dicabut kembali (Sesse, 2010). 

Kriteria lain yang perlu ditekankan adalah tujuan dan 

peruntukan wakaf, di mana wakaf harus diberikan untuk 

kepentingan yang dibenarkan syariat; tidak boleh untuk maksiat atau 

tujuan yang bertentangan dengan ketentuan agama. Wakaf juga 

harus dilakukan secara sadar untuk kemaslahatan umum atau ibadah, 

bukan demi pencitraan atau keuntungan pribadi. Dengan memenuhi 

batasan syar’i dan hukum, wakif tidak hanya mendapatkan legitimasi 

religius, tetapi juga perlindungan hukum secara administratif sehingga 

harta benda yang diwakafkan dapat memberikan manfaat 

berkelanjutan bagi umat dan masyarakat luas 

2.3 Klasifikasi Wakif 

Klasifikasi wakif merupakan bagian penting dalam 

membedakan pihak-pihak yang berhak mewakafkan hartanya 

berdasarkan status hukum, kapasitas sosial, serta bentuk 

keberadaannya dalam masyarakat. Secara umum, wakif dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: individu (perorangan), 

kelompok (kolektif), dan lembaga (organisasi atau badan hukum). 

Masing-masing kategori ini diatur dengan kriteria dan tuntutan legal 
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yang berbeda, baik menurut syariat Islam maupun hukum positif di 

Indonesia. 

Pertama, wakif individu adalah perseorangan yang secara sah 

dan mandiri memiliki hak atas kepemilikan harta yang akan 

diwakafkan. Status wakif individu dapat berasal dari Warga Negara 

Indonesia maupun Warga Negara Asing selama memenuhi kriteria 

umum, seperti dewasa (baligh), berakal sehat, merdeka, dan tidak 

berada dalam pengampuan hukum (UU 41, 2004). wakif (pemberi 

wakaf) tidak dibatasi hanya Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi 

juga dapat warga negara asing—syarat utamanya adalah yang 

bersangkutan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan 

perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah atas harta yang 

diwakafkan.  Individu tersebut harus mampu bertindak hukum secara 

penuh sehingga keputusan berwakaf merupakan pilihan sadar dan 

tidak dalam paksaan atau tekanan pihak manapun. Identitas jelas—

termasuk nama, alamat, dan bukti kepemilikan harta—wajib 

dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf. 

Kategori kedua adalah wakif kelompok, yakni beberapa orang 

yang secara bersama-sama mewakafkan harta dalam satu ikrar. Wakif 

kelompok biasanya ditemukan pada komunitas, keluarga besar, atau 

asosiasi informal yang sepakat menyerahkan sebagian harta milik 

bersama untuk diwujudkan sebagai wakaf (Kemenag, 2006). 

Organisasi boleh menjadi wakif, asal memenuhi ketentuan dalam 

anggaran dasar organisasi dan aturan dalam UU No. 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf serta peraturan pelaksananya. Adanya syarat sesuai 

AD/ART bertujuan agar pelepasan aset organisasi sebagai wakaf 

benar-benar dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan 

Dalam hal ini, setiap anggota kelompok harus memenuhi 

syarat sah sebagai wakif secara individu, serta terdapat pernyataan 

kolektif yang sah secara hukum dan syariat. Praktik ini banyak 

dijumpai pada wakaf keluarga (wakaf ahli) maupun wakaf sosial 

berbasis gotong royong (BWI, 2019). Wakaf ahli adalah wakaf yang 

manfaatnya dikhususkan untuk kepentingan keluarga atau kerabat 

dekat pewakaf (wakif), biasanya berdasarkan hubungan darah 

(nasab) dengan wakif. Tujuan wakaf ini adalah untuk membantu 
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kesejahteraan atau kebutuhan keluarga, bukan langsung untuk 

masyarakat umum. Wakaf ahli juga sering disebut wakaf keluarga. 

Ketiga, lembaga atau organisasi dapat menjadi wakif asalkan 

lembaga tersebut berbadan hukum dan beroperasi secara sah sesuai 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Wakif dari lembaga 

atau organisasi tidak hanya boleh, tetapi sudah diakomodasi oleh 

hukum positif Indonesia asalkan sesuai ketentuan anggaran dasar/AD 

ART organisasi dan menjalankan prosedur perwakafan sebagaimana 

diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya (Syafiq, 

2016).  

Wakif dapat berasal dari siapa saja, termasuk individu maupun 

lembaga, seperti lembaga bisnis, selama aktivitas wakaf yang 

dilakukan sesuai dengan anggaran dasar lembaga tersebut. Artinya, 

lembaga bisnis hanya boleh melakukan wakaf jika dalam anggaran 

dasar atau aturan internalnya mengizinkan kegiatan wakaf sebagai 

bagian dari tanggung jawab sosial atau kegiatan filantropi mereka. 

Wakaf yang dilakukan oleh lembaga bisnis juga harus mendapat izin 

dan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang di lembaga 

tersebut, seperti dewan direksi atau pengurus, sehingga penyerahan 

aset wakaf memiliki dasar legal yang kuat dan sesuai dengan tujuan 

organisasi. 

Selain itu, wakaf oleh lembaga bisnis harus memenuhi 

ketentuan hukum dan syariah sehingga harta yang diwakafkan 

haruslah halal, sah milik lembaga, dan digunakan untuk kepentingan 

yang bermanfaat secara berkelanjutan. Proses wakaf tersebut 

biasanya dicatat secara resmi dalam akta ikrar wakaf dengan 

menyebut nama lembaga sebagai wakif, dan penunjukan nazir yang 

kompeten untuk mengelola aset wakaf tersebut sesuai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dengan demikian, lembaga bisnis pun dapat 

berperan aktif dalam memberikan manfaat sosial melalui wakaf 

tanpa bertentangan dengan aturan internal mereka. 

Lembaga yang berhak menjadi wakif meliputi yayasan, 

organisasi sosial keagamaan, badan hukum pendidikan, dan institusi 

sejenis. Penyerahan wakaf oleh lembaga dilakukan oleh pengurus 

atau direksi yang memiliki kewenangan menurut anggaran dasar 
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organisasi, dan harus didukung oleh dokumen resmi, semisal berita 

acara atau keputusan rapat pengurus. Tidak jarang, lembaga menjadi 

pelopor wakaf produktif yang dikelola untuk pemberdayaan 

masyarakat luas. 

Dalam praktiknya, klasifikasi wakif juga memengaruhi 

implementasi tujuan dan manfaat dari harta wakaf. Wakif 

perorangan seringkali memfokuskan wakaf pada amal ibadah 

personal atau keluarga (wakaf ahli), sedangkan kelompok cenderung 

memberikan kontribusi pada fasilitas bersama (Siregar & Marliyah, 

2023). Lembaga, dengan kapasitas legal dan sumber daya yang lebih 

besar, banyak menginisiasi wakaf untuk kepentingan umum yang 

lebih luas serta dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel 

sesuai standar kelembagaan modern. 

Klasifikasi ini pula yang menentukan mekanisme penetapan 

pengelola wakaf (nazir). Jika perseorangan atau kelompok 

mewakafkan, nazir dapat berupa individu atau kolektif, sementara 

untuk wakaf dari lembaga biasanya dipegang oleh badan pengelola 

khusus atau bagian dari lembaga itu sendiri, dengan pengawasan 

lebih ketat dari regulator pemerintah atau otoritas zakat dan wakaf 

(Fauzia et al., 2016). Mekanisme ini menjamin adanya keberlanjutan 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. 

Pada akhirnya, pengelompokan wakif bukan sekadar 

identifikasi formal, melainkan sarana optimalisasi potensi wakaf 

sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pemberdayaan 

masyarakat. Dengan membedakan antara wakif individu, kelompok, 

dan lembaga, maka tatanan hukum dan administrasi dapat diadaptasi 

agar manfaat aset wakaf menjadi lebih inklusif, profesional, serta 

memberi dampak nyata bagi umat dengan jangkauan yang luas dan 

berkelanjutan 

2.4 Syarat Formil dan Materiil Wakif 

Syarat merupakan fondasi utama dalam keabsahan 

pelaksanaan wakaf, yang masing-masing memiliki peranan serta 

dimensi hukum tersendiri. Syarat formil lebih berkaitan dengan aspek 
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administratif dan prosedural, sedangkan syarat materiil berkaitan 

dengan substansi, kapasitas wakif, dan validitas kepemilikan harta 

yang diwakafkan. Adapun beberapa hal yang perlu menjadi 

perhatian bagi calon wakif (UU 41, 2004; Sunuwati, 2022): 

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menuntut 

seluruh proses wakaf dilakukan secara sah, tertib, dan tercatat. 

Syarat formil meliputi pembuatan ikrar wakaf secara lisan atau 

tulisan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), 

kehadiran saksi, serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Proses 

ini wajib diadministrasikan secara resmi untuk menghindari 

sengketa di kemudian hari dan memberi perlindungan hukum 

bagi harta benda wakaf, utamanya aset tak bergerak seperti 

tanah. 

2. Wakif haruslah seseorang atau badan hukum yang memiliki 

kompetensi hukum (kamalul ahliyah) untuk melakukan tabarru’, 

yaitu pemindahan hak milik tanpa imbalan. Dalam hal ini, 

syaratnya: wakif harus sudah dewasa (baligh), berakal sehat, 

tidak berada di bawah pengampuan, merdeka, dan merupakan 

pemilik sah atas harta yang diwakafkan. 

3. Harta yang diwakafkan harus merupakan benda yang halal, 

dapat dimanfaatkan secara syariat (mal mutaqawwim), bukan 

milik bersama tanpa kesepakatan, dan benar-benar milik penuh 

wakif. Selain objek fisik, penting juga bahwa harta itu jelas, tidak 

sedang dalam status sengketa, serta dapat diserahterimakan 

secara nyata kepada nazir selaku pengelola wakaf. 

4. Pendaftaran dan pencatatan harta wakaf kepada instansi yang 

berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional untuk tanah 

wakaf. Hal ini wajib agar terdapat perlindungan administratif 

dan hukum, sehingga status tanah atau harta yang telah 

diwakafkan diakui secara negara dan dapat terhindar dari klaim 

pihak lain termasuk ahli waris di masa mendatang. 

5. Wakif tidak boleh melakukan wakaf dalam keadaan terpaksa, 

terpengaruh, atau dengan motif tersembunyi untuk penipuan hak 

orang lain. Niat yang tulus semata-mata untuk ibadah dan 

kemaslahatan umum merupakan dasar keabsahan wakaf secara 



 

Berwakaf Cerdas - 23 

syar’i. Jika wakaf dilakukan dengan cara manipulatif, batal demi 

hukum dan agama. 

6. Kelalaian terhadap salah satu aspek syarat sah wakaf dapat 

menyebabkan pembatalan atau batalnya keabsahan wakaf 

tersebut. Wakaf yang telah diikrarkan pada dasarnya bersifat 

tidak dapat dibatalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf, karena harta yang diwakafkan telah 

beralih menjadi milik Allah dan untuk kepentingan umat. 

Namun, jika pada saat pelaksanaan wakaf terdapat cacat hukum, 

seperti tidak terpenuhinya syarat sah wakif atau objek wakaf, 

maka wakaf dapat dibatalkan oleh pengadilan agama. Misalnya, 

administrasi formal yang cacat dapat mempersulit pengelolaan 

atau menyebabkan sengketa, sedangkan cacat syarat materiil 

menyebabkan akad wakaf batal secara syariat dan hukum positif. 

7. Terpenuhinya syarat formil dan materiil, identitas serta status 

wakif menjadi jelas dan kuat. Hal ini memastikan segala harta 

benda yang diwakafkan benar-benar dapat dikelola optimal oleh 

nazir serta memberikan manfaat maksimal dan berkelanjutan 

bagi masyarakat, baik dari perspektif hukum negara maupun 

syariat Islam. 

Dengan memahami dan menegakkan seluruh syarat formil 

maupun materiil, pelaksanaan wakaf di Indonesia tidak hanya 

memiliki legitimasi kuat secara hukum nasional, tetapi juga 

memenuhi standar syariat Islam yang menekankan keikhlasan, 

keadilan, dan kebermanfaatan. Kepatuhan terhadap ketentuan 

formal, administratif, hingga aspek substantif seperti kapasitas wakif 

dan legalitas objek wakaf merupakan langkah preventif yang efektif 

mencegah sengketa serta melindungi hak semua pihak terkait. 

Dengan demikian, wakaf yang dilakukan akan benar-benar menjadi 

amal jariyah yang berkelanjutan, memberikan manfaat luas bagi 

masyarakat, dan terhindar dari masalah hukum maupun kekeliruan 

prosedural di kemudian hari. 
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2.5 Peran Wakif dalam Pengembangan Wakaf 

Berkelanjutan 

Pengembangan wakaf berkelanjutan sangat sentral, baik dari 

aspek spiritual, sosial, maupun dalam dimensi ekonomi syariah 

modern. Wakif bukan hanya sebagai pemberi harta, melainkan juga 

sebagai inisiator dan inovator yang menentukan arah pemanfaatan 

aset wakaf secara produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan 

oleh banyak pihak dalam jangka panjang. Dengan niat yang tulus, 

wakif menjadi pendorong utama ekosistem wakaf yang unggul dan 

berdaya saing dengan filantropi Islam lainnya. 

Wakif secara langsung menjadi sumber inisiasi pembangunan 

fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan 

kemiskinan. Melalui wakaf, masyarakat dapat menikmati layanan 

pendidikan yang lebih merata, akses kesehatan yang lebih luas, serta 

infrastruktur sosial lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

lokal. Keberadaan aset yang diwakafkan mampu menjembatani 

kesenjangan sosial-ekonomi karena pengelolaan hasilnya dapat 

dialokasikan kepada kelompok-kelompok rentan maupun 

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Pada era modern, peran wakif semakin strategis dalam 

mendorong transformasi wakaf produktif. Wakif tidak hanya sekadar 

memberikan tanah atau bangunan, namun juga uang tunai, saham, 

bahkan aspek digital melalui inovasi seperti e-wakaf dan 

pemanfaatan teknologi finansial (fintech). Penerapan wakaf digital 

memperluas partisipasi masyarakat karena donasi dapat dilakukan 

secara online, pelaporan dapat dilakukan secara transparan, dan 

jangkauannya semakin luas. Teknologi seperti blockchain mampu 

meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan aset wakaf 

demi tujuan berkelanjutan. 

Selain aspek materiil, wakif memiliki fungsi edukatif dan 

transformasional dengan menanamkan nilai-nilai berbagi, keikhlasan, 

dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat. Konsep wakaf 

produktif menuntut peran wakif untuk menjadi teladan dalam 

mewujudkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan akses sumber 
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daya. Semakin banyak wakif dengan kesadaran dan visi 

pemberdayaan, maka semakin besar peluang terciptanya program-

program wakaf yang inovatif dan tepat guna. 

Wakif juga merupakan mitra utama pengelola wakaf (nazir) 

dalam optimalisasi aset yang telah diwakafkan. Kerja sama antara 

wakif dan nazir sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan 

keberhasilan program wakaf, mulai dari perencanaan, pengelolaan, 

hingga evaluasi dampak sosial ekonomi. Secara syariat dan hukum, 

tugas wakif dianggap selesai pada saat penandatanganan Akta Ikrar 

Wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pada 

tahap ini, wakif telah secara resmi menyerahkan hak milik atas harta 

yang diwakafkan kepada nazir untuk dikelola sesuai tujuan dan 

peruntukan yang sudah ditetapkan. Setelah akad diikrarkan dan 

dokumen akta selesai dibuat, seluruh proses pengelolaan dan 

penggunaan harta wakaf menjadi wewenang mutlak nazir, sehingga 

wakif tidak lagi memiliki hak atau kewajiban atas harta yang telah 

diwakafkan, dan harta tersebut sepenuhnya menjadi milik Allah serta 

harus dipertanggungjawabkan oleh nazir. 

Keberhasilan pengembangan wakaf berkelanjutan sangat 

ditentukan oleh kesadaran wakif atas potensi dan manfaat dari wakaf 

produktif. Wakif yang visioner akan melihat wakaf sebagai instrumen 

pembangunan jangka panjang yang mampu mendorong pencapaian 

tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)—seperti meningkatkan 

kualitas pendidikan, akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan 

pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, posisi wakif tidak 

hanya sekadar donatur, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial 

yang mampu memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan umat. 

Setelah akad atau ikrar wakaf ditandatangani, seluruh 

wewenang pengelolaan aset wakaf beralih sepenuhnya dari wakif 

kepada nazir. Oleh sebab itu, penting untuk menghindari kesan 

bahwa wakif masih terlibat aktif dalam operasional pengelolaan atau 

pemanfaatan harta wakaf, karena menurut syariat Islam dan regulasi 

yang berlaku, pengelolaan, pemeliharaan, serta pengembangan aset 

wakaf adalah tanggung jawab mutlak nazir. Nazir-lah yang bertugas 
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memastikan aset wakaf dikelola secara amanah, profesional, dan 

bermanfaat sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam akad. 

Tanggung jawab utama wakif adalah memilih nazir yang 

kompeten serta menetapkan peruntukan wakaf secara jelas dan 

sesuai prinsip syariat. Sebelum akad dilaksanakan, wakif harus 

menilai kualifikasi, integritas, dan kapasitas calon nazir agar harta 

wakaf tidak disalahgunakan dan manfaatnya dapat 

dipertanggungjawabkan di masa mendatang. Dengan kejelasan 

peran ini, proses wakaf menjadi efektif; hak dan kewajiban masing-

masing pihak terlindungi sesuai aturan Islam maupun hukum nasional 

yang berlaku. 

Akhirnya, peran wakif dalam pengembangan wakaf 

berkelanjutan merefleksikan integrasi antara ibadah dan kontribusi 

sosial. Wakif yang proaktif dan inovatif akan terus mendorong 

optimalisasi potensi wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan lintas 

generasi, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, memajukan 

ekosistem filantropi nasional, dan mendukung pembangunan 

masyarakat yang adil, makmur, serta berkeadilan berkelanjutan 
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Bab 3 
Tujuan dan Niat 

Berwakaf 
 

3.1 Motivasi Keagamaan dan Sosial Wakif 

MOTIVASI secara teoretis dapat didefinisikan sebagai proses 

internal dalam diri seseorang yang mengaktifkan, mengarahkan, dan 

mempertahankan perilaku menuju pencapaian tujuan tertentu 

(Maslow, 1954). Motivasi merupakan dorongan yang menggerakkan 

tindakan seseorang secara sadar maupun tidak sadar, yang bersifat 

selektif dan berorientasi pada sasaran yang ingin dicapai (Bandhu et 

al., 2024). Secara psikologis, motivasi melibatkan interaksi antara 

kebutuhan internal individu dengan rangsangan eksternal yang 

memengaruhi intensitas dan arah aktivitas seseorang (McClelland, 

2014). Dengan demikian, motivasi menjadi pendorong utama yang 

menggerakkan individu untuk melaksanakan tindakan secara 

konsisten demi mencapai hasil yang diinginkan, baik dalam konteks 

belajar, bekerja, beribadah, maupun aktivitas sosial lainnya.  

Motivasi keagamaan dan sosial merupakan dua faktor utama 

yang mendorong seseorang atau kelompok wakif untuk berwakaf 
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sebagai dorongan fundamental muncul dari keyakinan bahwa 

berwakaf adalah salah satu bentuk ibadah paling mulia dan memiliki 

dimensi amal jariyah (Toru, 2023). Dengan berwakaf, seorang 

muslim berharap memperoleh pahala yang terus mengalir hingga 

setelah wafat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa 

amal seseorang akan terputus kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu 

yang bermanfaat, dan doa anak saleh. 

3.1.1 Motivasi Keagamaan Wakif 

Motivasi keagamaan juga bermakna sebagai usaha 

mendekatkan diri kepada Allah SWT (taqarrub ilallah). Niat wakif 

dalam berwakaf merupakan manifestasi dari ketaatan serta 

keikhlasan hati untuk mengorbankan sebagian harta yang dimiliki 

demi kepentingan agama maupun kemaslahatan umat (Jamal & 

Fathonah, 2022). Dimensi ubudiyah inilah yang menjadi penanda 

spiritual dalam motivasi berwakaf, di mana setiap amalan sangat 

dipengaruhi oleh niat. Dalam Islam, niat yang benar dan ikhlas 

karena Allah merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah, 

termasuk wakaf. 

Dalam kajian yang diungkap Syaiin et al., (2024) menguraikan 

bahwa motivasi kuat mendasarkan perilaku mewakafkan pada aspek 

spiritual, terutama pada wakaf uang di Indonesia. Semakin tinggi 

tingkat religiusitas, semakin besar pula kecenderungan untuk 

berwakaf. Motivasi ini berasal dari pemahaman bahwa wakaf 

merupakan anjuran agama dengan pahala yang terus mengalir  

sebagai amal jariyah, sehingga dorongan spiritual merasa lebih kuat 

dibanding motivasi sosial semata (Sahrina et al., 2024; Fiqran et al., 

2024).  

Selain latar keagamaan, wakif juga didorong oleh motif sosial 

yang kuat. Wakaf menjadi instrumen keadilan sosial karena 

memungkinkan penyebaran manfaat kepada kelompok masyarakat 

rentan seperti fakir miskin, anak yatim, kelompok pendidikan dan 

kesehatan, serta komunitas yang mengalami kerentanan ekonomi. 

Dengan memberikan sebagian hartanya, wakif tidak hanya 

menyerahkan kepemilikan fisik, tapi sekaligus berkontribusi dalam 

memajukan kemaslahatan sosial-ekonomi umat. 
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3.1.2 Motivasi Sosial Wakif 

Motivasi sosial ini semakin menguat seiring meningkatnya 

kesadaran bahwa wakaf dapat menjadi solusi bagi isu-isu kemiskinan, 

pendidikan, dan kesejahteraan (Gatari et al., 2025). Wakaf produktif 

misalnya, didorong agar manfaat ekonominya dapat dirasakan luas 

oleh masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, tujuan 

sosial dari wakaf tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga berkelanjutan 

dan memberi kontribusi sistemik terhadap pembangunan umat. 

Kajian yang dilakukan S. Fauziah dan  El Ayyubi (2019) 

mengungkapkan bahwa kesadaran atau motivasi sosial sangat 

penting untuk mendorong partisipasi wakaf tunai di masyarakat. 

Sementara itu Shulthoni et al., (2018) menemukan bahwa motivasi 

sosial mendorong seseorang untuk berwakaf karena ingin membantu 

sesama, mengurangi kesenjangan sosial, dan berkontribusi pada 

kesejahteraan masyarakat secara luas, seperti mendukung 

pendidikan, kesehatan, serta pembangunan fasilitas umum. 

Di era digital, muncul faktor motivasi baru yaitu kemudahan 

berwakaf online dan nominal yang fleksibel. Banyak wakif generasi 

muda termotivasi oleh kemudahan akses digital dan transparansi 

yang diberikan lembaga pengelola wakaf online (Fiqran et al., 2024). 

Hal ini turut memperkuat motivasi spiritual dan sosial, di mana aspek 

kepercayaan pada lembaga nazir juga menjadi pertimbangan penting 

bagi niat berwakaf. 

Dalam konteks niat berwakaf, banyak penelitian menunjukkan 

bahwa pengetahuan, tingkat kepercayaan pada pengelola wakaf, 

serta religiusitas dan motivasi keagamaan berkorelasi langsung 

dengan intensitas seseorang untuk menjadi wakif (Hendri, 2025). 

Orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang keutamaan dan 

manfaat wakaf, serta tingkat religiusitas tinggi, cenderung memiliki 

motivasi kuat untuk berwakaf, baik secara tradisional maupun 

modern (Gustina & Della Sari, 2024). 

Namun, penting digarisbawahi bahwa motivasi berwakaf yang 

ikhlas dan murni harus selalu dijaga. Niat yang semata-mata untuk 

popularitas atau motif duniawi dapat merusak substansi ibadah 

wakaf tersebut. Oleh karena itu, wakif harus memastikan motivasi 
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keagamaannya dilandasi iman dan takwa, serta motivasi sosialnya 

berangkat dari kepedulian terhadap kemaslahatan umat. 

Dari keseluruhan uraian, jelas bahwa motivasi keagamaan dan 

sosial pada wakif saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan 

berwakaf yang hakiki. Perpaduan antara motivasi spiritual sebagai 

bentuk ibadah dan motivasi sosial sebagai wujud tanggung jawab 

moral, akan mengoptimalkan manfaat wakaf bagi pemberdayaan, 

keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

3.2 Merumuskan Niat dan Tujuan Wakaf 

Menetapkan dan merumuskan niat serta tujuan wakaf 

merupakan langkah fundamental bagi setiap calon wakif, karena hal 

ini menentukan keabsahan, nilai ibadah, sekaligus arah manfaat dari 

aset yang diwakafkan. Dengan niat yang benar—semata-mata 

mengharapkan ridha Allah SWT dan kemaslahatan umat—wakaf 

tidak hanya menjadi amal jariyah yang pahalanya mengalir abadi, 

tetapi juga terhindar dari motif duniawi seperti pencitraan. 

Perumusan tujuan wakaf yang jelas memastikan bahwa harta yang 

diberikan akan digunakan sesuai prinsip syariah, berdaya guna, serta 

memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas (Badan 

Wakaf Indonesia, 2018). Pendahuluan ini menjadi landasan pokok 

bagi calon wakif agar setiap proses wakaf yang dijalankan tidak 

hanya sah menurut syariat dan hukum positif, tetapi juga tepat 

sasaran dan berdampak nyata dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan 

Adapun berikut adalah penjelasan poin langkah-langkah 

merumuskan niat dan tujuan wakaf lengkap beserta contoh menurut 

hukum wakaf di Indonesia (Bayinah et al., 2021; Darojat & Harrieti, 

2025): 

1. Identifikasi Topik dan Fokus Rumusan 

Langkah pertama adalah memastikan bahwa yang dirumuskan 

adalah niat murni berwakaf karena Allah dan demi kemaslahatan 

umat, bukan demi popularitas atau keuntungan pribadi. Contoh: 

Seorang guru bernama Ahmad ingin mewakafkan tanahnya untuk 
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pembangunan masjid karena berniat mendekatkan diri kepada 

Allah dan membantu masyarakat sekitar. 

2. Definisikan “Niat” dan “Tujuan” Wakaf 

Niat berarti dorongan hati yang tulus karena Allah tanpa motif 

tersembunyi, sedangkan tujuan adalah manfaat atau hasil yang 

diharapkan dari wakaf. Contoh: Niat Ahmad: “Saya niat 

mewakafkan tanah ini lillahi ta’ala.” Tujuannya: “Agar dibangun 

masjid yang bermanfaat untuk ibadah dan kegiatan sosial warga.” 

3. Tentukan Dasar Syariat dan Legalitas  

Pastikan rumusan mengacu pada prinsip syariat (ikhlas, jelas lafal 

ikrar) dan hukum positif (misal Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004). Lafal ikrar harus jelas, atau jika samar wajib dinyatakan 

secara tegas dalam hati. Contoh: Ahmad hadir di depan Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), melafalkan: “Saya wakafkan 

tanah ini seluas 500m² atas nama Allah untuk dibangun masjid, 

diadministrasikan secara resmi.” 

4. Susun Pernyataan Ikrar atau Naskah Rumusan 

Tuangkan niat dan tujuan dalam bentuk tulisan/lisan di hadapan 

pihak resmi, lengkap dengan rincian aset wakaf, lokasi, luas, 

tujuan, dan rencana pemanfaatannya. Contoh isi ikrar: “Saya 

Ahmad, warga Pontianak, dengan kesadaran penuh, mewakafkan 

sebidang tanah di Jalan Melati RT04, seluas 500m², untuk 

pembangunan masjid ‘Darul Aman’ agar dapat dipakai untuk 

ibadah, pengajian, dan kegiatan sosial.” 

5. Klarifikasi Penerima dan Pengelola Manfaat 

Tujuan rumusan harus menyebut siapa penerima manfaat 

(mauquf ‘alaih) serta siapa pengelola (nazir) yang akan mengelola 

wakaf. Contoh: “Tanah ini saya wakafkan untuk seluruh warga 

lingkungan sekitar sebagai jamaah dan Nazir Masjid Darul Aman 

selaku pengelola resmi sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar 

Wakaf.” 

6. Pastikan Kontinuitas dan Keberlanjutan 

Rumusan harus menegaskan bahwa aset wakaf dan manfaatnya 

bersifat abadi serta berkelanjutan sesuai prinsip amal jariyah. 

Contoh bagian akhir ikrar: “Tanah dan bangunan masjid ini tidak 

boleh dijual, diwariskan, dipindahtangankan, dan harus 
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digunakan selamanya untuk ibadah dan kemaslahatan 

masyarakat.” 

3.3 Membuat Rencana Peruntukan Wakaf 

Membuat rencana peruntukan wakaf adalah proses penetapan 

secara terstruktur mengenai bagaimana dan untuk tujuan apa harta 

wakaf akan dimanfaatkan dalam jangka panjang. Langkah ini sangat 

penting karena memastikan agar manfaat harta wakaf sesuai dengan 

niat wakif, berorientasi pada kepentingan ibadah maupun sosial, 

serta terikat oleh prinsip hukum syariah dan peraturan perundang-

undangan. Dalam konteks akademik, rencana peruntukan wakaf 

tidak hanya dibahas dari sisi normatif, tetapi juga mengedepankan 

aspek strategis agar manfaatnya dirasakan berkelanjutan oleh umat 

dan masyarakat luas. 

Berikut langkah-langkah membuat rencana peruntukan 

wakaf beserta contohnya agar mudah dipahami dan 

diimplementasikan bagi calon wakif antara lain (Bayinah et al., 2021; 

Sugianto et al., 2022): 

1. Identifikasi Kebutuhan dan Masalah Utama 

Langkah awal dalam merancang peruntukan wakaf adalah 

melakukan identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat dan 

aspek yang paling dibutuhkan untuk dikembangkan. Misalnya, di 

kawasan dengan akses pendidikan rendah, rencana peruntukan 

bisa diarahkan untuk membangun sekolah atau pusat pelatihan. 

Dalam konteks ini, wakif, bersama nazir dan tokoh masyarakat, 

melakukan survei lapangan dan analisis kebutuhan sehingga 

peruntukan wakaf benar-benar solutif dan tepat sasaran.  

Mulailah dengan mengidentifikasi kebutuhan nyata di lingkungan 

atau komunitas yang akan menerima manfaat wakaf. Libatkan 

survei, diskusi dengan tokoh masyarakat, dan analisis masalah 

prioritas seperti pendidikan, kesehatan, atau ekonomi lokal. 

Contoh: Di sebuah desa terdapat banyak anak tidak bersekolah 

karena minimnya fasilitas pendidikan.  
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2. Tentukan Aset dan Potensi Wakaf 

Setelah kebutuhan diidentifikasi, penetapan peruntukan 

dilakukan melalui penulisan ikrar wakaf secara formal di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam ikrar 

tersebut, harus dicantumkan dengan jelas untuk apa harta 

tersebut diwakafkan—misalnya “untuk pembangunan masjid dan 

fasilitas pendidikan anak-anak fakir miskin” atau “dikelola 

sebagai lahan perkebunan produktif, hasilnya digunakan untuk 

beasiswa pendidikan dan layanan kesehatan gratis”. Penetapan 

spesifik ini menjadi dasar operasional bagi pengelolaan 

selanjutnya, meminimalkan risiko penyelewengan, serta 

mencegah perubahan tujuan seenaknya. 

Lakukan pencatatan aset yang akan diwakafkan secara detail: 

apakah berupa tanah, bangunan, uang, atau lainnya. Pastikan 

aset tersebut sah, bebas sengketa, dan sudah diikhlaskan oleh 

wakif. Contoh: Seorang pengusaha bernama Budi berniat 

mewakafkan sebidang tanah seluas 1.000m² di pinggir jalan 

utama. 

3. Rumusan Peruntukan Secara Spesifik pada Ikrar Wakaf 

Tegaskan dalam dokumen wakaf secara tertulis peruntukan yang 

diharapkan wakif, lengkap dengan tujuan, bentuk pemanfaatan, 

dan kelompok penerima manfaat. Contoh: Ikrar: “Saya, Budi, 

dengan sadar dan ikhlas mewakafkan tanah di Jalan Raya 

Pontianak-Singkawang untuk didirikan sekolah dasar gratis bagi 

warga kurang mampu.” 

4. Rencanakan Strategi Pengelolaan Aset 

Tahap berikutnya adalah menyusun strategi pengelolaan harta 

wakaf agar optimal secara ekonomi dan kebermanfaatan sosial. 

Aset wakaf bisa dikelola secara tradisional—seperti masjid, 

sekolah, rumah sakit—atau secara produktif, misalnya didirikan 

ruko, hotel, perkebunan, atau diinvestasikan dalam instrumen 

keuangan syariah. Hasil dari usaha ini, sesuai rencana peruntukan, 

digunakan untuk membiayai aktivitas sosial, pendidikan, atau 

pemberdayaan ekonomi umat. Perencanaan matang melibatkan 

konsultasi dengan ahli keuangan syariah dan penjaminan 

keberlanjutan aset. 
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Bentuk tim atau tunjuk pengelola wakaf (nazir) yang punya 

kapasitas dan pengalaman. Susun rencana usaha, model 

pengelolaan, serta sistem keuangan agar hasil wakaf bisa optimal 

dan berkelanjutan. Adapun contohnya aset tanah atau bangunan 

dikelola yayasan pendidikan, dijadikan lahan sekolah plus ruko 

sewa; hasil sewa digunakan operasional sekolah. 

5. Susun Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 

Rencana peruntukan juga harus meliputi mekanisme monitoring 

dan evaluasi—siapa dan bagaimana pengelolaan harta akan 

diawasi, agar tetap pada koridor yang ditetapkan. Dalam 

praktiknya, nazir berkewajiban membuat laporan berkala kepada 

masyarakat dan otoritas terkait tentang hasil pengelolaan dan 

penyaluran manfaat wakaf. Ini bertujuan menjaga transparansi, 

akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan publik terhadap 

lembaga pengelola wakaf. 

Atur sistem pelaporan, proses evaluasi berkala, serta transparansi 

agar manfaat wakaf terjaga dan dapat dikembangkan sesuai 

tujuan awal. Sebagai contoh, dimana Yayasan wajib memberikan 

laporan keuangan dan perkembangan sekolah setiap enam bulan 

sekali kepada masyarakat setempat dan pejabat berwenang. 

6. Persiapkan Rencana Mitigasi Risiko 

Perlu disertakan pula rencana mitigasi risiko, misalnya jika terjadi 

perubahan kebutuhan masyarakat di masa depan atau terdapat 

kendala teknis pada pemanfaatan aset. Untuk perubahan 

peruntukan, pasal 22 UU Wakaf mengatur bahwa perubahan 

hanya dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu dan restu 

otoritas berwenang—dengan prinsip tidak bertentangan dengan 

syariah dan tetap mengedepankan maslahat umat.  

Rancang strategi cadangan jika peruntukan awal harus 

disesuaikan karena kebutuhan berubah atau terdapat kendala 

teknis. Pengubahan peruntukan tetap harus mengutamakan 

manfaat umat dan mengikuti prosedur hukum. Contoh: Jika 

sekolah kurang murid, sebagian ruang digunakan sebagai pusat 

pelatihan keterampilan kerja bagi remaja desa. 
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Bab 4 
Hak, Kewajiban, dan 

Tanggung Jawab Wakif 
 

4.1 Hak Wakif Menurut Syariah dan Hukum 

Negara 

MENURUT ketentuan syariah dan hukum negara adalah prinsip 

dasar yang memberikan jaminan hukum dan perlindungan kepada 

individu maupun lembaga yang mewakafkan hartanya. Dalam 

perspektif syariah, hak wakif berlandaskan prinsip keadilan dan 

penghormatan atas keinginan serta niat mulia wakif untuk 

mendapatkan pahala amal jariyah serta kemaslahatan bagi umat. 

Sedangkan menurut hukum negara, hak-hak ini dijamin dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan 

peraturan turunannya, dengan tujuan memastikan kejelasan status, 

perlindungan hukum, serta tertib administrasi dalam praktik 

perwakafan (UU 41, 2004). 

Adapun calon wakif wajib mengetahui dan memahami hak 

yang dimilikinya sehingga dapat menyeimbangkan perannya sebagai 
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berikut (Iman et al., 2021; Usanti et al., 2021; Badan Wakaf 

Indonesia, 2019):  

Pertama, wakif memiliki hak untuk menentukan jenis wakaf 

sesuai dengan kehendaknya. Dalam syariah, wakif dapat memilih 

wakaf abadi (selamanya) maupun wakaf berjangka (periode 

tertentu). Dalam hukum negara, bentuk pernyataan ini dituangkan 

secara tegas dalam ikrar wakaf dan dicatat dalam Akta Ikrar Wakaf. 

Contoh konkrit: Seorang wakif memilih mewakafkan tanah seluas 

1.000m² untuk dijadikan masjid selamanya, sementara pada kasus 

lain seorang wakif memberikan wakaf uang selama 10 tahun untuk 

beasiswa. 

Kedua, wakif berhak menentukan peruntukan atau tujuan 

wakaf. Ia dapat menetapkan apakah wakafnya digunakan untuk 

pendidikan, kesehatan, pembangunan masjid, atau kebutuhan sosial 

lainnya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Contoh: Seorang pengusaha mewakafkan uang Rp500 juta dengan 

tujuan khusus untuk mendanai operasional sekolah gratis di daerah 

tertinggal. 

Ketiga, wakif berhak menunjuk dan memilih pengelola wakaf 

(nazir)yang dianggap cakap, amanah, dan profesional—baik 

individu, kelompok, maupun organisasi. Hak ini memungkinkan 

wakif memastikan harta wakafnya dikelola sesuai dengan visi dan 

nilai-nilai yang diamanatkan dalam ikrar wakaf. Contoh: Wakif 

menunjuk yayasan tertentu sebagai nazir dengan alasan pengalaman 

dan integritas dalam mengelola aset wakaf produktif. 

Keempat, dalam wakaf benda bergerak seperti uang, wakif 

berhak mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti sah atas 

wakaf yang telah dilakukan. Selain sebagai legalitas, sertifikat ini juga 

menjadi media kontrol dan pelaporan yang diakui oleh lembaga 

keuangan syariah dan pemerintah. Contoh: Setelah mewakafkan 

uang Rp10 juta melalui bank syariah, wakif menerima sertifikat resmi 

dari lembaga keuangan tersebut sebagai bukti dan pengakuan hak. 

Kelima, untuk wakaf berjangka, wakif berhak mencairkan dana 

wakaf yang telah jatuh tempo atau memperpanjang jangka waktu 

tersebut jika dikehendaki—sesuai dengan perjanjian awal dalam ikrar 
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wakaf. Contoh: Wakif yang mengikrarkan wakaf uang selama lima 

tahun untuk panti asuhan dapat memperpanjang atau mencairkan 

wakaf tersebut setelah jatuh tempo. 

Keenam, wakif memiliki hak untuk memperoleh transparansi 

pengelolaan dan laporan penggunaan harta wakaf dari nazir. Hak 

mendapatkan laporan ini bertujuan memberikan kontrol dan 

kepastian bahwa aset wakaf digunakan sesuai tujuan awal dan 

memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat. 

Contoh: Wakif menerima laporan perkembangan pembangunan dan 

penggunaan dana wakaf dari nazir setiap enam bulan sekali. 

Ketujuh, wakif berhak mengajukan keberatan atau meminta 

koreksi apabila terjadi penyimpangan atau penyelewengan pada 

pelaksanaan tujuan wakaf atau pengelolaan aset oleh nazir. Dalam 

konteks hukum negara, wakif dapat menempuh jalur mediasi atau 

pengadilan apabila terjadi sengketa. Contoh, seorang wakif di 

Pontianak mewakafkan tanah untuk pembangunan sekolah gratis, 

tetapi kemudian mengetahui bahwa nazir justru menyewakan 

sebagian tanah tersebut untuk kegiatan komersial yang tidak sesuai 

dengan tujuan wakaf. Merasa terjadi penyimpangan, wakif 

mengajukan keberatan secara resmi kepada nazir dan meminta 

pelaporan serta koreksi atas pengelolaan aset. Jika upaya 

penyelesaian secara internal tidak berhasil, wakif dapat membawa 

permasalahan ini ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mediasi, 

dan apabila masih tidak terselesaikan, wakif berhak mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Agama agar pengelolaan aset kembali 

mengikuti amanat ikrar wakaf serta menuntut penggantian nazir jika 

terbukti lalai. 

Kedelapan, hak-hak wakif yang utama berakhir ketika akad 

wakaf telah sah dan harta sudah diserahterimakan kepada nazir. 

Namun demikian, hak moral wakif untuk memastikan aset dikelola 

secara benar tetap dijaga baik dalam syariah maupun hukum negara. 

Contoh: Setelah tanah diwakafkan dan masjid berdiri, wakif masih 

berperan menjadi penasihat moral dan sosial agar tujuan wakaf selalu 

terjaga. 
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Dengan pemenuhan hak-hak ini, wakif terlindung sekaligus 

memperoleh kepastian hukum dan kejelasan pengelolaan wakaf. 

Hak-hak ini dapat dilaksanakan secara efektif apabila didukung oleh 

administrasi yang baik, otoritas negara, dan kepatuhan syariah 

sehingga manfaat wakaf mengalir secara abadi kepada penerima 

manfaat dan masyarakat luas 

4.2 Kewajiban dan Tanggung Jawab Moral Wakif 

Kewajiban dan tanggung jawab moral merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari eksistensi dan peran strategis wakif dalam sistem 

perwakafan, baik dalam perspektif syariah maupun hukum nasional. 

Untuk itu calon wakif memperhatikan dan mawas diri sehingga 

terhindar dari kelalaian yang dilakukannya. Kewajiban ini 

mencerminkan integritas spiritual dan sosial wakif yang tidak sekadar 

menyelesaikan akad, tetapi juga memastikan kebermanfaatan serta 

keberlanjutan aset yang diwakafkan. Dalam hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab wakif, aspek ini menekankan pentingnya komitmen, 

amanah, serta kesadaran etis sebagai landasan setiap tindakan wakaf. 

Dalam beberapa kajian yang dikembangkan Badan Wakaf 

Indonesia, (2019) dan Usanti et al., (2021) menjelaskan kewajiban 

yang perlu dipenuhi oleh calon wakif antara lain: 

Pertama, kewajiban utama wakif adalah meniatkan wakaf 

semata-mata karena Allah SWT dan untuk kemaslahatan umat. 

Secara syariat, niat yang ikhlas menjadi syarat mutlak agar amal 

wakaf diterima dan menjadi amal jariyah. Wakif dituntut untuk 

membersihkan motivasinya dari niat buruk atau tujuan duniawi 

seperti mencari pujian atau keuntungan pribadi. Contoh konkrit: 

Seorang wakif menyatakan secara lisan dan tertulis niatnya untuk 

mewakafkan tanah demi pembangunan madrasah, tanpa 

menginginkan nama pribadinya diabadikan sebagai nama madrasah. 

Kedua, wakif berkewajiban memastikan bahwa aset yang 

diwakafkan adalah milik pribadi dan terbebas dari segala bentuk 

sengketa atau hutang. Hal ini menegaskan aspek keterbukaan dan 

integritas dalam akad wakaf, karena harta yang diwakafkan akan 
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menjadi milik umat secara abadi. Contoh konkrit: Wakif meneliti dan 

melengkapi dokumen kepemilikan tanah hingga tuntas sebelum 

menyerahkan kepada nazir sebagai aset wakaf. 

Ketiga, wakif bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan 

dan peruntukan wakaf secara spesifik, jelas, dan tidak bertentangan 

dengan syariat. Wakif harus memastikan manfaat wakaf berorientasi 

pada kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan sehingga tidak 

menimbulkan keraguan di kemudian hari. Contoh konkrit: Dalam 

akta ikrar wakaf, disebutkan bahwa tanah diwakafkan untuk 

membangun rumah sakit bagi masyarakat kurang mampu, lengkap 

dengan rincian pengelolaan dan alur manfaatnya. 

Keempat, wakif wajib menunjuk pengelola wakaf (nazir)yang 

amanah, profesional, dan memiliki kapasitas pengelolaan sesuai 

dengan nilai serta visi tujuan wakaf. Pemilihan nazir yang tepat 

menjadi bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga amanah 

dan menghindari penyalahgunaan aset. Contoh: Wakif memilih 

sebuah yayasan sosial terkemuka sebagai nazir, bukan secara asal-

asalan, dan menetapkan klausul pengawasan dalam akta wakaf. 

Kelima, wakif memiliki kewajiban memberikan informasi yang 

jujur dan transparan terkait seluruh kondisi harta benda yang 

diwakafkan. Ini mencegah terjadinya konflik atau sengketa di masa 

mendatang dan menjaga keabsahan administratif serta legalitas objek 

wakaf. Contoh: Wakif memberikan salinan sertifikat tanah, dokumen 

legal, dan surat keterangan bebas sengketa kepada nazir dan Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf. 

Keenam, secara moral, wakif bertanggung jawab 

mengingatkan atau menegur nazir jika terjadi penyimpangan dalam 

pengelolaan wakaf. Wakif boleh mengajukan keberatan atau 

meminta koreksi kepada nazir dan otoritas jika manfaat wakaf tidak 

digunakan sesuai amanat. Contoh: Wakif melaporkan ke Badan 

Wakaf Indonesia ketika mendapati nazir mengalihkan fungsi tanah 

wakaf menjadi lahan komersial tanpa seizin atau di luar tujuan awal. 

Ketujuh, kewajiban wakif adalah tidak membatalkan wakaf 

secara sepihak setelah ikrar sah dan harta telah beralih kepada nazir, 

kecuali dalam kasus yang dibenarkan oleh syariat dan hukum negara 
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(misal: ditemukan cacat hukum berat atau akad batal demi hukum). 

Sikap ini menegaskan komitmen keberlanjutan dan stabilitas manfaat 

bagi penerima wakaf. Contoh: Wakif tetap memegang prinsip tidak 

pernah menarik kembali tanah yang telah diwakafkan meskipun 

mendapat tekanan dari keluarga atau pihak luar. 

Kedelapan, tanggung jawab moral wakif lainnya adalah 

menjadi teladan masyarakat, menginspirasi semangat berwakaf, serta 

membangun budaya filantropi. Peran proaktif wakif mendorong 

partisipasi masyarakat luas dan memastikan pengelolaan wakaf 

berjalan optimal melalui pengawasan sosial dan edukasi nilai-nilai 

wakaf kepada generasi berikutnya. Contoh: Wakif aktif membagikan 

kisah dan pengalaman berwakaf di komunitas, mendorong keluarga 

serta tetangga untuk mengikuti jejaknya dalam pemberdayaan wakaf 

produktif bagi kemaslahatan umat. 

Dengan melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab 

moral ini, wakif berkontribusi besar dalam memastikan tujuan wakaf 

tercapai, pemberdayaan umat berjalan efektif, dan nilai ibadah serta 

sosial tetap lurus sesuai prinsip syariat serta hukum negara 

4.3 Peran Aktif Wakif dalam Pengelolaan Aset 

Wakaf 

Peran aktif wakif dalam pengelolaan aset wakaf merupakan 

aspek penting yang menentukan keberhasilan distribusi manfaat serta 

keberlanjutan tujuan wakaf. Dalam kedudukan wakif tidak berhenti 

hanya pada tahap penyerahan harta, melainkan berlanjut dalam 

pengawasan dan keterlibatan konstruktif terhadap pengelolaan aset 

agar tetap sesuai amanat dan prinsip syariat. Peran ini menjadi kunci 

tercapainya optimasi penggunaan harta wakaf dalam jangka 

panjang, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan atau 

penyimpangan oleh pihak pengelola (nazir) (Hasanah et al., 2021). 

Secara syariat, wakif memiliki hak moral sekaligus tanggung 

jawab untuk memastikan bahwa aset yang diwakafkan dikelola 

dengan amanah, profesionalisme, dan orientasi keberlanjutan 

(Usanti et al., 2021). Wakif dapat memberikan saran, menegur, atau 
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mengingatkan nazir jika terdapat indikasi pengelolaan yang tidak 

optimal atau menyimpang dari tujuan wakaf. Keterlibatan ini 

disyariatkan guna menjaga aset tetap pada jalur kebermanfaatan dan 

terhindar dari unsur mubazir, manipulasi, atau pemanfaatan untuk 

kepentingan non-syariah. 

Keterlibatan aktif wakif juga terefleksikan dalam hak mereka 

untuk meminta laporan secara berkala mengenai perkembangan 

pengelolaan aset wakaf. Dalam praktik di Indonesia, wakif dapat 

mengajukan permintaan laporan keuangan, kemajuan 

pembangunan, maupun laporan penyaluran manfaat kepada nazir 

atau lembaga pengelola (Nadya & Iqbal, 2021). Transparansi dan 

akuntabilitas yang diminta oleh wakif mendorong terciptanya sistem 

pengelolaan berbasis good governance, sehingga seluruh pihak 

merasa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan manfaat harta 

wakaf tersebut (Fitriani et al., 2025). 

Di samping fungsi pengawasan, wakif dapat berperan sebagai 

mediator atau fasilitator dalam penyelesaian konflik yang mungkin 

timbul di antara nazir, penerima manfaat, maupun masyarakat 

sekitar. Jika terjadi sengketa atau penyelewengan, wakif berdasarkan 

hukum negara memiliki hak untuk menempuh jalur mediasi melalui 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Agama (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Upaya ini tidak 

hanya melindungi objek wakaf, tetapi juga menjaga integritas sistem 

perwakafan di Indonesia agar tetap kredibel dan terpercaya. 

Dalam tataran praktis, peran aktif wakif bukan hanya pada 

aspek kontrol, tetapi juga partisipasi dalam pengembangan inovasi 

pengelolaan aset. Banyak wakif yang terlibat dalam transfer 

pengetahuan, memberikan ide-ide bisnis sosial, serta membantu 

jejaring pendanaan untuk pengembangan aset wakaf secara 

produktif (Evrytanadha & Yusnita, 2024). Misalnya, seorang wakif 

yang berlatar belakang pengusaha dapat mendesain model bisnis 

berkelanjutan, melakukan pelatihan kepada pengelola, serta 

mendorong sinergi antara lembaga masyarakat, pemerintah, dan 

sektor swasta demi optimalisasi pemanfaatan harta wakaf. 
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Aspek edukasi juga menjadi ranah peran aktif wakif, di mana 

mereka dapat memberikan edukasi dan motivasi kepada masyarakat 

terkait manfaat berwakaf, pentingnya pengelolaan aset secara adil, 

serta mengajak pihak lain turut berpartisipasi dalam gerakan wakaf 

produktif (Usman, 2016).  Sosialisasi yang dilakukan melibatkan 

calon wakif secara langsung atau melalui keterlibatan komunitas 

berkontribusi pada peningkatan literasi dan partisipasi publik dalam 

ekosistem filantropi Islam. 

Akhirnya, dengan menjaga peran aktif dalam pengelolaan aset 

terkini, wakif meneguhkan posisinya sebagai pelopor tata kelola 

wakaf yang bertanggung jawab, inovatif, dan konsisten pada nilai-

nilai syariah serta regulasi negara. Peran ini memastikan aset wakaf 

tidak hanya menjadi simbol ibadah personal, melainkan juga 

memberikan daya ungkit sosial dan ekonomi yang nyata bagi 

masyarakat luas lintas generasi. 

4.4 Peran Ahli Waris Wakif dalam Menjaga 

Keberlangsungan Wakaf  

Peran ahli waris wakif dalam menjaga keberlangsungan wakaf 

semakin krusial dalam konteks modern, di mana aset wakaf 

menuntut kelangsungan pengelolaan dan pengawasan lintas 

generasi. Secara prinsip, ahli waris tidak lagi memiliki hak 

kepemilikan atas harta yang diwakafkan sebab kepemilikan telah 

berpindah menjadi milik Allah dan dikelola nazir. Namun, secara 

moral, spiritual, dan sosial, ahli waris menempati posisi vital dalam 

memastikan bahwa amanah dan tujuan mulia wakaf tetap berjalan 

sesuai niat wakif dan peraturan yang berlaku, baik syariah maupun 

hukum negara. 

Bagaimana calon wakif diberikan edukasi terkait menjaga 

keberlanjutan wakaf yang diberikan sehingga dapat bermanfaat 

dalam jangka panjang termasuk ahli warisnya memberikan atensi, hal 

ini diuraikan oleh Bayinah et al., (2021)dan Badan Wakaf Indonesia 

(2019) sebagai berikut: 
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Peran pertama, sebagai penjaga amanah (guardian of trust). 

Ahli waris bertugas memastikan pelaksanaan wakaf berlanjut sesuai 

ikrar serta niat asli wakif. Mereka dapat membantu nazir dalam 

mengelola aset, mengingatkan jika terjadi penyimpangan, dan 

bersikap proaktif dalam pengawasan. Sifat kepedulian ini 

menegaskan bahwa amanah wakaf bukan sekadar beban bagi nazir, 

melainkan tanggung jawab moral keluarga wakif yang berkelanjutan. 

Peran kedua adalah pelindung legalitas dan kepastian hukum 

aset wakaf. Ahli waris memiliki hak untuk menjaga keutuhan 

dokumen wakaf, membantu proses administrasi jika terjadi kendala 

pada data kepemilikan, hingga menjadi pihak yang proaktif saat 

terdapat upaya pengklaiman atau persoalan hukum dari pihak luar. 

Dengan keterlibatan ini, mereka membantu meminimalkan sengketa 

dan menjaga aset bebas dari klaim waris atau pihak ketiga yang tidak 

sah. 

Ketiga, mediator dan penyeimbang konflik, baik dalam 

keluarga, masyarakat, maupun dengan pengelola (nazir). Dalam 

praktiknya, konflik mengenai status wakaf kerap terjadi akibat 

kurangnya sosialisasi atau miskomunikasi internal. Ahli waris dapat 

menjadi juru damai, memfasilitasi dialog, serta memastikan seluruh 

pihak memahami status dan tujuan aset wakaf. Dengan begitu, 

potensi sengketa atau resistensi dari keluarga dan lingkungan sekitar 

dapat ditekan seminimal mungkin. 

Keempat, katalisator optimalisasi aset wakaf. Ahli waris 

diharapkan tidak hanya pasif, tetapi juga aktif memberi gagasan 

pengembangan dan pemanfaatan aset secara produktif. Mereka 

dapat mendorong nazir untuk melakukan inovasi, berkolaborasi 

dengan institusi pendidikan, sosial, atau bisnis syariah, serta 

memperluas jaringan penerima manfaat. Sebagai generasi penerus, 

wawasan, jaringan, dan keterampilan yang dimiliki ahli waris sangat 

dibutuhkan untuk transformasi wakaf menjadi instrumen 

kesejahteraan berkelanjutan. 

Kelima, ahli waris menjalankan fungsi penyuluh dan pelestari 

nilai filantropi keluarga. Mereka menjadi duta nilai—baik ke dalam 

keluarga maupun masyarakat luas—dalam menanamkan kesadaran 
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akan pentingnya menjaga aset wakaf serta memperluas partisipasi 

dalam berwakaf. Dengan edukasi dan teladan, budaya filantropi dan 

pengelolaan aset umat tumbuh subur secara berjenjang, mendorong 

keluarga lain untuk mengikuti langkah yang sama. 

Keenam, pelapor dan pengawas partisipatif (participatory 

oversight). Salah satu hak ahli waris adalah menerima laporan dari 

nazir tentang perkembangan aset wakaf dan realisasi tujuan 

manfaatnya. Jika penerapan di lapangan tidak sesuai, ahli waris bisa 

mengajukan keberatan resmi, meminta koreksi, atau bahkan 

menempuh jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku. Dengan 

kontrol sosial ini, kepastian kualitas pengelolaan aset wakaf tetap 

terjaga. 

Lebih lanjut, dalam menghadapi dinamika zaman, ahli waris 

juga harus siap mendukung transformasi aset wakaf supaya tidak 

stagnan dan tetap relevan. Seringkali, kebutuhan masyarakat 

berubah, sehingga peran ahli waris penting dalam mengevaluasi dan 

mengusulkan adaptasi manfaat wakaf—tentu melalui mekanisme 

hukum yang sah dan restu otoritas terkait. Adaptasi ini bisa berupa 

diversifikasi usaha wakaf atau perluasan sektor manfaat bagi 

penerima sasaran yang lebih luas. 

Keberlanjutan wakaf juga bergantung pada peran ahli waris 

sebagai jembatan komunikasi antar pemangku kepentingan, baik 

dengan nazir, masyarakat penerima manfaat, maupun otoritas 

pemerintah atau Badan Wakaf Indonesia. Ahli waris yang 

komunikatif dapat memastikan pesan, keluhan, atau inovasi berjalan 

efektif sehingga pengelolaan aset lebih responsif dan adaptif. 
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Bab 5 

Syarat, Rukun, dan 

Prosedur Menjadi Wakif 
 

5.1 Syarat Sah Wakif 

SYARAT yang diakui (syah) wakif merupakan fondasi utama dalam 

proses perwakafan yang termaktub dalam syarat, rukun, dan 

prosedur menjadi wakif. Syarat-syarat ini tidak hanya merujuk pada 

ketentuan hukum Islam (syariah), melainkan juga diatur secara rinci 

dalam hukum positif Indonesia, misalnya melalui Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta fikih wakaf. Pemenuhan 

seluruh syarat ini mutlak agar perbuatan wakaf dianggap sah dan 

memiliki kekuatan hukum serta nilai ibadah di sisi Allah SWT. 

Komponen yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum dan 

undang-undang di Indonesia mengikutsertakan keduanya memiliki 

pengakuan yang diakui negara dan publik, untuk itu menurut UU 41, 

(2004) dan Kemenag, (2007) sebagai berikut: 

Pertama, syarat utama wakif adalah kemerdekaan. Wakif wajib 

merupakan individu yang merdeka sepenuhnya untuk menggunakan 
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dan menyerahkan hak miliknya tanpa tekanan atau paksaan dari 

pihak manapun. Dalam konteks syariah klasik, hamba sahaya tidak 

dapat menjadi wakif kecuali mendapat izin tuannya; sementara 

dalam hukum saat ini hanya mereka yang punya kebebasan hukum 

bisa menjadi wakif. 

Kedua, wakif harus baligh, yakni telah mencapai usia dewasa 

menurut ketentuan hukum (biasanya minimal 21 tahun atau sesuai 

dengan batasan usia dewasa berdasarkan UU di Indonesia). Anak-

anak yang belum baligh tidak diperkenankan mewakafkan harta 

karena dianggap belum memiliki kecakapan penuh dalam bertindak 

hukum. 

Ketiga, syarat berikutnya adalah berakal sehat atau tidak dalam 

keadaan terganggu akalnya. Orang yang gila, mabuk, atau hilang 

kemampuan berpikir secara rasional tidak sah menjadi wakif. Aspek 

ini untuk memastikan bahwa keputusan mewakafkan harta benar-

benar diambil secara sadar dan penuh tanggung jawab. 

Keempat, kriteria kecakapan hukum (rasyid) juga wajib 

dipenuhi. Wakif harus bisa bertindak secara hukum, tidak berada di 

bawah pengampuan (kurator karena kebangkrutan, keborosan, 

idiot, atau gangguan mental), dan mampu mengambil keputusan 

dengan pertimbangan matang serta bijaksana. Jika seseorang muflis 

(bangkrut) atau safih (boros), wakafnya tidak sah menurut syariah 

dan regulasi negara. 

Kelima, wakif harus merupakan pemilik sah serta penuh atas 

harta yang diwakafkan. Seseorang yang tidak memiliki hak penuh 

atas harta, atau harta tersebut masih dalam status sengketa, tidak 

boleh dan tidak sah secara hukum untuk dijadikan objek wakaf. 

Kepemilikan mutlak ini juga menegaskan bahwa yang boleh 

diwakafkan adalah harta yang jelas asal-usul dan status hukumnya. 

Keenam, dalam proses perwakafan, niat yang tulus dan 

ketulusan hati (ikhlas karena Allah) menjadi syarat mutlak. Motif 

duniawi seperti mencari popularitas, pujian, atau keuntungan 

pribadi, tidak boleh melandasi niat wakaf. Keikhlasan niat ini 

dituangkan secara lisan atau tertulis dalam ikrar wakaf yang sah dan 

disaksikan pihak berwenang. 
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Ketujuh, wakif harus menyerahkan ikrar wakaf secara jelas dan 

tegas (shighat), tanpa syarat penggugur atau yang membatalkan 

esensi keabadian wakaf. Ikrar ini harus dilakukan langsung, tanpa 

penundaan atau penggantungan syarat tertentu, serta tidak boleh 

disertai syarat yang membatalkan akad. Hal ini sesuai prinsip bahwa 

akad wakaf bersifat ta’bid (permanen), tanjiz (langsung berlaku), dan 

pasti. 

Kedelapan, dalam peraturan Indonesia, selain syarat di atas, 

pelaksanaan wakaf wajib dilakukan sesuai prosedur formal, yakni di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), disaksikan 

saksi, dan didaftarkan secara resmi. Penetapan ini mendukung 

perlindungan hukum serta mencegah sengketa di kemudian 

hari. Semua syarat tersebut saling melengkapi dan harus dipenuhi 

agar wakaf tidak hanya sah secara syariah tetapi juga diakui secara 

hukum negara. 

Prosedur dan peran wakif dalam pelaksanaan wakaf dapat 

berbeda tergantung pada jenis harta yang diwakafkan, seperti wakaf 

tanah dan wakaf uang. Wakaf tanah, sebagai benda tidak bergerak, 

memerlukan proses administrasi yang cukup panjang, seperti 

pemeriksaan status tanah, kelengkapan dokumen kepemilikan, 

penetapan lokasi, hingga pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Di sisi lain, wakaf uang 

bersifat lebih sederhana, terutama jika nominalnya relatif kecil. 

Proses ini dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang 

ditunjuk, cukup dengan pernyataan tertulis dan penerbitan sertifikat 

wakaf uang. Penting untuk dicatat bahwa pada kedua jenis wakaf 

tersebut, wakif harus memastikan legalitas objek yang diwakafkan 

dan memilih nazir sesuai kemampuan pengelolaan aset yang 

diamanahkan. 

Peran wakif pun turut menyesuaikan. Pada wakaf tanah, wakif 

harus memastikan kepemilikan sah, memperjelas peruntukan, serta 

secara langsung terlibat dalam proses administrasi. Sebaliknya, pada 

wakaf uang nominal kecil, peran wakif biasanya hanya terbatas pada 

pilihan jumlah donasi dan niat wakaf, karena proses administratif 

lebih banyak ditangani lembaga keuangan syariah dan nazir. 
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Sementara itu, kriteria nazir turut bergantung pada jenis aset: untuk 

wakaf tanah lazim dipilih nazir berbentuk badan/lembaga yang 

berpengalaman dalam tata kelola properti, sedangkan wakaf uang 

lebih cocok dikelola lembaga keuangan syariah berizin dengan 

kapasitas investasi dan akuntabilitas tinggi. 

Agar mudah dipahami, berikut contoh perbandingan dalam 

bentuk tabel: 

Tabel 1. Peran Wakif dan Kriteria pada Jenis Wakaf 

Jenis 

Harta 

Wakaf 

Peran Wakif Kriteria Nazir Prosedur Wakaf 

Tanah 

Memastikan 

legalitas, hadir 

di PPAIW, 

Lembaga/Badan 

dengan 

Pemeriksaan 

dokumen 

kepemilikan, 

pembuatan Akta 

Ikrar Wakaf, 

pencatatan di 

KUA/BWI 

 

menetapkan 

peruntukan, 

memilih nazir 

pengalaman 

tata kelola 

properti 

Uang 

(Nominal 

Kecil) 

Menyampaikan 

niat dan dana 

via LKS 

Lembaga 

keuangan 

syariah 

Pernyataan 

tertulis, 

penyaluran 

melalui lembaga 

keuangan 

syariah, 

penerbitan 

sertifikat wakaf 

uang, nazir 

mengelola 

secara produktif 

Adanya pemahaman variasi prosedur dan tanggung jawab ini, 

calon wakif dan nazir dapat lebih tepat dalam menentukan langkah 

dan strategi pengelolaan harta wakaf sesuai karakteristik aset yang 
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diwakafkan, sehingga manfaat wakaf lebih optimal dan minim 

masalah di kemudian hari. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh 

komponen syarat wakif yang termaktub dalam ketentuan hukum dan 

perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam 

UU No.41 Tahun 2004 dan peraturan Kemenag Tahun 2007, 

memiliki posisi strategis dalam memastikan keabsahan dan 

perlindungan wakaf. Pemenuhan setiap syarat mulai dari 

kemerdekaan, kecakapan hukum, kepemilikan penuh atas harta, 

hingga ketulusan niat, menjadi fondasi utama agar ikrar wakaf tidak 

hanya sah menurut syariat Islam, tetapi juga memperoleh pengakuan 

negara serta jaminan perlindungan hukum di ranah publik dan 

administratif. Kesatuan norma syariah dan formal negara ini pada 

akhirnya menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak para 

pihak, serta memperkuat legitimasi wakaf sebagai instrumen sosial-

keagamaan yang berkontribusi nyata bagi kemaslahatan umat. 

5.2 Rukun Wakaf Menurut Fikih dan Undang-

Undang 

Rukun wakaf merupakan unsur-unsur pokok yang wajib 

dipenuhi agar sebuah akad wakaf sah baik menurut fikih Islam 

maupun hukum positif di Indonesia. Dalam konteks fikih, mayoritas 

ulama—termasuk madzhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali—

menetapkan empat rukun wakaf, sedangkan dalam Undang-Undang 

No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun wakaf dikembangkan 

menjadi enam unsur untuk menyesuaikan aspek formal dan 

administratif. Berikut uraian lengkapnya beserta penjelasannya 

(Kemenag, 2007; UU 41, 2004): 

1. Orang yang Mewakafkan (Wakif) 

Dalam fikih, wakif adalah perorangan yang sah secara hukum 

untuk mewakafkan hartanya, yaitu harus baligh (dewasa), berakal 

sehat, merdeka, dan memiliki kecakapan bertindak hukum 

(rasyid). Dalam UU Wakaf, wakif dapat berupa individu, 

organisasi, atau badan hukum yang memenuhi ketentuan syarat 

kepemilikan dan kecakapan hukum. Wakif memegang posisi 



 

50 - Praktis untuk Calon Wakif di Era Modern 

sentral karena niat, kesadaran, serta legalitas hak miliknya atas 

harta wakaf menjadi tolok ukur sahnya wakaf. 

2. Harta Yang Diwakafkan (Mauquf) 

Mauquf adalah objek atau harta yang diwakafkan oleh wakif. 

Dalam fikih, harta harus milik pribadi, jelas zat dan batas-

batasnya, serta memberikan manfaat yang terus-menerus (abadi). 

Harta tersebut bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau benda 

bergerak dan tidak bergerak selama tidak menyalahi syariat. UU 

No. 41/2004 menambahkan keharusan legal formal dan 

pencatatan administratif terkait harta ini untuk perlindungan 

hukum dan penerbitan sertifikat wakaf. 

3. Penerima Manfaat Wakaf (Mauquf ‘Alaih) 

Dalam syariat, mauquf 'alaih adalah pihak atau lembaga yang 

menjadi sasaran atau penerima manfaat hasil wakaf. Penerima 

manfaat bisa individu, kelompok, komunitas, atau umat secara 

luas, selama penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat 

Islam. Undang-undang juga mengatur bahwa peruntukan harta 

harus dijelaskan dengan spesifik dan tercantum dalam ikrar wakaf 

agar manfaatnya tepat sasaran dan dapat dievaluasi 

administrasinya. 

4. Ikrar atau Pernyataan Wakaf (Shighat) 

Shighat merupakan pernyataan resmi kehendak wakif, baik secara 

lisan atau tertulis, untuk mewakafkan hartanya. Dalam fikih, lafaz 

atau pernyataan harus jelas, tegas (sharih), tanpa syarat atau 

pembatalan, dan disampaikan di hadapan saksi. Dalam praktik di 

Indonesia, shighat dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf melalui 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan disahkan secara 

hukum supaya mempunyai kekuatan mengikat secara 

administratif dan legal. 

5. Pengelola Wakaf (Nazir) 

Secara khusus dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, nazir 

ditetapkan sebagai rukun tersendiri. Nazir adalah individu, 

kelompok, maupun lembaga yang diberi kewenangan oleh 

undang-undang untuk menerima, mengelola, dan 

mengembangkan aset wakaf guna menjamin akuntabilitas dan 

keberlanjutan manfaat. Penetapan nazir yang sah merupakan 



 

Berwakaf Cerdas - 51 

bagian dari prosedur formal agar pengelolaan aset transparan dan 

sesuai amanat wakif. 

6. Peruntukan Harta Wakaf 

UU Wakaf juga menambahkan unsur peruntukan secara spesifik 

sebagai rukun. Peruntukan yaitu tujuan dan bentuk pemanfaatan 

harta wakaf harus dinyatakan jelas—misal untuk masjid, sekolah, 

layanan sosial, atau pemberdayaan ekonomi umat. Peruntukan 

menjadi unsur wajib agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk 

memudahkan pengawasan serta pertanggungjawaban kepada 

masyarakat dan regulator. 

Dengan demikian, empat rukun utama menurut fikih adalah 

wakif, mauquf, mauquf ‘alaih, dan shighat. Adapun dalam kerangka 

hukum Indonesia ditambah dua unsur formal yaitu nazir dan 

peruntukan, sehingga total menjadi enam. Setiap rukun dan syarat 

yang melekat padanya saling melengkapi; apabila salah satu rukun 

tidak terpenuhi, maka perbuatan wakaf tidak sah baik secara syariat 

maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Implementasi rukun yang lengkap menjamin keabsahan, 

keberlanjutan, transparansi, serta perlindungan hukum bagi aset 

wakaf ke masa depan 

5.3 Proses Akad/Ikrar Wakaf 

Proses akad atau ikrar wakaf merupakan rangkaian tindakan 

hukum yang menandai perpindahan hak milik atas harta benda dari 

wakif kepada pihak nazir dengan niat hanya untuk kepentingan 

ibadah dan kemaslahatan umat. Dalam proses akad/ikrar wakaf 

memiliki beberapa tahapan penting yang wajib diikuti agar sah secara 

syariah dan hukum positif. Setiap langkah mengandung unsur 

administrasi, legalitas, unsur sosial, dan spiritual yang saling 

melengkapi, memastikan akad wakaf terlaksana dengan transparansi, 

kepastian hukum, serta mengikat abadi kepada penerima manfaat. 

Bagi calon wakif yang memiliki niat dan sesuatu yang akan 

diwakafkan perlu mengetahui proses akad wakaf dilakukan sehingga 

menghindari adanya kesalahan pemahaman atau persepsi, untuk itu 
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Badan Wakaf Indonesia (2019) dan Kasdi (2021) mensyaratkan 

pengakuan dalam wakaf sebagai berikut: 

Pertama, tahap persiapan dilakukan oleh wakif atau kuasanya. 

Calon wakif menyiapkan dokumen yang membuktikan kepemilikan 

sah atas harta atau aset yang hendak diwakafkan, seperti sertifikat 

tanah, surat kepemilikan, serta surat keterangan tidak dalam sengketa 

yang diketahui kepala desa/lurah dan camat setempat. Identitas diri 

wakif, nazir, dan saksi juga harus disiapkan, disertai surat pernyataan 

kesediaan menjadi nazir serta surat keterangan administrasi lainnya 

sesuai peraturan. 

Kedua, penentuan nazir yang akan menerima, mengelola, serta 

mengembangkan aset wakaf. Nazir bisa perorangan, kelompok, 

maupun badan hukum yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. 

Wakif memilih dan mengajukan nazir kepada Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf (PPAIW), biasanya adalah Kepala Kantor Urusan Agama 

(KUA) setempat. PPAIW kemudian melakukan verifikasi atas surat-

surat, identitas, dan memastikan calon nazir layak dan sah. 

Ketiga, pelaksanaan ikrar wakaf dilakukan di hadapan PPAIW, 

nazir, dan minimal dua orang saksi dewasa serta berakal sehat. Ikrar 

ini bisa diucapkan secara lisan dan/atau tertulis oleh wakif tentang 

niat mewakafkan harta tertentu kepada nazir, lengkap dengan tujuan 

serta jangka waktu (wakaf abadi atau berjangka). Untuk wakif yang 

tidak dapat hadir (seperti bisu atau berhalangan), ikrar bisa diberikan 

secara tertulis atau menggunakan isyarat yang sah dan diproses secara 

legal. 

Keempat, PPAIW mencatat seluruh rangkaian ikrar dalam 

dokumen resmi bernama Akta Ikrar Wakaf (AIW/Model W-2), yang 

memuat identitas lengkap wakif, nazir, saksi, data objek wakaf, serta 

rincian peruntukan dan jangka waktu. Akta ini dibuat rangkap dan 

didistribusikan kepada beberapa pihak, seperti wakif, nazir, Kantor 

Urusan Agama, Kantor Pertanahan/Agraria, Kementerian Agama, 

Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan instansi berwenang lain, untuk 

menjamin ketertiban administrasi serta perlindungan hukum. 

Kelima, pendaftaran dan sertifikasi harta benda wakaf kepada 

instansi yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional/BPN). Setelah 
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AIW terbit, nazir mengajukan pendaftaran tanah atau aset wakaf ke 

BPN untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf, yang merupakan bukti 

kuat pengalihan hak milik dari wakif kepada Allah melalui 

pengelolaan nazir. Ini pula yang mencegah sengketa, terutama 

terkait status tanah dan penerima manfaat di kemudian hari. 

Keenam, pada saat atau setelah penetapan, PPAIW 

menerbitkan surat pengesahan nazir, dan nazir didaftarkan kepada 

BWI sebagai regulator nasional sehingga proses pelaporan dan 

pengawasan dapat berlangsung secara berkala dan transparan. Nazir 

bertanggung jawab memberikan laporan tertulis tentang 

pengelolaan dan realisasi manfaat aset wakaf sesuai perjanjian serta 

amanat ikrar. 

Ketujuh, semua tahapan proses disaksikan oleh dua orang saksi 

muslim dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang oleh aturan 

hukum (tidak dalam perwalian atau terkena hukuman pidana). Saksi 

bertugas memastikan ketulusan niat, keabsahan prosedur, dan 

menjadi rujukan ketika terjadi sengketa di kemudian hari, sejalan 

dengan aspek syariah dan hukum negara. 

Kedelapan, akad/ikrar wakaf yang telah dilaksanakan dengan 

memenuhi segala syarat dan rukun secara syariah dan administratif 

memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat dibatalkan sepihak. 

Wakaf berlaku abadi dan mutlak kecuali jika terjadi cacat hukum 

berat atau pelanggaran syariah. Dengan demikian, seluruh rangkaian 

proses akad/ikrar wakaf menjamin harta benda yang diwakafkan 

benar-benar dialihkan secara sah untuk manfaat umat, dikelola secara 

amanah, serta terlindungi oleh norma syariat dan hukum positif. 

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan akad wakaf sangat 

bergantung pada kepatuhan terhadap setiap tahapan dan 

persyaratan yang telah diatur secara rinci oleh Badan Wakaf 

Indonesia dan para ahli hukum Islam. Kepastian dokumen, kejelasan 

identitas, keterlibatan nazir yang sah, serta legalitas formal melalui 

pencatatan dan sertifikasi, merupakan kunci utama yang menjamin 

keabsahan, kesinambungan manfaat, dan perlindungan hukum atas 

harta benda wakaf. Semua proses ini tidak hanya memastikan bahwa 

akad wakaf terlaksana secara sah dan amanah, tetapi juga 
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memperkuat integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi wakaf sebagai instrumen kesejahteraan bersama yang 

berlandaskan syariat dan hukum negara. 

 

5.4 Administrasi dan Legalitas Wakaf 

Administrasi dan legalitas wakaf merupakan dua aspek vital 

yang menjamin sahnya perbuatan wakaf baik secara syar’i maupun 

hukum positif di Indonesia. Dalam administrasi dan legalitas muncul 

sebagai fondasi utama yang menentukan perlindungan hukum, 

kejelasan status aset, serta ketertiban dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan harta wakaf. Ketepatan administrasi akan 

meminimalisir sengketa, sedangkan validitas legalitas memastikan 

wakaf diakui oleh negara dan dapat dipertanggungjawabkan di 

pengadilan maupun di hadapan publik (Ramadhan, 2022). 

Langkah administrasi wakaf dimulai dari persiapan dokumen 

dasar yang membuktikan kepemilikan sah atas objek wakaf. Wakif 

harus menyiapkan identitas pribadi, dokumen hak milik (misalnya 

sertifikat tanah), surat bebas sengketa, dan dokumen lain yang 

diperlukan. Semua dokumen ini diverifikasi oleh Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), biasanya Kepala Kantor Urusan Agama 

(KUA) atau pejabat yang ditunjuk di wilayah domisili aset (Kemenag 

RI, 2006). Tahap ini krusial untuk memastikan objek wakaf bebas 

sengketa, legal, dan dapat dialihkan menjadi aset wakaf. 

Proses berikutnya adalah pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan 

PPAIW, dua saksi, dan nazir. Administrasi formal dituangkan dalam 

Akta Ikrar Wakaf (AIW/Model W-2), sebuah dokumen resmi yang 

berfungsi sebagai bukti sah telah terjadi perpindahan hak dari wakif 

kepada nazir untuk tujuan wakaf tertentu. AIW mencantumkan 

detail identitas wakif, nazir, saksi, spesifikasi aset, tujuan peruntukan, 

serta jangka waktu (abadi/berjangka) (Rahayu & Mustafidah, 2023). 

Pengisian akta ini dilakukan secara tertulis dan/atau lisan, serta 

disahkan oleh PPAIW. 
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Akta Ikrar Wakaf menjadi dokumen utama yang memiliki 

kekuatan hukum mengikat. AIW disusun rangkap, satu diberikan 

kepada wakif, satu untuk nazir, dan sisanya didistribusikan kepada 

Kantor Urusan Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian 

Agama, dan instansi terkait lainnya. Penyerahan dokumen ini 

memastikan semua pihak terkait memiliki akses data, sehingga 

apabila terjadi sengketa status ataupun kepemilikan di kemudian 

hari, dokumen ini bisa menjadi dasar penyelesaian secara 

administratif dan yuridis. 

Setelah AIW diterbitkan, tahap legalitas selanjutnya adalah 

pendaftaran objek wakaf ke instansi berwenang. Untuk tanah wakaf, 

nazir wajib mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

guna memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf (Sertifikat Hak Atas Tanah 

Wakaf/SHATW). Sertifikat ini menjadi bukti yuridis tertinggi bahwa 

aset telah resmi dialihkan dari milik pribadi menjadi milik Allah untuk 

kemaslahatan umat, dikelola oleh nazir sesuai tujuan awal. 

Keberadaan sertifikat wakaf sangat signifikan dalam menjamin 

status hukum tanah/objek wakaf. Sertifikat ini melindungi aset dari 

klaim waris, sengketa, pengalihan atau penggunaan di luar tujuan 

wakaf. Proses penerbitan sertifikat diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Wakaf serta Peraturan Kepala BPN, yang secara detail 

mengatur prosedur pendaftaran, syarat dokumen, biaya, dan waktu 

penerbitan. Dengan sertifikat ini, keamanan dan keabadian aset 

wakaf dapat dijaga secara optimal. 

Aspek legalitas juga menegaskan bahwa setiap perubahan atas 

status aset wakaf, baik perubahan bentuk pemanfaatan maupun 

pengelolaan, harus disesuaikan kembali secara administratif dan 

memerlukan persetujuan dari pihak terkait (misal: BWI, KUA, BPN), 

dengan tetap berpijak pada ketentuan syariat. Apabila terjadi 

sengketa, pelanggaran, atau penyelewengan dalam pengelolaan, 

keberadaan akta dan sertifikat menjadi bukti utama dalam 

penyelesaian melalui mediasi atau pengadilan agama. 

Dengan sistem administrasi dan legalitas yang kokoh, kepastian 

hukum dan efektivitas manfaat wakaf dapat diwujudkan secara 
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berkelanjutan (Noviana et al., 2022). Hal ini tidak hanya 

memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi wakif dan nazir, 

tetapi juga memastikan tujuan sosial-keagamaan dari harta wakaf 

benar-benar tercapai, sekaligus memperkuat kepercayaan publik 

terhadap institusi perwakafan di Indonesia.  
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Bab 6 
Peran dan Fungsi Strategis 

Wakif Menciptakan 
Kesejahteraan 

 

6.1 Wakif Sebagai Agen Perubahan 

WAKIF sebagai agen perubahan menempati posisi sentral dalam 

upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen 

wakaf. Peran ini tidak sekadar bersifat administratif—sebagai 

pemberi harta—namun mencakup dimensi transformasional yang 

dapat mendorong berbagai inovasi dan perubahan sosial 

berkelanjutan. Wakif melalui niat, visi sosial, serta keteladanan, 

menjadi pelopor lahirnya gerakan filantropi produktif dalam Islam 

yang berdampak pada perbaikan kualitas hidup individu maupun 

kolektif. 

Sebagai pihak yang mewakafkan sebagian hartanya untuk 

kepentingan umat, wakif memiliki peran strategis sebagai agen 

perubahan sosial di masyarakat dan dunia. Dengan menyalurkan aset 

untuk tujuan kesejahteraan, pendidikan, dan pemberdayaan 
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ekonomi, wakif bukan hanya memberikan dampak langsung pada 

penerima manfaat, tetapi juga membangun struktur sosial yang lebih 

adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui keikhlasan dan kesadaran 

kolektif, para wakif mendorong transformasi sosial yang berorientasi 

pada kemaslahatan bersama, menegaskan bahwa praktik wakaf 

adalah salah satu motor penggerak perubahan positif yang 

melampaui batas-batas individu, komunitas, bahkan negara. 

Beberapa kajian menyebutkan wakif sebagai agen perubahan sosial 

yang diungkap Nimah (2023), Abd Jalil et al. (2019) dan Noufal 

(2012) sebagai berikut:  

Pertama, wakif berperan sebagai inisiator transformasi sosial. 

Dengan mengalihkan sebagian harta kepemilikan pribadi ke dalam 

skema wakaf, wakif mendorong terciptanya fasilitas dan layanan 

publik seperti pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi 

yang terbuka bagi semua golongan. Aset wakaf yang dikelola baik 

akan menghasilkan multiplier effect bagi masyarakat, mengurangi 

ketimpangan, dan memberikan akses lebih luas terhadap hak-hak 

dasar warga. 

Kedua, kehadiran wakif mendorong inovasi dalam 

pengelolaan wakaf. Wakif yang visioner tidak berhenti pada pola 

wakaf tradisional (tanah atau bangunan) tetapi juga 

mengembangkan aset wakaf produktif, seperti wakaf uang, saham, 

atau instrumen keuangan syariah lainnya. Dengan dukungan 

teknologi digital, wakif generasi baru menghadirkan efisiensi, 

partisipasi luas, serta transparansi pengelolaan yang memperkuat 

ekosistem wakaf nasional. 

Ketiga, sebagai agen perubahan, wakif menanamkan budaya 

gotong royong dan solidaritas sosial. Proses wakaf tidak hanya 

memberi manfaat ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran 

kolektif mengenai pentingnya berbagi dan bekerja sama untuk tujuan 

bersama. Nilai-nilai ini memperkuat jaringan sosial, membangun 

kepercayaan, serta mempererat hubungan antarkelompok dalam 

masyarakat. 

Keempat, wakif berperan dalam pemberdayaan masyarakat. 

Melalui perencanaan dan penetapan tujuan wakaf yang tepat 
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sasaran, wakif memastikan manfaat aset dapat dirasakan kelompok 

rentan—seperti anak yatim, dhuafa, dan warga miskin. Pengelolaan 

wakaf produktif, misalnya lahan pertanian wakaf yang hasilnya 

didistribusikan sebagai beasiswa, bantuan modal usaha, atau layanan 

kesehatan gratis, menjadi bukti nyata kontribusi wakif sebagai agen 

perubahan sosial-ekonomi. 

Kelima, wakif turut menghasilkan dampak berkelanjutan 

dengan mendorong integrasi program wakaf ke berbagai agenda 

kebijakan publik. Sinergi antara wakif, nazir, pemerintah, dan swasta 

dapat menghasilkan program-program inovatif yang mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/SDGs), misal dalam pengentasan kemiskinan, 

pemerataan pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan. 

Keenam, peran edukatif wakif juga tidak kalah penting. Wakif 

mampu menjadi role model yang menginspirasi masyarakat luas 

untuk berwakaf, memanfaatkan aset secara produktif, serta 

meningkatkan literasi filantropi Islam. Melalui advokasi, testimoni, 

maupun gerakan kolektif, wakif mendorong terbentuknya budaya 

filantropi yang inovatif dan solutif. 

Ketujuh, sebagai agen perubahan yang adaptif, wakif mampu 

merespons tantangan zaman, seperti perubahan kebutuhan 

masyarakat, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi. 

Kemampuan beradaptasi inilah yang menjamin bahwa manfaat 

wakaf selalu relevan dan memberikan dampak positif lintas generasi. 

Wakif yang terus belajar dan berinovasi dapat mendorong reformasi 

kebijakan serta model-model baru pemberdayaan sosial. 

Kedelapan, pada akhirnya, melalui peran aktif, kepeloporan, 

dan visi keumatan, wakif bukan hanya subjek seremonial dalam 

praktik wakaf, melainkan kekuatan utama yang mentransformasikan 

potensi wakaf menjadi pendorong perubahan sosial yang dinamis, 

inklusif, serta berkelanjutan. Agen perubahan ini menegaskan bahwa 

keberhasilan wakaf dalam menciptakan kesejahteraan sangat 

dipengaruhi oleh kualitas dan kemuliaan peran wakif dalam 

kehidupan bermasyarakat.  
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Secara praktis, wakif sebagai agen perubahan pencipta 

kesejahteraan tampak dari keterlibatan aktif mereka dalam 

mendukung pendirian dan pengembangan program wakaf produktif, 

seperti pembangunan fasilitas pendidikan, klinik kesehatan gratis, dan 

pembiayaan usaha ekonomi mikro berbasis wakaf yang langsung 

memberdayakan masyarakat kurang mampu. Melalui pemantauan, 

kolaborasi dengan nazir, serta edukasi publik tentang pentingnya 

partisipasi wakaf, wakif berperan konkret mengatasi ketimpangan 

sosial dan mendorong kemandirian ekonomi komunitas, sehingga 

cita-cita kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan benar-benar 

dapat terwujud secara nyata di tengah masyarakat. 

6.2 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan 

Kesejahteraan Sosial  

Peran strategis dan fungsi wakif dalam penciptaan 

kesejahteraan sosial menjadi fondasi utama dalam mewujudkan 

masyarakat yang adil dan sejahtera melalui instrumen wakaf. Wakif 

tidak hanya berperan sebagai donatur, melainkan agen perubahan 

yang mampu mentransformasi harta pribadi menjadi modal sosial 

untuk pengentasan kemiskinan, pelayanan pendidikan, kesehatan, 

maupun pengembangan ekonomi umat (Nabi et al., 2019). Dengan 

demikian, kedudukan wakif berada pada garda depan pergerakan 

filantropi Islam yang secara langsung berdampak pada peningkatan 

kualitas hidup masyarakat secara luas. 

Wakif memiliki fungsi strategis sebagai inisiator program sosial 

yang berkelanjutan (Midia, 2021). Melalui penetapan tujuan dan 

peruntukan wakaf yang jelas—seperti membangun sekolah, klinik 

kesehatan, atau rumah yatim—wakif memastikan harta yang 

diwakafkan benar-benar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 

paling mendesak di masyarakat. Fungsi ini menegaskan wakif sebagai 

aktor utama dalam menciptakan fasilitas publik yang bermanfaat 

lintas generasi, bukan sekadar penyerahan aset secara pasif. 

Pengelolaan wakaf produktif menjadi gambaran nyata peran 

strategis wakif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakif 

dapat mendorong pengelolaan aset secara profesional bersama nazir 
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untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan—misalnya, pendirian 

ruko, perkebunan, atau unit usaha yang hasilnya digunakan untuk 

membiayai layanan sosial. Dampak langsung dari model wakaf 

produktif adalah terciptanya lapangan kerja, peningkatan 

pendapatan kelompok rentan, dan tumbuhnya kemandirian 

ekonomi berbasis komunitas (Jazil et al., 2019). 

Selain aspek ekonomi, wakif juga menanamkan nilai gotong 

royong dan solidaritas sosial melalui tindakan berwakaf. Praktik 

wakaf mengajarkan masyarakat pentingnya berbagi, nilai 

kebersamaan, dan kepedulian sosial—semua ini adalah modal utama 

dalam memperkuat jaringan sosial serta kohesi komunitas. Semangat 

kolektif yang dibangun dari gerakan wakaf mampu mempertegas 

identitas sosial masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik 

dalam kegiatan sosial keagamaan (Badan Wakaf Indonesia, 2018). 

Fungsi strategis wakif berikutnya adalah sebagai pengawas 

(kontrol sosial) dan pemberi advokasi terhadap tata kelola aset 

wakaf. Dengan hak memperoleh laporan berkala dari nazir, wakif 

memastikan bahwa aset benar-benar dimanfaatkan sesuai ikrar dan 

tujuan wakaf. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, wakif dapat 

mencegah penyimpangan, mendorong transparansi, dan memupuk 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. 

Wakif juga membawa peran penting dalam pembangunan 

manusia melalui dukungan langsung terhadap pendidikan, literasi, 

dan pelatihan keterampilan. Harta wakaf yang dialokasikan untuk 

beasiswa, pelatihan kerja, atau pembangunan sarana pendidikan 

adalah investasi jangka panjang untuk generasi penerus bangsa 

(Syarief, 2021). Dengan demikian, wakif turut memutus mata rantai 

kemiskinan struktural dengan memberikan akses kesempatan yang 

lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Konektivitas antara visi sosial wakif dan sinergi kebijakan 

publik pun menjadi aspek strategis lain. Wakif yang berkolaborasi 

dengan pemerintah daerah, organisasi keagamaan, atau lembaga 

swadaya masyarakat memperluas jangkauan manfaat wakaf. 

Integrasi program wakaf dengan agenda pembangunan 

berkelanjutan seperti SDGs semakin memperkuat kontribusi wakif 
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dalam penciptaan kesejahteraan nasional yang inklusif dan adaptif 

menghadapi tantangan zaman (Ali & Oseni, 2022). 

Akhirnya, peran strategis dan fungsi wakif dalam penciptaan 

kesejahteraan sosial mengafirmasi pentingnya keberanian, 

keikhlasan, serta visi jangka panjang dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan aset untuk kemaslahatan umat. Wakif sebagai inovator, 

penggerak transformasi sosial, dan katalisator perubahan menjadikan 

wakaf bukan hanya sebagai instrumen ibadah, melainkan sebagai 

kekuatan penggerak kesejahteraan yang dinamis, berkeadilan, dan 

terus memberi manfaat abadi bagi masyarakat luas. 

6.3 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan 

Kesejahteraan Ekonomi 

Peran strategis dan fungsi wakif dalam penciptaan 

kesejahteraan ekonomi menjadi faktor kunci dalam mendorong 

pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Melalui 

instrumen wakaf, wakif mentransformasikan kepemilikan privat 

menjadi aset sosial yang produktif, dapat dikelola untuk 

menghasilkan sumber pendapatan baru, menciptakan lapangan 

kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Peran ini 

bukan hanya simbol derma, melainkan penggerak nyata dalam 

upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi berbasis 

nilai-nilai Islam. 

Wakif secara langsung atau tidak langsung sebagai salah satu 

pembuka pilar potensi ekonomi, untuk itu Syaiin et al., (2024a) dan 

Jazil et al., (2019) menyebutkan dan menguraikan sebagai 

membangun kekuatan ekonomi Islam dan memperkuat peran 

strategis di masyarakat sebagai berikut:  

Pertama, wakif memiliki fungsi sebagai inisator kapital sosial 

yang dapat diolah menjadi aset ekonomi produktif. Contohnya 

adalah wakaf tanah yang kemudian dikembangkan menjadi lahan 

pertanian, pusat perdagangan, rumah sewa, atau bisnis syariah 

lainnya. Hasil dari pengelolaan produktif inilah yang dialirkan untuk 

membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, 
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kesehatan, dan bantuan langsung bagi kaum dhuafa, sekaligus 

memperkuat sirkulasi ekonomi lokal. 

Kedua, wakif menjadi penghubung antara modal sosial dan 

modal ekonomi. Dengan mengelola aset wakaf secara profesional 

bersama nazir, wakif membantu menciptakan bisnis-bisnis yang 

beretika dan berkelanjutan, seperti koperasi wakaf, usaha mikro, dan 

proyek-proyek usaha bersama berbasis komunitas. Aktivitas ekonomi 

produktif melalui wakaf dapat memberikan sumber penghidupan 

jangka panjang bagi masyarakat, memajukan desa, dan memperluas 

akses kelompok rentan pada sumber daya ekonomi. 

Ketiga, peran strategis wakif juga terlihat pada pemberdayaan 

kelompok ekonomi lemah melalui skema wakaf produktif. Misalnya, 

pendirian rumah produksi, pelatihan kewirausahaan, atau pemberian 

modal usaha berbasis wakaf dapat mengangkat taraf hidup keluarga 

miskin dan dhuafa. Keberadaan aset wakaf yang dikelola secara 

ekonomi memberikan peluang masyarakat meningkatkan 

pendapatan tanpa harus bergantung pada bantuan konvensional 

pemerintah. 

Keempat, wakif dapat mendorong terjadinya inovasi ekonomi 

melalui pemanfaatan aset wakaf berbasis digital atau investasi 

keuangan syariah, seperti wakaf uang (cash waqf), sukuk wakaf, atau 

crowd funding filantropi. Inovasi ini memperluas partisipasi publik 

dalam berwakaf, membuka peluang penggunaan wakaf sebagai 

modal usaha, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi umat 

melalui ekosistem digital yang moderat dan inklusif. 

Kelima, fungsi wakif sebagai pengawas dan penjamin 

transparansi juga penting dalam menjaga keberlanjutan dampak 

ekonomi wakaf. Dengan keterlibatan wakif dalam pemantauan 

kinerja ekonomi aset wakaf, laporan keuangan, dan pelaporan 

manfaat kepada masyarakat, terciptalah kepercayaan publik dan 

akuntabilitas yang tinggi. Akibatnya, semakin banyak individu 

maupun institusi terdorong untuk ikut serta dalam gerakan wakaf 

produktif. 

Keenam, sinergi antara wakif, nazir dan pemerintah atau 

swasta berpotensi memperbesar manfaat ekonomi wakaf. Program 
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wakaf yang terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah 

maupun penyediaan infrastruktur publik dapat mempercepat 

kemandirian ekonomi masyarakat, mengurangi ketimpangan, 

sekaligus memperkuat jejaring ekonomi syariah. Kolaborasi ini 

menjadi motor penggerak inovasi serta optimalisasi pemanfaatan 

aset umat untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

Ketujuh, peran edukatif dan advokasi wakif dalam 

mengkampanyekan pentingnya wakaf produktif juga berdampak 

besar pada literasi ekonomi umat. Dengan mendidik masyarakat 

mengenai potensi wakaf sebagai investasi sosial sekaligus instrumen 

pembangunan ekonomi, wakif membangun kesadaran kolektif dan 

memperluas basis partisipasi publik dalam ekonomi berbasis syariah. 

Dampaknya adalah munculnya komunitas-komunitas pengusaha 

baru dan akses ekonomi yang lebih demokratis. 

Kedelapan, keseluruhan peran dan fungsi strategis wakif dalam 

penciptaan kesejahteraan ekonomi membawa transformasi signifikan 

bagi umat. Wakaf bukan hanya instrumen ibadah abadi, melainkan 

juga jalan keluar konkret mengatasi kemiskinan, menciptakan 

peluang ekonomi baru, memperkuat solidaritas sosial, dan 

memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan 

berkelanjutan. Wakif adalah katalis penting yang menginisiasi 

perubahan dan memastikan keberlanjutan ekonomi dalam kerangka 

peradaban Islam yang maju dan berdaya saing. 

Implikasi strategis dari peran wakif dalam menciptakan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi terletak pada kemampuannya 

mengubah kepemilikan pribadi menjadi aset produktif yang 

berkelanjutan, sehingga tidak hanya sebagai amal ibadah, melainkan 

juga dorongan pemberdayaan masyarakat luas. Wakif yang aktif dan 

inovatif secara strategis dapat menginisiasi pengelolaan wakaf 

produktif, mendukung program-program pemberdayaan ekonomi 

kelompok rentan, serta memastikan tata kelola aset yang transparan 

dan akuntabel. Hal ini memperkuat sinergi antara wakif, nazir, dan 

pemerintah dalam menghadirkan dampak sosial yang nyata serta 

berkelanjutan secara ekonomi, sekaligus membangun budaya 

filantropi Islam yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan 
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zaman. Dengan demikian, wakif berperan sebagai motor penggerak 

yang menyejahterakan umat melalui instrumen wakaf dari tingkat 

lokal hingga nasional, yang mendukung pembangunan sosial-

ekonomi masyarakat secara holistik dan strategis. 

6.4 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan 

Kesejahteraan Spiritual 

Peran strategis dan fungsi wakif dalam penciptaan 

kesejahteraan spiritual memiliki dimensi sangat penting dalam 

pembangunan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara lahir, 

tetapi juga batin. Wakaf, sebagai instrumen ibadah dalam Islam, 

memungkinkan wakif berkontribusi menguatkan aspek spiritual umat 

melalui pengelolaan harta yang diarahkan demi mendekatkan diri 

kepada Allah SWT sekaligus menumbuhkan nilai-nilai luhur 

keagamaan. 

Dalam kajian Gustina dan Della Sari (2024) dan Syaiin et al., 

(2024b) bahwa wakif sebagai individu atau kelompok yang 

memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat luas dampak 

memberikan kesejahteraan spiritual agamis bagi wakif saja sebagai 

pondasi dasar motifnya, tetapi memberikan kekuatan spiritual di 

kalangan masyarakat, sebagai berikut:  

Pertama, wakif berperan sebagai penggerak semangat spiritual 

(ruhani) yang menular dalam masyarakat. Dengan menyerahkan 

sebagian hartanya sebagai wakaf, wakif merealisasikan nilai tauhid 

dan kepatuhan kepada Allah SWT, menegaskan keikhlasan dan 

keimanan yang mendalam. Tindakan ini menjadi manifestasi nyata 

bahwa harta bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan duniawi, 

tetapi juga media ibadah yang membawa manfaat abadi di dunia 

dan akhirat. 

Kedua, peran wakif dalam membangun fasilitas ibadah—

seperti masjid, mushala, pesantren, atau tempat pengajian—

membuka akses masyarakat untuk beribadah dan memperdalam 

pengetahuan agama. Wakaf jenis ini mendorong pembiasaan ibadah 
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kolektif, merajut ukhuwah Islamiyah, serta memperkuat tradisi 

keagamaan yang mengakar kuat dalam kehidupan umat. 

Ketiga, fungsi wakif juga terlihat dalam penyebaran literasi dan 

pendidikan spiritual. Wakif yang mewakafkan aset untuk 

pengembangan pendidikan agama membantu mencetak generasi 

berakhlak mulia, cerdas secara spiritual, dan visioner. Wakaf untuk 

madrasah, kitab suci, atau literasi keagamaan menyediakan ruang 

belajar bersama untuk transformasi nilai moral dan penguatan 

identitas keagamaan. 

Keempat, wakif menegakkan nilai amal jariyah, yaitu amal 

yang pahalanya terus mengalir walaupun wakif telah wafat. Dengan 

niat tulus, setiap kemanfaatan dari harta wakaf—baik secara langsung 

(fasilitas ibadah) maupun tidak langsung (pendidikan, dakwah)—

mengalirkan pahala yang tak terputus dan memperkokoh keimanan 

wakif serta masyarakat penerima manfaat. 

Kelima, dari perspektif psikologis dan sosial, tindakan wakif 

berkontribusi menumbuhkan rasa syukur, ketenangan batin, serta 

kebahagiaan spiritual. Wakif yang berpartisipasi aktif dalam gerakan 

wakaf akan merasakan kepuasan batin atas kontribusi terhadap 

kemaslahatan umat, dan terhindar dari kecenderungan materialisme 

yang berlebihan. 

Keenam, peran strategis wakif turut menciptakan lingkungan 

yang kondusif untuk penanaman dan pengembangan nilai spiritual 

yang sehat. Wakaf untuk kegiatan dakwah, pengajian, dan 

pembinaan rohani menjadikan masyarakat lebih religius, saling 

peduli, dan mengutamakan kejujuran serta solidaritas antar sesama. 

Lingkungan berbasis wakaf akan semakin kuat menghadapi 

tantangan zaman yang kerap menekan nilai-nilai spiritual. 

Ketujuh, wakif yang ikhlas juga memberi teladan moral dan 

spiritual bagi masyarakat sekitarnya. Sikap dermawan, amanah, dan 

rendah hati yang ditunjukkan dalam proses berwakaf 

membangkitkan inspirasi bagi individu lain untuk mengikuti jejak 

kebaikan serta menanamkan kesadaran spiritual kolektif. Dengan 

demikian, gerakan wakaf menjadi sarana efektif dakwah bil hal 

(mengajak dalam kebaikan melalui perbuatan nyata). 
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Kedelapan, fungsi strategis wakif juga mendorong integrasi 

dimensi spiritual dengan pembangunan sosial-ekonomi. Melalui 

pengelolaan aset wakaf yang profesional, bukan hanya kesejahteraan 

lahiriah yang tercapai, melainkan juga sistem nilai spiritual terbangun 

kokoh di masyarakat—menjadikan kesejahteraan sebagai harmoni 

antara kebahagiaan duniawi dan ketenangan batin yang abadi. 

Implikasi strategis dari peran wakif dalam membangun 

kesejahteraan spiritual adalah terciptanya masyarakat yang religius, 

harmonis, dan berkarakter luhur. Wakaf tidak hanya menghadirkan 

fasilitas dan layanan untuk ibadah, tetapi juga memperkuat fondasi 

moral serta budaya spiritual umat yang berkelanjutan. Peran wakif 

sebagai inspirator dan penggerak nilai spiritual menegaskan bahwa 

pembangunan kesejahteraan sejati hanya dapat dicapai melalui 

sinergi antara pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, serta penguatan 

ikatan manusia dengan Tuhannya dalam seluruh aktivitas kehidupan. 

6.5 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan 

Kesejahteraan Lingkungan  

Peran strategis dan fungsi wakif dalam penciptaan 

kesejahteraan lingkungan memiliki posisi vital dalam membangun 

harmoni antara manusia, sumber daya alam, dan keberlanjutan 

ekosistem. Wakaf yang diarahkan untuk pelestarian lingkungan tidak 

hanya merespons kebutuhan sosial-ekonomi, tetapi juga memperluas 

cakupan manfaat ke aspek ekologis yang sangat penting di tengah 

ancaman kerusakan lingkungan saat ini. Dalam konteks ini, wakif 

berperan sebagai pelopor gerakan filantropi Islam yang sadar 

lingkungan, dimana harta yang diwakafkan dijadikan sarana 

perbaikan lingkungan sekitar, mendukung pembangunan 

berwawasan ekologi, dan menanamkan nilai tanggung jawab 

lingkungan kepada masyarakat.  

Untuk itu Anam et al., (2022), Mahardika dan Tanweer (2025) 

dan Rusydiana et al., (2023) mengungkapkan wakif sebagai salah 

satu peran strategis menjaga, melestarikan dan meningkatkan 

kesejahteraan lingkungan bagi masyarakat luas, dimana dengan 
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lingkungan yang baik akan mendukung peran wakif yang lebih baik, 

sebagaimana dijelaskan berikut:  

Pertama, wakif dapat memprakarsai pendirian taman kota, 

ruang terbuka hijau, atau kawasan konservasi berbasis wakaf yang 

berfungsi sebagai paru-paru kota dan pelindung keanekaragaman 

hayati. Wakaf jenis ini mencegah konversi lahan yang merusak, 

menyediakan ruang bagi rekreasi sehat masyarakat, serta menjaga 

kualitas udara dan kelestarian flora-fauna. Fungsi ini penting 

khususnya di perkotaan yang laju pertumbuhan penduduknya tinggi, 

seperti Pontianak, di mana ruang hijau menjadi sangat terbatas. 

Kedua, peran wakif juga sangat strategis dalam penyediaan 

infrastruktur pengelolaan limbah dan sanitasi berbasis wakaf. Dengan 

menyalurkan dana atau lahan untuk pembangunan instalasi 

pengolahan air limbah, fasilitas sanitasi umum, atau sistem 

pengolahan sampah terpadu, wakif membantu masyarakat 

memperoleh akses lingkungan bersih dan sehat. Hal ini berdampak 

langsung pada kualitas hidup, menurunkan risiko penyakit, serta 

mendorong perubahan perilaku komunitas dalam menjaga 

kebersihan. 

Ketiga, wakif dapat turut mengembangkan kawasan pertanian 

atau sumber air bersih melalui pendekatan wakaf produktif berbasis 

ekologi. Misalnya, mewakafkan lahan untuk pertanian organik, 

danau buatan penyangga banjir, hingga hutan rakyat yang hasilnya 

digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan pelestarian 

lingkungan. Inovasi ini tak hanya menguatkan ketahanan pangan, 

tetapi juga memperkuat fungsi ekologis alam sebagai penyerap 

karbon dan penahan banjir. 

Keempat, fungsi wakif sebagai penggerak edukasi lingkungan 

perlu mendapat perhatian. Dukungan terhadap program pendidikan 

literasi, pelatihan sabuk hijau, atau pemberdayaan masyarakat dalam 

pengelolaan sampah dapat dibiayai dari dana wakaf. Wakif bisa 

bermitra dengan sekolah, pesantren, atau kelompok masyarakat 

untuk menanamkan kebiasaan ramah lingkungan generasi muda, 

menciptakan komunitas peduli lingkungan, serta memperkuat aksi 

kolektif terhadap isu ekologis. 
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Kelima, wakif juga berfungsi sebagai agen advokasi dan 

penjaga keadilan lingkungan hidup. Keterlibatan dalam pemberian 

bantuan hukum atau advokasi bagi komunitas yang terdampak 

pencemaran, serta mendukung riset dan inovasi lingkungan berbasis 

wakaf, dapat memperkuat daya tawar masyarakat dalam 

memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat. Hal ini sesuai 

dengan prinsip maqashid syariah—menjaga harta, jiwa, dan 

kemaslahatan umat. 

Keenam, keterpaduan seluruh fungsi ini memperkuat posisi 

wakif sebagai katalis perubahan dalam membangun tata kelola 

lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kolaborasi antara wakif, nazir, 

pemerintah, dan masyarakat sipil memungkinkan optimalisasi 

manfaat wakaf tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga 

generasi mendatang. Dengan tata kelola profesional dan 

pengawasan berkelanjutan, aset wakaf lingkungan menjadi 

instrumen ampuh dalam memperkuat ketahanan dan kesejahteraan 

lingkungan di tengah tantangan perubahan iklim dan kerusakan 

ekosistem. 

Implikasi strategis dari peran wakif dalam menciptakan 

kesejahteraan lingkungan adalah terwujudnya ekosistem sosial yang 

hijau, sehat, dan berkelanjutan, di mana kepedulian terhadap bumi 

menjadi bagian dari amal jariyah dan peradaban Islam. Dengan 

mendorong program wakaf lingkungan, wakif memberikan 

kontribusi nyata pada perlindungan alam, meningkatkan kualitas 

hidup, serta membangun warisan ekologis yang dapat dinikmati 

lintas generasi, menjadikan wakaf sebagai instrumen strategis dalam 

membangun kesejahteraan yang inklusif, adil, dan lestari bagi seluruh 

umat. 

6.6 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan 

Kesejahteraan Pekerjaan  

Peran strategis dan fungsi wakif dalam penciptaan 

kesejahteraan pekerjaan memiliki kontribusi signifikan dalam 

pembentukan ekosistem kerja yang produktif, inklusif, dan 

berkelanjutan. Wakif, melalui penyerahan harta benda sebagai 
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wakaf, menciptakan peluang baru dalam penyediaan lapangan kerja 

bagi masyarakat luas. Aset wakaf yang dikelola secara produktif 

seperti lahan pertanian, gedung usaha, ruko, atau unit produksi, 

menjadi sumber ekonomi yang menghasilkan banyak pekerjaan, baik 

langsung maupun tidak langsung, bagi komunitas di sekitarnya. Hal 

ini menegaskan pentingnya peran wakif sebagai motor penggerak 

pertumbuhan sektor tenaga kerja melalui instrumen filantropi yang 

berbasis nilai syariah. 

Wakif dalam cipta kerja atau kesempatan kerja memberi 

peluang besar bagi masyarakat mendapatkan pekerjaan baik formal 

atau nonformal, dalam kajian Ab. Aziz & Yusof (2019) dan Fauzi et 

al., (2023) menguraikan bahwa wakif menyertakan harta dan 

bendanya bagi umat memberikan peluang pekerjaan yang bervariasi, 

hal ini tentunya akan menciptakan ekonomi dalam jangka panjang 

sebagai berikut: 

Pertama, wakif memungkinkan terciptanya unit-unit usaha 

sosial berbasis wakaf yang mampu menampung tenaga kerja lokal 

secara optimal. Usaha yang lahir dari aset wakaf, seperti koperasi, 

usaha mikro, atau sentra kerajinan, akan merekrut masyarakat yang 

sebelumnya menganggur atau memiliki keterbatasan akses kerja, 

sehingga menurunkan angka pengangguran di wilayah tersebut. 

Selain itu, program pemberdayaan pemuda dan perempuan yang 

dibiayai melalui hasil usaha wakaf turut memperluas spektrum 

penerima manfaat dunia kerja. 

Kedua, melalui aset pendidikan dan pelatihan kerja yang 

bersumber dari wakaf, seperti sekolah vokasi, balai latihan kerja, atau 

pusat pengembangan keterampilan, wakif secara aktif berkontribusi 

pada peningkatan kualitas SDM. Lembaga-lembaga ini membekali 

masyarakat dengan keahlian yang relevan sesuai kebutuhan pasar, 

sehingga lulusan siap kerja dan mampu bersaing secara profesional. 

Keberadaan fasilitas pelatihan dari wakaf membantu mengatasi 

persoalan mismatch antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. 

Ketiga, pengelolaan aset wakaf secara profesional membuka 

peluang kerja baru di bidang manajemen, akuntansi syariah, 

pemasaran, pertanian, peternakan, hingga industri kreatif. Setiap 
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proses pengelolaan, distribusi manfaat, hingga pelaporan aset wakaf 

membutuhkan tenaga ahli dan administratif, sehingga memperkaya 

ragam profesi serta meningkatkan daya serap tenaga kerja, terutama 

bagi lulusan perguruan tinggi Islam maupun umum. 

Keempat, dampak domino dari aktivitas ekonomi wakaf 

produktif mendorong pertumbuhan usaha-usaha pendukung, seperti 

jasa logistik, perdagangan lokal, dan layanan keuangan syariah. 

Sinergi antara pengelolaan aset wakaf dan aktivitas ekonomi sekitar 

memunculkan ekosistem bisnis yang dinamis, ramah tenaga kerja, 

dan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis 

filantropi. 

Kelima, fungsi strategis lain, wakif turut memberikan contoh 

praktik etika kerja Islami yang berkeadilan. Dalam usaha yang 

dibiayai dari hasil wakaf, diterapkan prinsip kejujuran, akuntabilitas, 

dan kepedulian sosial sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat 

dan harmonis. Praktik pemberian upah layak, perlakuan adil tanpa 

diskriminasi, serta perlindungan hak pekerja menjadi nilai tambah 

yang membedakan ekosistem pekerjaan berbasis wakaf dengan 

sistem konvensional. 

Keenam, wakif melalui perannya sebagai pengawas dan 

penyambung jejaring, memastikan agar hasil usaha yang dikelola dari 

aset wakaf terus berkembang dan selalu adaptif terhadap perubahan 

zaman. Wakif dapat mendorong inovasi model bisnis, memperluas 

kolaborasi dengan sektor swasta, atau mendorong digitalisasi 

pengelolaan usaha, sehingga peluang kerja modern tetap terbuka 

dan dapat diakses oleh generasi muda. 

Implikasi strategis dari peran wakif dalam penciptaan 

kesejahteraan pekerjaan adalah terciptanya peluang kerja yang luas, 

berdaya saing, serta berlandaskan etika spiritual. Melalui aset wakaf 

yang dikelola produktif, wakif tidak hanya mengurangi angka 

pengangguran, tetapi juga membangun ekosistem kerja yang adil, 

inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat basis ekonomi 

masyarakat dan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi berbasis 

nilai-nilai Islam. 
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6.7 Studi Kasus Wakif Sukses dalam Penciptaan 

Kesejahteraan  

Studi kasus wakif sukses dalam penciptaan kesejahteraan di 

Indonesia telah membuktikan bahwa pemberdayaan aset wakaf 

dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Salah satu 

fakta kasus sukses adalah program wakaf produktif oleh Dompet 

Dhuafa di Kabupaten Cirebon (Wahyuningsih et al., 2025). Melalui 

pengelolaan wakaf di sektor pertanian dan peternakan, Dompet 

Dhuafa memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nazir dan 

masyarakat, sehingga hasilnya mampu meningkatkan pendapatan 

dan menyejahterakan petani setempat. Program ini tidak hanya 

menciptakan sumber penghasilan baru, tetapi juga memberikan 

peluang usaha bagi keluarga kurang mampu. 

Fakta kedua terlihat dari pengelolaan tanah wakaf produktif di 

bawah Lazismu Cabang Wangon, Banyumas (Saepudin & Utami, 

2023). Tanah wakaf tersebut dikembangkan menjadi kebun jeruk 

yang dikelola oleh petani lokal. Hasilnya, para petani kurang mampu 

mendapat manfaat secara ekonomi; mereka memperoleh 

pendapatan dari penjualan jeruk, serta dapat menanam tanaman 

tumpang sari untuk menambah penghasilan. Inisiatif ini datang dari 

kolaborasi strategis antara wakif, nazir, dan lembaga sosial, menjadi 

contoh pemberdayaan produktif berbasis wakaf yang langsung 

dirasakan masyarakat. 

Fakta ketiga adalah pengelolaan wakaf uang di Masjid Al-

Musyawarah, Kota Jambi (Yani et al., 2024). Wakif 

menyumbangkan dana tunai yang kemudian dikelola secara 

profesional oleh pengurus masjid. Dana tersebut dialokasikan 

sebagian untuk pendidikan anak yatim piatu, dan sebagian lagi untuk 

membantu fakir miskin. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel 

memastikan manfaat wakaf uang ini terdistribusi tepat sasaran serta 

mendukung perbaikan kesejahteraan sosial dan ekonomi jamaah 

maupun warga sekitar. 

Fakta keempat ditemukan pada pengelolaan aset wakaf oleh 

Yayasan Ar-Risalah dan Persyarikatan Muhammadiyah (Afisna et al., 
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2023). Di sini, tanah wakaf dikembangkan menjadi perkebunan 

sawit, pisang, dan kelapa, serta penyewaan toko dan rumah. Hasil 

dari pengelolaan ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan 

sosial, pendidikan, serta pemberian modal usaha kecil untuk 

masyarakat. Melalui pemanfaatan aset wakaf menjadi unit usaha 

produktif ini, kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar meningkat, 

dan banyak keluarga memperoleh akses pekerjaan baru serta 

bantuan sosial yang berkelanjutan. 

Keberhasilan program-program tersebut menunjukkan bahwa 

kreatifitas, pengelolaan yang profesional, serta sinergi antara wakif, 

nazir, dan masyarakat adalah kunci utama suksesnya penciptaan 

kesejahteraan berbasis wakaf. Para wakif tidak hanya menyerahkan 

aset, tapi ikut berperan aktif dalam merancang peruntukan, 

memantau pelaksanaan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi 

mikro di komunitas. Pelibatan masyarakat penerima manfaat serta 

transparansi dalam pelaporan juga menjadi pondasi penting bagi 

keberlanjutan dampak positif wakaf terhadap kesejahteraan. 

Keempat fakta ini menegaskan bahwa model wakaf produktif 

mampu mengembangkan aset tidak hanya bagi keperluan ibadah, 

tapi juga mendorong transformasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, 

dan pemberdayaan sosial. Dengan pendekatan inovatif dan 

partisipatif, wakaf sukses menjadi instrumen strategis dalam 

memperkecil kesenjangan sosial—mewujudkan masyarakat madani 

yang mandiri serta sejahtera secara berkelanjutan. 

Implikasi strategis dari studi kasus-kasus tersebut adalah bahwa 

peran aktif wakif dibutuhkan tidak hanya sebagai donatur, tetapi 

juga sebagai penggerak perubahan sosial dan ekonomi. Ketika wakaf 

dikelola secara produktif, profesional, dan inovatif, manfaatnya 

mampu menjangkau lebih luas, menanamkan kultur kolaborasi, 

sekaligus membuktikan bahwa aset wakaf dapat menjadi solusi 

konkret bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai 

bidang 
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Bab 7 
Tantangan dan Masalah 

Pokok Wakif di Indonesia 
 

7.1 Pemahaman dan Literasi yang Rendah 

PEMAHAMAN dan literasi yang rendah tentang wakaf masih 

menjadi tantangan besar dalam mengembangkan potensi wakaf di 

Indonesia. Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2020 

menunjukkan bahwa skor indeks literasi wakaf nasional baru 

mencapai 50,48, yang dikategorikan rendah dan jauh tertinggal 

dibandingkan dengan literasi zakat yang mencapai angka 66,78 (BWI 

& Kemenag, 2020). Rendahnya pemahaman ini menyebabkan 

masyarakat banyak yang belum mengetahui secara jelas konsep, 

hukum, rukun, dan bentuk wakaf yang beragam. Mayoritas 

masyarakat lebih akrab dengan wakaf tradisional seperti masjid, 

madrasah, atau makam (3M), dan belum memahami potensi wakaf 

produktif maupun bentuk wakaf benda bergerak seperti uang, 

saham, ataupun aset digital (Soraya & Zulfikar, 2023). 

Salah satu dampak langsung dari rendahnya literasi tersebut 

adalah pemanfaatan dan penghimpunan aset wakaf yang jauh dari 
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potensi maksimal. Banyak masyarakat beranggapan bahwa hanya 

orang kaya yang dapat berwakaf, sementara padahal setiap muslim 

yang memiliki harta, dalam jumlah kecil pun, dapat ikut 

berpartisipasi dalam wakaf—bahkan non-muslim pun diperbolehkan 

menurut ketentuan tertentu. Persepsi yang sempit terhadap objek 

dan pelaku wakaf ini diperparah oleh minimnya sosialisasi yang 

efektif dari otoritas keagamaan maupun lembaga wakaf kepada 

masyarakat umum (Fauzi et al., 2024). 

Selain itu, rendahnya pemahaman dan literasi wakaf juga 

menyebabkan pengelolaan wakaf berjalan kurang profesional dan 

tidak optimal. Banyak nazir atau pengelola wakaf yang menjalankan 

tugas secara konvensional, bahkan konservatif, sehingga fungsi wakaf 

hanya sebatas menjaga aset bukan memberdayakan dan 

mengembangkan nilai manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat 

(Mohd Sharif et al., 2023). Praktik pengelolaan yang tidak inovatif 

ini tidak hanya membatasi realisasi potensi ekonomi dan sosial 

wakaf, tetapi juga turut menyumbang pada munculnya berbagai 

sengketa dan permasalahan hukum di kemudian hari. 

Keterbatasan edukasi serta buruknya distribusi informasi 

mengenai prinsip, manfaat, serta tata kelola wakaf juga menjadi akar 

persoalan rendahnya literasi. Kurikulum pendidikan formal 

umumnya belum mengintegrasikan secara memadai materi tentang 

wakaf, sementara media massa pun lebih banyak menyoroti zakat, 

infak, dan sedekah (ZIS) dibandingkan wakaf (Akbar & Kassim, 

2023). Hal ini semakin menegaskan perlunya upaya edukasi 

sistematis, baik melalui sektor pendidikan, dakwah, maupun 

pemanfaatan media digital yang efektif agar masyarakat memiliki 

pengetahuan yang utuh tentang mekanisme dan keutamaan wakaf. 

Konsekuensi lain dari rendahnya literasi wakaf adalah tidak 

optimalnya pengelolaan registrasi dan legalitas aset. Banyak aset 

wakaf tidak memiliki sertifikat resmi sehingga rawan terjadi sengketa, 

baik antar ahli waris maupun dengan pihak luar (Abbasi, 2012). 

Masalah administrasi juga ditambah dengan kurangnya inovasi 

digital pada pencatatan dan promosi program wakaf, padahal 

keberadaan platform digital dapat memperluas jangkauan edukasi 
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maupun penghimpunan aset wakaf secara modern (Rahayu & 

Mustafidah, 2023). 

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi edukasi 

antara pemerintah, otoritas wakaf, lembaga zakat, dan media massa, 

termasuk pemanfaatan teknologi digital dan inovasi platform daring 

sebagai alat edukasi dan transparansi (Rashid, 2018). Tanpa 

perbaikan literasi, potensi besar wakaf yang bisa menopang berbagai 

aspek kesejahteraan masyarakat akan terus belum tergarap maksimal. 

Penguatan literasi wakaf bukan hanya soal meningkatkan 

pemahaman individual, tapi juga tentang membangun budaya 

partisipasi, tata kelola yang profesional, serta kesiapan menghadapi 

tantangan era digital dalam penghimpunan dan pengelolaan aset 

wakaf di Indonesia. 

7.2 Ketidakjelasan Motivasi dan Tujuan 

Ketidakjelasan motivasi dan tujuan wakif merupakan salah satu 

tantangan mendasar dalam perkembangan wakaf di Indonesia. 

Banyak kasus menunjukkan bahwa wakif melaksanakan wakaf tanpa 

pondasi motivasi yang kuat dan tujuan yang jelas, sehingga 

dampaknya tidak optimal bagi kesejahteraan umat maupun 

pengembangan sosial-ekonomi masyarakat. Pada umumnya, 

motivasi wakif cenderung hanya mengikuti tradisi atau sekadar ingin 

memperoleh pahala tanpa memahami urgensi strategis, nilai 

produktif, atau peran wakaf sebagai instrumen pemberdayaan yang 

berkelanjutan (Rahmah, 2022). Hal tersebut menyebabkan aset 

wakaf banyak yang hanya dikhususkan untuk fungsi-fungsi 

konservatif seperti pembangunan masjid atau makam, dan kurang 

diarahkan pada solusi konkret pemberdayaan umat. 

Ketidakjelasan motivasi ini diperparah oleh rendahnya literasi 

dan pemahaman wakif mengenai konsep serta manfaat luas wakaf. 

Sebagian besar masyarakat belum memahami perbedaan mendasar 

antara sedekah, infak, dan wakaf, apalagi dalam menentukan tujuan 

spesifik yang akan dicapai dengan harta yang diwakafkan. Banyak 

wakif tidak menyebutkan secara tegas kepada siapa dan untuk apa 

wakaf itu diperuntukkan. Bahkan, menurut beberapa madzhab, 
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wakaf menjadi tidak sah jika tidak jelas peruntukannya, sehingga 

harta berisiko tidak termanfaatkan secara optimal atau berpindah 

fungsi dari tujuan awal (Fauzia et al., 2016). 

Selain itu, motivasi yang tidak jelas seringkali berujung pada 

pengelolaan yang juga tidak terarah. Nazir sebagai pengelola aset 

wakaf kerap kebingungan dalam menentukan prioritas penggunaan 

hasil wakaf, sehingga manfaatnya hanya sebatas pemeliharaan fisik 

tanpa inovasi untuk pengembangan ekonomi ataupun pendidikan. 

Akibatnya, banyak aset wakaf terbengkalai, tidak bernilai tambah, 

atau malah menjadi sumber konflik di masyarakat. Fenomena ini 

menghambat potensi besar wakaf yang seharusnya bisa menjadi 

fondasi pembiayaan sosial dan pembangunan nasional secara inklusif 

(Rispan & Nasution, 2025). 

Dampak dari ketidakjelasan motivasi dan tujuan ini juga 

terlihat pada rendahnya partisipasi dan antusiasme masyarakat, 

khususnya generasi muda, untuk berwakaf secara produktif. Sikap 

apatis bisa muncul akibat kurangnya sosialisasi tentang pentingnya 

memilih tujuan wakaf yang relevan dengan kebutuhan zaman, 

seperti pendirian sekolah, klinik, modal usaha produktif, atau 

pemberdayaan petani dan pelaku ekonomi lemah. Selain itu, belum 

optimalnya peraturan serta kurang sosialisasinya kebijakan wakaf di 

tingkat lokal dan nasional turut memberi ruang pada sikap pragmatis 

yang enggan merumuskan tujuan secara visioner (Badan Wakaf 

Indonesia, 2018). 

Ketidakjelasan motivasi dan tujuan juga menjadi salah satu 

pemicu berkembangnya sengketa ataupun klaim ulang dari ahli 

waris, terutama jika tidak ada kejelasan dalam akta ikrar wakaf. 

Konflik seperti penarikan kembali tanah wakaf oleh keluarga wakif, 

aset yang digugat karena tidak jelas penerima manfaatnya, hingga 

penyalahgunaan oleh nazir, kerap muncul karena tidak adanya 

kejelasan sejak awal dalam dokumen atau perumusan tujuan (Kasdi, 

2021). Akibatnya, nilai abadi dan manfaat sosial wakaf berpotensi 

hilang atau menjadi sumber masalah baru di kemudian hari. 

Menghadapi situasi tersebut, diperlukan perbaikan budaya 

perumusan motivasi dan tujuan wakaf yang lebih visioner dan 
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strategis. Wakif disarankan merumuskan niat serta tujuan wakaf 

secara spesifik dan legal, dengan mempertimbangkan kebutuhan 

masyarakat jangka panjang dan peluang pemberdayaan yang 

terukur. Dukungan edukasi, sosialisasi, serta sistem legal yang 

memadai menjadi instrumen penting agar motivasi dan tujuan wakif 

berkembang tidak hanya secara spiritual, tetapi juga sosial-ekonomi. 

Dengan demikian, wakaf akan benar-benar bertransformasi menjadi 

fondasi kesejahteraan umat di Indonesia secara inklusif dan 

berkelanjutan. 

7.3 Minimnya Pengetahuan Syarat dan Rukun 

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai syarat dan 

rukun wakaf di Indonesia masih menjadi salah satu hambatan 

terbesar dalam perkembangan perwakafan nasional. Banyak 

masyarakat termasuk calon wakif dan ahli warisnya yang belum 

memahami dengan baik unsur-unsur pokok serta ketentuan yang 

melegitimasi keabsahan sebuah praktik wakaf (Muntaqo, 2015). 

Seringkali, mereka hanya mengenal istilah wakaf secara umum 

sebagai amal kebajikan atau penyerahan tanah untuk tempat ibadah, 

namun belum mengetahui secara rinci mekanisme syariat dan hukum 

formal yang harus dipenuhi agar wakaf sah menurut agama dan 

negara. 

Secara fikih Islam, terdapat empat rukun utama dalam wakaf: 

waqif (pemberi wakaf), mauquf bih (harta yang diwakafkan), 

mauquf alaih (penerima manfaat wakaf), dan sighat 

(ikrar/pernyataan wakaf). Setiap rukun memiliki syarat-syarat yang 

mendetail, misalnya wakif harus baligh, berakal sehat, merdeka, dan 

memiliki hak penuh atas harta yang diwakafkan. Namun, dalam 

praktik di lapangan, pemahaman masyarakat terhadap rukun dan 

syarat ini masih sangat terbatas. Contohnya, tidak semua wakif 

memahami bahwa tanah atau harta yang diwakafkan harus 

merupakan milik mutlaknya tanpa sengketa dan pemilikan tersebut 

dibuktikan secara legal. 

Minimnya pengetahuan juga terlihat pada pelaksanaan ikrar 

wakaf. Banyak masyarakat termasuk calon wakif yang melaksanakan 
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wakaf hanya secara lisan atau melalui sistem kepercayaan tanpa 

disertai prosedur resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf (PPAIW) (Noviana et al., 2022). Proses formal seperti 

pembuatan akta ikrar wakaf dan pencatatan di lembaga negara 

sering diabaikan, sehingga rawan menimbulkan sengketa di 

kemudian hari. Hal ini juga berdampak pada status hukum aset wakaf 

yang tidak kuat, sehingga mudah disengketakan baik oleh ahli waris 

maupun pihak luar. 

Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari otoritas terkait juga 

memperparah situasi. Banyak pengelola wakaf (nazir)yang 

sebetulnya belum memahami tugas, wewenang, dan syarat formal 

sebagai nazir, serta sering mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola 

dan pemberdayaan wakaf (Yumarni et al., 2020). Implikasinya, aset 

wakaf justru tidak berkembang, bahkan bisa dialihkan, 

diperjualbelikan, atau diwariskan secara turun-temurun secara 

informal, padahal secara hukum wakaf, hal tersebut tidak 

diperbolehkan. 

Rendahnya pengetahuan tentang syarat dan rukun wakaf juga 

menyebabkan masyarakat cenderung membatasi wakaf hanya untuk 

bentuk-bentuk konvensional seperti tanah dan bangunan masjid 

(wakaf konsumtif), belum berkembang ke jenis-jenis baru seperti 

wakaf uang, saham, atau aset bergerak lainnya yang sebenarnya 

diakomodasi undang-undang (Rusydiana & Mi’raj, 2022). Padahal 

peningkatan literasi wakaf sangat penting agar aset wakaf yang 

dihasilkan bisa lebih bervariasi, memberikan manfaat ekonomi yang 

lebih luas, dan dikelola secara profesional sesuai kebutuhan zaman. 

Akhirnya, minimnya pemahaman syarat dan rukun wakaf 

menyebabkan tujuan mulia dari wakaf—baik spiritual, sosial, 

maupun ekonomi—tidak optimal tercapai. Tanpa pemenuhan unsur 

rukun dan syarat dengan baik, wakaf bisa batal atau menjadi sumber 

sengketa, sehingga kebermanfaatan wakaf bagi masyarakat luas tidak 

terwujud. Untuk itu, penguatan literasi, sosialisasi intensif, dan 

pembinaan kepada calon wakif serta nazir menjadi hal yang urgent 

demi membangun ekosistem wakaf yang produktif dan terpercaya 
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7.4 Prosedur dan Legalitas yang Kurang 

Dipahami 

Kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan legalitas wakaf 

masih menjadi masalah utama dalam pengembangan wakaf di 

Indonesia. Banyak masyarakat, termasuk calon wakif dan nazir, 

kerap melaksanakan wakaf hanya sebatas tradisi lisan atau 

kepercayaan tanpa memahami tata hukum dan administratif yang 

benar. Padahal, prosedur formal sangat penting karena menyangkut 

perlindungan objek wakaf dari sengketa di masa depan serta 

memastikan pengelolaannya berjalan sesuai amanat syariah dan 

hukum negara. 

Secara prosedural, wakif diwajibkan membawa dokumen 

lengkap seperti sertifikat atau bukti kepemilikan sah atas aset, surat 

keterangan bebas sengketa, serta identitas diri ke Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), biasanya kepala kantor urusan agama 

setempat. Di hadapan PPAIW, wakif mengikrarkan wakaf secara 

tertulis atau lisan di hadapan minimal dua saksi dewasa dan berakal 

sehat. Selanjutnya, PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan 

mendistribusikannya ke berbagai pihak terkait, termasuk Kantor 

Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, dan Badan Wakaf 

Indonesia sebagai bentuk pengakuan resmi. 

Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 

dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 telah menyediakan 

garis besar prosedur dan legalitas wakaf, pelaksanaannya kerap tidak 

berjalan optimal. Banyak aset wakaf, terutama tanah, yang belum 

disertifikasi sesuai ketentuan. Ketiadaan sertifikat wakaf 

menyebabkan status tanah rentan diklaim ulang oleh ahli waris atau 

pihak luar, bahkan menjadi objek sengketa yang berlarut-larut. Hal 

ini menunjukan perlunya legalitas formal berupa sertifikat tanah 

wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperkuat 

posisi hukum aset wakaf. 

Tantangan lainnya adalah kerumitan prosedur administrasi dan 

biaya yang dianggap tinggi, sehingga masyarakat enggan atau 

menunda pengurusan dokumen legal wakaf (Muntaqo, 2015). 
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Ditambah dengan kurangnya sosialisasi, keterbatasan SDM kompeten 

di level desa atau kelurahan, dan sebagian nazir yang belum 

memahami pentingnya legalitas, menyebabkan banyak kasus 

pencatatan yang tertunda atau proses tidak dilanjutkan hingga terbit 

sertifikat resmi. Masalah birokrasi ini juga membuat proses 

pendataan dan pelaporan wakaf kepada instansi terkait menjadi 

lemah dan kurang transparan. 

Kurangnya pemahaman tentang keharusan aspek legal ini juga 

diperparah oleh persepsi keagamaan yang masih dominan: banyak 

pihak berasumsi bahwa ucapan dan niat semata sudah cukup untuk 

sahnya wakaf menurut syariat. Di era sekarang, aspek kepercayaan 

harus diimbangi aspek legal agar aset wakaf benar-benar memiliki 

kekuatan hukum yang tidak bisa digugat oleh siapapun, sekaligus 

dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat (R. 

Hasan et al., 2017). Hanya dengan prosedur yang ditempuh secara 

benar menurut undang-undang, status wakaf dapat bersifat 

permanen dan bermanfaat jangka panjang. 

Akhirnya, untuk mengatasi masalah minimnya pemahaman 

prosedur dan legalitas wakaf, diperlukan edukasi sistematis dari 

pemerintah, otoritas wakaf, dan lembaga keagamaan kepada 

masyarakat dan para pengelola. Meningkatkan literasi wakaf tidak 

cukup hanya pada aspek spiritual, tetapi harus menyentuh aspek 

formal hukum; mulai dari pentingnya pembuatan AIW, kewajiban 

pendaftaran ke BPN, hingga pengawasan dari Badan Wakaf 

Indonesia. Proses yang benar dan legal inilah yang akan menjamin 

keberlanjutan dan kebermanfaatan aset wakaf bagi generasi sekarang 

dan mendatang 

7.5 Lemahnya Kesadaran Hak dan Fungsi Wakif 

Lemahnya kesadaran hak dan fungsi wakif merupakan salah 

satu masalah pokok yang menghambat optimalisasi potensi wakaf di 

Indonesia. Banyak calon wakif maupun masyarakat umum masih 

memandang wakaf sebatas amal kebajikan tradisional, tanpa 

memahami lebih jauh tentang hak-hak yang dapat diperjuangkan 

maupun fungsi strategis yang seharusnya dijalankan sebagai bagian 
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dari sistem filantropi Islam. Kondisi ini menyebabkan peran wakif 

sering tidak berkembang secara proaktif, bahkan cenderung pasif 

hanya sebagai “penyerah harta”, tanpa keterlibatan dalam 

pengawasan atau advokasi peruntukan aset wakaf. 

Salah satu akar permasalahan adalah minimnya sosialisasi dan 

edukasi terkait hak-hak wakif, seperti hak menentukan tujuan wakaf, 

hak memilih nazir, hak menerima laporan pengelolaan, hingga hak 

mengajukan keberatan jika terjadi penyimpangan oleh nazir. Banyak 

wakif tidak tahu bahwa hak-hak ini dijamin oleh Undang-Undang 

No. 41 Tahun 2004, sehingga sikap mereka terhadap pengelolaan 

aset cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lain tanpa 

kontrol atau evaluasi—padahal partisipasi ini justru diperlukan untuk 

memastikan manfaat wakaf sesuai amanat awal (Badan Wakaf 

Indonesia, 2019). 

Kurangnya kesadaran hak dan fungsi juga berdampak pada 

lemahnya posisi tawar wakif dalam menghadapi berbagai 

permasalahan, seperti kasus penyalahgunaan aset, pengalihan yang 

tidak sesuai ikrar, atau masalah administratif. Wakif yang tidak 

memahami bahwasanya mereka punya hak untuk mengajukan 

koreksi atau menuntut transparansi, seringkali diam saat aset wakaf 

tidak digunakan optimal atau terjadi penyimpangan. Imbasnya, 

banyak program wakaf yang kehilangan efektivitas dan akuntabilitas, 

karena fungsi pengawasan oleh pihak wakif tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Selain itu, lemahnya kesadaran akan fungsi strategis juga 

menyebabkan peran sosial wakif tidak berkembang. Seharusnya, 

fungsi wakif bukan sekedar penghibah, melainkan juga sebagai agen 

perubahan yang mendorong inovasi, pemberdayaan masyarakat, 

serta pengembangan aset secara profesional. Kurangnya pemahaman 

ini membuat potensi wakaf untuk pemberdayaan ekonomi, 

penciptaan lapangan kerja, maupun dukungan pendidikan dan 

kesehatan belum terwujud secara optimal, terutama di tingkat lokal 

dan pedesaan. 

Upaya singkat yang perlu dilakukan untuk menguatkan peran 

strategis wakif adalah dengan meningkatkan literasi dan edukasi 
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wakaf melalui sosialisasi yang mudah dipahami, khususnya di tingkat 

lokal dan pedesaan. Program pelatihan mengenai tata kelola wakaf 

yang profesional, model pemanfaatan aset wakaf, serta kisah sukses 

inovasi pengelolaan wakaf harus digencarkan oleh pemerintah, 

lembaga wakaf, dan ormas Islam. Selain itu, diperlukan kolaborasi 

dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama agar pesan tentang 

peran wakif sebagai agen perubahan ekonomi, pendidikan, dan 

kesehatan semakin tersampaikan. Pendampingan teknis bagi calon 

wakif, digitalisasi layanan wakaf, serta pembuatan modul sederhana 

kewirausahaan berbasis wakaf bisa secara langsung meningkatkan 

partisipasi serta memperkuat dampak sosial dan ekonomi wakaf di 

masyarakat. 

Persepsi sempit terhadap fungsi sosial wakaf cenderung 

mematikan inisiatif kolaborasi antara wakif dengan nazir maupun 

pemerintah daerah (Syarief, 2021). Wakif sering merasa tugasnya 

selesai setelah aset diserahterimakan, tanpa keinginan untuk terlibat 

dalam perencanaan, monitoring, atau advokasi program 

berkelanjutan. Padahal, kolaborasi dan keberlanjutan aksi sangat 

dibutuhkan agar manfaat wakaf berkembang responsif terhadap 

tantangan sosial-ekonomi kontemporer. 

Akhirnya, lemahnya kesadaran hak dan fungsi ini turut 

memperbesar peluang terjadinya sengketa, penyalahgunaan, serta 

ketidakberlanjutan aset wakaf. Untuk mengatasinya, dibutuhkan 

upaya sistematis dari pemerintah, otoritas wakaf, lembaga 

pendidikan, dan media massa guna meningkatkan literasi hak dan 

fungsi wakif. Kesadaran kolektif tentang pentingnya partisipasi aktif, 

kontrol sosial, serta pemberdayaan dalam setiap tahap wakaf sangat 

esensial agar wakaf menjadi instrumen strategis yang efektif, 

transparan, dan berkelanjutan dalam pembangunan kesejahteraan 

masyarakat. 

7.6 Praktik Partisipasi dalam Penentuan Nazir 

dan Peruntukan 

Praktik partisipasi wakif dalam penentuan nazir dan 

peruntukan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai 
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tantangan struktural, kultural, dan teknis yang memengaruhi 

efektivitas pengelolaan serta optimalisasi manfaat wakaf. Secara 

ideal, wakif memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang 

menjadi nazir serta untuk apa harta wakaf diperuntukkan. Hak ini 

telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf, namun implementasinya di lapangan kerap belum berjalan 

konsisten karena rendahnya literasi, minimnya regulasi terstruktur, 

dan lemahnya sistem pengawasan. 

Pada tahap penentuan nazir, partisipasi wakif tercermin dalam 

proses pemilihan individu, kelompok, atau lembaga sebagai nazir 

yang dinilai amanah, profesional, dan mampu mengelola aset wakaf 

secara optimal. Namun, masih banyak terjadi penunjukan nazir 

secara informal atau hanya berdasarkan relasi personal, tanpa 

verifikasi kapasitas dan profesionalisme. Akibatnya, banyak aset 

wakaf yang tidak berkembang karena nazir tidak memiliki pelatihan, 

sertifikasi, atau pengalaman memadai dalam tata kelola aset 

produktif. Selain itu, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian 

nazir belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, sehingga kadang 

sulit melakukan evaluasi atau pergantian bila performa nazir dinilai 

kurang maksimal. 

Dalam aspek penetapan peruntukan, wakif pada prinsipnya 

berwenang menentukan secara rinci tujuan harta wakaf—misalnya 

untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, atau 

kesejahteraan sosial. Peruntukan harus dinyatakan secara tegas dalam 

ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), 

dan menjadi acuan nazir dalam pengelolaan serta pengembangan 

harta benda wakaf. Namun, dalam praktiknya masih banyak wakaf 

yang peruntukannya tidak jelas, terlalu umum, atau bahkan tidak 

disebutkan secara spesifik. Hal ini membuat nazir sering kebingungan 

menentukan prioritas penggunaan hasil wakaf, dan aset menjadi 

kurang produktif secara sosial maupun ekonomi. 

Tantangan lain adalah masih lemahnya edukasi dan 

keterlibatan publik dalam proses sosialisasi penentuan nazir dan 

peruntukan. Banyak calon wakif dan masyarakat kurang memahami 

pentingnya memilih nazir yang kompeten atau merumuskan 
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peruntukan secara spesifik dan terukur. Kurangnya partisipasi aktif 

wakif menyebabkan pengelolaan aset lebih bersifat konservatif dan 

seringkali hanya untuk fungsi konsumtif tradisional—seperti masjid 

atau makam—tanpa inovasi untuk pemberdayaan atau 

pengembangan wakaf produktif. Akibatnya, potensi besar wakaf 

untuk mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteraan belum benar-benar terwujud. 

Secara kelembagaan, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

sangat sentral dalam pembinaan, pembaruan, serta pemberdayaan 

nazir. BWI juga memiliki wewenang melakukan pengawasan, 

memberi persetujuan perubahan peruntukan, serta intervensi 

terhadap penggantian nazir jika terjadi penyimpangan atau 

ketidakmampuan pengelolaan. Namun, proses pembinaan dari BWI 

masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan 

belum optimalnya integrasi kelembagaan di tingkat daerah. Hal ini 

menyebabkan tidak semua nazir terakses program pemberdayaan 

atau capacity building secara rutin. 

Pada akhirnya, memperkuat praktik partisipasi wakif dalam 

penentuan nazir dan peruntukan memerlukan upaya bersama antara 

pemerintah, BWI, lembaga keagamaan, serta masyarakat luas. 

Edukasi dan pelatihan calon wakif mengenai hak, kewajiban, serta 

pentingnya perencanaan peruntukan dan pemilihan nazir yang 

profesional harus ditingkatkan melalui berbagai kanal. Selain itu, 

penguatan regulasi, transparansi mekanisme pengangkatan nazir, dan 

pengawasan pelaporan wajib dikembangkan agar partisipasi wakif 

tidak sebatas formalitas, melainkan nyata menjadi pondasi 

pengelolaan wakaf yang akuntabel dan produktif, serta membawa 

manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat luas. 

7.7 Adaptasi Wakif terhadap Era Digital, Fintech, 

dan Wakaf Modern 

Adaptasi wakif terhadap era digital, fintech, dan wakaf modern 

di Indonesia menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam 

optimalisasi praktik perwakafan. Di tengah penetrasi internet yang 

sangat luas, khususnya di kalangan generasi muda, platform digital 
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telah menjadi wadah baru bagi masyarakat untuk berwakaf secara 

lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Keberadaan aplikasi ponsel, 

layanan pembayaran digital, serta website wakaf milik lembaga 

seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompet Dhuafa, dan 

platform inovatif seperti WaqfLink, mengubah pola berwakaf dari 

sekadar tatap muka tradisional menjadi aktivitas daring yang dapat 

diakses kapan saja dan di mana saja. 

Dalam konteks fintech, peran teknologi finansial sangat 

signifikan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf. 

Fintech memberikan kemudahan akses, mempercepat proses 

transaksi, dan menawarkan transparansi pengelolaan yang lebih 

tinggi bagi wakif (Syaiin et al., 2024b). Melalui integrasi sistem 

pembayaran digital, crowdfunding, dan bahkan penggunaan 

teknologi blockchain, publik dapat melihat secara waktu nyata (real-

time) arus pengumpulan serta penggunaan dana wakaf, 

meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam program wakaf produktif. 

Wakaf modern tidak hanya terbatas pada tanah atau 

bangunan, tetapi semakin meluas ke instrumen wakaf uang, saham, 

bahkan aset digital. Digitalisasi memperluas cakupan partisipasi 

karena nominal wakaf bisa sangat fleksibel dan inklusif, mencakup 

berbagai lapisan masyarakat (Iskandar & Sungit, 2023). Banyak 

platform memberikan edukasi, fitur laporan transparan, dan pilihan 

peruntukan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban 

dan milenial, sekaligus menjangkau komunitas Muslim nasional—

bahkan diaspora—dirantai satu ekosistem digital. 

Namun demikian, penerapan inovasi ini tetap menemui 

tantangan penting. Tingkat literasi digital dan keuangan syariah di 

Indonesia masih relatif rendah, khususnya di wilayah pedesaan atau 

bagi kelompok usia tua (Syaiin et al., 2024b). Isu kepercayaan 

terhadap pengelolaan aset melalui platform digital juga menjadi 

hambatan, mengingat transaksi wakaf menyangkut harta berharga 

dan misi sosial-keagamaan jangka panjang. Pengawasan akuntabilitas 

lembaga pengelola serta kejelasan regulasi yang sinkron dengan 
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kebutuhan era digital harus terus diperkuat agar tidak terjadi 

penyelewengan atau kebingungan dalam praktik berwakaf daring. 

Di sisi internal, lembaga wakaf nasional juga tengah berbenah 

melalui digitalisasi prosedur dan integrasi data nasional. BWI, sebagai 

regulator utama, mendorong digitalisasi internal, penguatan 

kapasitas nazir, dan inovasi pengelolaan dana agar pencatatan serta 

pelaporan semakin transparan dan akurat. Kecanggihan Big Data dan 

AI pun mulai dimanfaatkan untuk perencanaan investasi syariah dan 

identifikasi kebutuhan masyarakat yang lebih strategis sehingga 

manfaat wakaf bisa tersebar dan teralokasi lebih optimal. 

Kesimpulannya, adaptasi wakif terhadap era digital dan 

perkembangan fintech telah mempercepat reformasi praksis wakaf 

menuju modernisasi dan kolaborasi inklusif di masyarakat. 

Perubahan pola partisipasi, kemudahan akses, serta transparansi 

digital adalah modal penting menuju optimalisasi peran wakaf dalam 

membangun kesejahteraan sosial, ekonomi, dan spiritual Indonesia. 

Namun, perlunya peningkatan literasi, penguatan kepercayaan 

publik, serta sinkronisasi regulasi dan inovasi teknologi tetap menjadi 

tugas kolektif seluruh pemangku kepentingan agar transformasi ini 

benar-benar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan wakaf era 

modern 
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Bab 8 
Menjadi Wakif Cerdas di 

Era Modern 
 

8.1 Strategi Peningkatan Literasi Wakaf 

STRATEGI peningkatan literasi wakaf bagi calon wakif menjadi 

sangat krusial di era modern untuk memastikan setiap individu 

memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang 

memadai dalam berwakaf secara benar serta produktif. Literasi wakaf 

tidak hanya berkaitan dengan aspek syariah dan hukum, tetapi juga 

mencakup pemahaman tentang tata cara administrasi, pemanfaatan 

teknologi digital, serta pentingnya kolaborasi dengan nazir 

profesional. Melalui berbagai upaya edukasi seperti penyuluhan, 

pengembangan konten kreatif, pemanfaatan media sosial, platform 

digital, serta sistem pendampingan, calon wakif didorong untuk lebih 

kritis, cerdas, dan terlibat aktif dalam perwakafan. Penguatan literasi 

ini diharapkan mampu melahirkan generasi wakif yang visioner, 

adaptif terhadap perubahan zaman, dan mampu turut mewujudkan 

kemanfaatan wakaf yang berkelanjutan untuk kebaikan masyarakat 

luas. 
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Upaya yang perlu dilakukan calon wakif meningkatkan strategi 

literasi wakaf menurut Fiqran et al. (2024), Khairani et al. (2023), 

Akbar dan Kassim, (2023), serta BWI dan Kemenag (2020) antara 

lain: 

1. Penyuluhan dan Sosialisasi 

Penyuluhan dan sosialisasi adalah fondasi penting dalam strategi 

peningkatan literasi wakaf, terutama jika calon wakif terlibat aktif 

sebagai peserta maupun pelaksana. Kegiatan penyuluhan 

memberi ruang dialog dan tanya jawab, sehingga masyarakat 

dapat memahami konsep dasar, hukum, dan prosedur wakaf 

secara langsung dari para ahli serta praktisi. Keterlibatan calon 

wakif dalam penyuluhan tidak hanya menguatkan pengetahuan 

mereka, tetapi juga memperluas pengaruh edukasi ke lingkungan 

sekitarnya. 

Aktifnya calon wakif dalam kegiatan sosialisasi mempercepat 

perluasan wawasan dan memperkuat jejaring antar individu yang 

peduli pada wakaf. Melalui diskusi kelompok atau seminar, 

peserta dapat berbagi pengalaman dan solusi praktis terkait 

tantangan berwakaf, baik dari sisi administrasi, regulasi, maupun 

optimalisasi manfaat sosial. Ini akan membangun komunitas yang 

saling mendukung dan menciptakan efek domino penyebaran 

pemahaman wakaf di masyarakat. 

Selain sebagai peserta, calon wakif juga diharapkan menjadi agen 

sosialisasi—misalnya menjadi relawan, narasumber lokal, atau 

pembawa materi di komunitas dan institusi pendidikan. Dengan 

aktif mengambil peran, mereka turut mengedukasi publik tentang 

pentingnya berwakaf secara cerdas dan profesional, serta 

mendorong terciptanya ekosistem perwakafan yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

2. Media Sosial 

Penggunaan media sosial secara aktif oleh calon wakif menjadi 

alternatif efektif dalam mengampanyekan edukasi perwakafan. 

Dengan membagikan konten, cerita inspiratif, atau tips wakaf 

melalui akun pribadi atau komunitas, pesan edukatif bisa 

menyebar cepat dan menjangkau lebih banyak orang, termasuk 

generasi muda yang lekat dengan teknologi. Hal ini berpotensi 
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memviralkan semangat berwakaf dan menumbuhkan tren 

filantropi digital yang positif. 

Calon wakif yang aktif di media sosial dapat memanfaatkan fitur 

interaktif, seperti live streaming, polling, atau diskusi daring, untuk 

memfasilitasi pertanyaan publik mengenai wakaf. Respon yang 

cepat dan dialog yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan 

serta mematahkan mitos atau kebingungan seputar perwakafan, 

sehingga proses edukasi berlangsung dua arah dan lebih aplikatif. 

Selain itu, kolaborasi dengan influencer, tokoh agama, ataupun 

lembaga wakaf dapat dilakukan dengan kampanye hashtag, 

challenge, maupun konten viral. Peran aktif calon wakif dalam 

mengelola dan menyebarkan konten edukatif memperluas 

cakupan literasi, mengoptimalisasi pendekatan personalisasi 

pesan, dan menimbulkan dorongan bagi orang lain untuk terlibat 

dalam dunia perwakafan.  

3. Platform Digital 

Platform digital menyediakan beragam kemudahan bagi calon 

wakif yang ingin terlibat dalam kampanye edukasi perwakafan. 

Melalui aplikasi atau website edukasi, calon wakif bisa 

berpartisipasi sebagai narasumber webinar, admin forum diskusi, 

hingga kontributor artikel wakaf. Keterlibatan aktif ini 

memperkaya materi literasi, menambah referensi aktual, dan 

membangun komunitas digital yang solid. 

Dengan adanya fitur interaktif seperti chat bot, forum tanya 

jawab, dan dashboard transparansi, calon wakif dapat membantu 

pengguna lain menemukan informasi yang akurat dan 

menyelesaikan kendala seputar prosedur dan regulasi wakaf. 

Fungsi peer-to-peer learning juga tercipta, di mana sesama calon 

wakif saling membimbing melalui platform yang sama, sehingga 

transfer pengetahuan terjadi secara inklusif. 

Integrasi antara platform digital dan layanan keuangan syariah, 

lembaga sosial, dan pemerintah, memungkinkan calon wakif yang 

aktif untuk berkontribusi dalam pengembangan fitur, kurasi 

konten, serta peningkatan user experience. Peran aktif ini sangat 

strategis untuk mempercepat digitalisasi perwakafan sekaligus 

menjawab kebutuhan pendidikan wakaf yang adaptif dengan 

perkembangan zaman. 
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4. Penciptaan Konten Kreatif 

Aktivitas kreatif dalam penciptaan konten sangat penting agar 

pesan edukasi wakaf dapat diterima secara luas dan menarik. 

Calon wakif yang aktif menciptakan video pendek, animasi, 

infografis, maupun artikel ringan dengan gaya kekinian akan 

memudahkan masyarakat memahami konsep serta manfaat 

wakaf. Konten yang menarik dan mudah dipahami membantu 

menurunkan resistensi terhadap isu kompleks dan meningkatkan 

minat belajar. 

Melalui kampanye konten kreatif di berbagai platform digital, 

calon wakif mampu mengemas pesan edukatif yang informatif 

sekaligus menginspirasi. Misalnya, mereka bisa menampilkan kisah 

sukses pemanfaatan wakaf, tutorial langkah-langkah wakaf uang, 

atau testimoni dari penerima manfaat. Variasi format dan 

pendekatan visual akan memperluas jangkauan literasi dan 

meningkatkan engagement audiens. 

Selain memperkuat literasi, penciptaan konten kreatif bisa 

mengajak kolaborasi dengan desainer, videografer, hingga 

komunitas kreator digital, membentuk ekosistem edukasi wakaf 

yang inovatif. Dengan aktif mengedukasi melalui karya, calon 

wakif membuka ruang partisipasi baru dalam perwakafan—

merekrut generasi kreatif untuk bersama mendorong gerakan 

sosial yang berdampak luas. 

5. Literasi Wakaf 

Peningkatan literasi wakaf bukan hanya tugas lembaga, tetapi juga 

dapat didorong dari bawah secara aktif oleh calon wakif dalam 

komunitas masing-masing. Aktif mengadakan diskusi rutin, 

membuat kelompok belajar, atau menjadi narasumber lokal 

membantu memperkuat pemahaman kolektif tentang konsep, 

hukum, serta praktik wakaf produktif. Upaya ini sangat penting 

untuk meminimalisasi miskonsepsi dan praktik yang tidak sesuai 

syariah. 

Calon wakif yang berperan sebagai penggerak literasi bisa 

menggandeng lembaga pendidikan, pesantren, hingga lingkungan 

pekerjaan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan singkat. 

Literasi yang diperluas ke generasi muda membantu menanamkan 
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nilai-nilai filantropi, meningkatkan kepekaan sosial, serta 

menyiapkan kader penggerak perwakafan di masa depan. 

Selain sebagai penyuluh, calon wakif juga sebaiknya berperan aktif 

sebagai fasilitator—menghubungkan masyarakat dengan sumber 

belajar, memastikan akses informasi mudah, dan menyediakan 

dukungan konsultasi. Peran aktif ini akan mempercepat capaian 

pemerataan literasi dan memperkuat ekosistem perwakafan yang 

berbasis ilmu pengetahuan. 

6. Pendampingan 

Pendampingan menjadi kunci dalam memastikan pendidikan 

wakaf tidak hanya bersifat teoretis, tetapi benar-benar diterapkan. 

Calon wakif yang aktif dapat menjadi mentor atau fasilitator 

pendamping bagi masyarakat yang masih awam atau ragu dalam 

berwakaf. Melalui one-on-one guidance, simulasi langsung, atau 

klinik konsultasi, proses belajar menjadi lebih personal dan 

terarah. 

Keberadaan calon wakif dalam struktur pendampingan 

meminimalisasi risiko kekeliruan administratif maupun 

penyimpangan hukum dalam praktik wakaf. Pendamping 

membantu menyiapkan dokumen, memilih nazir, hingga 

memverifikasi legalitas, dan memastikan seluruh proses berjalan 

transparan serta sesuai regulasi. Ini penting terutama bagi 

masyarakat yang kurang akrab dengan prosedur hukum atau 

platform digital. 

Dengan aktifnya calon wakif dalam pendampingan, tercipta 

jaringan support system yang solid, di mana masyarakat merasa 

lebih mudah, aman, dan percaya dalam berwakaf. Pendampingan 

yang efektif juga memunculkan keteladanan dan motivasi bagi 

masyarakat luas, mendorong lebih banyak individu teredukasi dan 

terlibat dalam pembangunan ekosistem wakaf yang berintegritas 

dan berkelanjutan. 
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8.2 Tips Menemukan dan Memilih Nazir 

Profesional 

Menjadi wakif cerdas di era modern menuntut peningkatan 

literasi dan kehati-hatian dalam memilih nazir profesional sebagai 

pengelola wakaf. Transformasi digital dan berkembangnya model 

pengelolaan wakaf terkini menuntut setiap calon wakif memahami 

peran penting nazir dalam memastikan keberlanjutan dan manfaat 

maksimal dari aset wakaf, baik berupa tanah, bangunan, atau wakaf 

uang. Nazir bertugas menjaga amanat, mengembangkan, dan 

menyalurkan manfaat wakaf sesuai dengan tujuan syariah. Oleh 

karena itu, pemilihan nazir yang tepat adalah langkah pertama dan 

utama agar wakaf tidak hanya sekadar niat baik, tapi juga berdampak 

nyata bagi masyarakat luas.  

Nazir adalah pihak yang menerima, mengelola, dan 

menyalurkan manfaat harta wakaf sesuai tujuan yang telah 

ditetapkan wakif. Agar harta wakaf dapat dikelola secara profesional, 

amanah, dan berkelanjutan, kriteria nazir dalam regulasi Indonesia, 

khususnya untuk bentuk organisasi atau badan hukum, mensyaratkan 

bahwa nazir harus berasal dari lembaga yang bergerak di bidang 

sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. 

Kelembagaan ini penting karena lembaga-lembaga tersebut dinilai 

memiliki visi sosial yang kuat, struktur pengelolaan yang jelas, serta 

pengalaman dalam pelayanan masyarakat, sehingga dapat menjamin 

kemanfaatan dan keberlanjutan aset wakaf. 

Selain itu, lembaga yang akan menjadi nazir harus berbadan 

hukum Indonesia yang sah dan terdaftar sesuai peraturan perundang-

undangan. Pengurusnya juga wajib memenuhi seluruh syarat sebagai 

nazir perorangan, seperti beragama Islam, dewasa, amanah, dan 

memiliki kemampuan melakukan tindakan hukum. Dengan 

demikian, hanya lembaga formal dengan reputasi baik dan 

pengelolaan profesional yang dapat diamanahi sebagai nazir, guna 

memitigasi risiko penyalahgunaan, serta memastikan harta wakaf 

memberikan manfaat optimal sesuai amanah wakif dan prinsip 

syariah. 
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Adapun tips yang perlu di lakukan calon wakif menurut  

pendapat Rispan dan Nasution (2025), Baharuddin dan Iman (2018), 

Mohd Sharif et al., (2023) dan Munawar et al., (2022) antara lain:  

1. Pilih nazir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia 

(BWI) sebagai jaminan legalitas dan profesionalisme pengelolaan 

wakaf. 

2. Pastikan nazir memiliki integritas dan amanah, yaitu mampu 

mengelola harta wakaf sesuai syariat dan perundang-undangan 

dengan transparansi keuangan dan pelaporan berkala. 

3. Pilih nazir yang memiliki sertifikasi atau pelatihan 

kompetensi dari lembaga resmi seperti BWI untuk menjamin 

keahlian dan profesionalitasnya. 

4. Pastikan nazir memiliki pengetahuan syariah, hukum wakaf, 

manajemen, keuangan, dan ekonomi Islam agar mampu 

menjalankan fungsi wakaf secara komprehensif dan sesuai aturan. 

5. Pilih nazir yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan aset wakaf 

kepada wakif dan masyarakat penerima manfaat. 

6. Cari nazir yang mengadopsi teknologi digital untuk 

memudahkan pelaporan, monitoring, dan pengembangan aset 

wakaf secara modern. 

7. Pilih nazir berbentuk kelompok, organisasi, atau badan hukum 

sesuai ketentuan agar kerja pengelolaan wakaf lebih profesional 

dan terorganisir. 

8. Pastikan nazir aktif berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga 

keuangan syariah, dan komunitas filantropi untuk memperluas 

jaringan dan inovasi dalam pengelolaan wakaf. 

9. Wakif harus melakukan edukasi dan evaluasi dengan mengkaji 

rekam jejak, program, dan komunikasi langsung dengan nazir 

sebelum memutuskan mewakafkan asetnya 

Nazir adalah pihak yang menerima tanggung jawab penuh 

dalam pengelolaan, pemeliharaan, serta pengembangan aset wakaf 

setelah proses akad atau ikrar wakaf selesai dilakukan oleh wakif. 

Setelah penandatanganan akta ikrar wakaf, seluruh wewenang untuk 

mengatur penggunaan, pemanfaatan, dan pelaporan aset wakaf 

beralih sepenuhnya kepada nazir, baik berbentuk individu maupun 
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lembaga. Nazir wajib menjaga aset yang diwakafkan sesuai dengan 

tujuan dan syarat yang telah disepakati serta bertanggung jawab 

untuk memastikan manfaat wakaf terus berkelanjutan. Dengan 

demikian, keberhasilan pemanfaatan aset wakaf sangat bergantung 

pada profesionalisme dan amanah nazir dalam menjalankan 

perannya. 

Di sisi lain, tugas pokok wakif sesungguhnya hanya sampai 

pada tahap penyerahan harta dan penetapan tujuan wakaf, termasuk 

memilih nazir yang dianggap kredibel dan kompeten. Wakif perlu 

memastikan bahwa nazir yang dipilih mampu menjalankan amanah 

dan mengelola harta wakaf secara tepat sesuai tujuan yang 

diharapkan. Setelah penandatanganan akad dan penetapan 

peruntukan aset, wakif tidak lagi memiliki kewenangan langsung atas 

harta yang diwakafkan, sehingga fokus utama wakif adalah memilih 

dan mengamanahkan harta kepada nazir yang dapat dipercaya. 

Implikasi dari penerapan tips dalam memilih nazir profesional 

tersebut adalah terciptanya sistem pengelolaan wakaf yang lebih 

transparan, terpercaya, dan berkelanjutan di era modern. Dengan 

nazir yang memiliki integritas, kompetensi, serta kemampuan 

mengadopsi teknologi digital, aset wakaf dapat dikelola secara 

optimal sehingga manfaatnya menjangkau lebih banyak masyarakat 

secara efektif dan efisien. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan 

edukasi wakif yang baik akan memperkuat ekosistem wakaf nasional, 

mendorong inovasi, serta meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang mampu 

mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, wakif 

tidak hanya menunjukkan kepedulian sosial, tetapi juga mengambil 

peran strategis dalam memajukan kesejahteraan masyarakat secara 

luas dan berkelanjutan. 

8.3 Kriteria dan Tata Cara Memilih Nazir 

Kriteria dan tata cara memilih nazir, yakni pihak yang 

bertanggung jawab penuh dalam mengelola dan mengembangkan 

aset wakaf. Memilih nazir yang tepat sangat penting demi menjamin 

perlindungan aset wakaf, keberlanjutan manfaat, serta tercapainya 
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tujuan sosial maupun keagamaan yang diharapkan oleh wakif. 

Dengan pemahaman yang baik mengenai syarat dan proses 

pemilihan nazir, calon wakif dapat memastikan bahwa pengelolaan 

wakaf berjalan amanah, transparan, dan profesional sesuai prinsip 

syariat dan ketentuan hukum yang berlaku. 

1. Pentingnya Memilih Nazir Secara Tepat 

Pemilihan nazir (pengelola wakaf) adalah faktor krusial dalam 

memastikan aset wakaf tetap produktif, aman, dan memberikan 

manfaat sesuai tujuan wakif. Nazir merupakan pihak yang secara 

sah, menurut hukum dan syariat, diberi kewenangan penuh dalam 

mengelola, mengembangkan, serta mendistribusikan hasil dari 

aset wakaf setelah akad ikrar wakaf ditandatangani. Oleh karena 

itu, wakif harus menaruh perhatian besar pada kriteria dan proses 

pemilihan nazir untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan 

aset ataupun kegagalan pemanfaatan wakaf dalam jangka 

panjang. 

2. Kualifikasi Legalitas Nazir 

Kualifikasi mendasar bagi seorang nazir, baik perorangan maupun 

lembaga, adalah legalitas yang sah secara hukum. Setiap nazir 

wajib terdaftar secara resmi, misalnya di Badan Wakaf Indonesia 

(BWI), Kantor Urusan Agama (KUA), atau lembaga resmi lain 

yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk 

nazir badan hukum, seperti yayasan atau organisasi sosial-

keagamaan, legalitas harus didukung dokumen pendirian yang 

sah, akta notaris, dan/atau Surat Keputusan Pengesahan 

Kementerian terkait, serta telah tercatat sebagai nazir aktif di BWI. 

Legalitas ini penting untuk memberikan perlindungan hukum, 

kemudahan pengawasan, serta kemudahan akses ke fasilitas 

pendukung pengelolaan wakaf. 

3. Kapabilitas Teknis dan Pengalaman 

Selain aspek legalitas, nazir juga harus memiliki kapabilitas teknis 

yang memadai. Ini berarti nazir memahami seluk-beluk hukum 

wakaf, prinsip dasar pengelolaan aset, administrasi keuangan, 

hingga keterampilan dalam mengelola jenis aset tertentu (misal 

tanah, uang, surat berharga, atau aset digital). Pengalaman 

mengelola aset wakaf atau aset sosial lainnya menjadi nilai 

tambah yang menunjukkan track record dan profesionalitas nazir 
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dalam menjalankan amanah. Wakif disarankan meninjau 

kredensial, pengalaman kerja, maupun referensi atas kiprah nazir 

sebelum memutuskan. 

4. Integritas dan Akuntabilitas Nazir 

Integritas adalah modal utama dalam menjaga kepercayaan 

pengelolaan wakaf. Nazir harus menampilkan kejujuran, amanah, 

dan komitmen tinggi terhadap prinsip syariat maupun tujuan 

sosial wakaf. Hal ini dapat dibuktikan melalui rekam jejak pribadi 

atau institusi, reputasi di masyarakat, serta keterlibatan aktif dalam 

pendidikan agama dan kegiatan sosial. Wakif dapat melakukan 

wawancara, survei masyarakat, atau meminta laporan tertulis dari 

calon nazir sebagai bahan pertimbangan integritas calon nazir 

yang akan dipilih. 

5. Kapasitas Pengelolaan Jenis Aset Wakaf 

Setiap jenis aset wakaf memiliki karakteristik tersendiri yang 

memerlukan penanganan berbeda. Misalnya, wakaf tanah dan 

properti menuntut pemahaman di bidang manajemen pertanahan 

atau properti, sementara wakaf uang dan surat berharga perlu 

keahlian di bidang keuangan syariah. Lembaga yang hendak 

menjadi nazir harus membuktikan bahwa mereka memiliki 

sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pengelolaan yang 

sesuai untuk mengelola aset yang diamanahkan. Penilaian 

kapasitas ini penting untuk memastikan aset wakaf tidak mangkrak 

atau kurang produktif. 

6. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan 

Nazir memiliki kewajiban menjaga transparansi melalui 

pencatatan administrasi yang tertib dan pelaporan berkala kepada 

pihak terkait, termasuk kepada wakif, BWI, dan masyarakat. 

Setiap penggunaan dana, hasil pengelolaan, serta distribusi 

manfaat harus dilaporkan secara rutin dan dapat diakses jika 

diminta. Akuntabilitas ini bertujuan menjaga kepercayaan publik, 

mencegah penyalahgunaan, dan melindungi aset agar manfaatnya 

benar-benar sampai ke penerima manfaat (mauquf ‘alaih) sesuai 

cita-cita wakif. Nazir yang tidak dapat memenuhi transparansi 

seharusnya tidak dipilih agar tidak membahayakan 

kesinambungan dan tujuan utama dari wakaf 
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8.4 Prosedur Administrasi dan Sertifikasi Wakaf 

Dalam era modern, menjadi wakif cerdas tak hanya bermakna 

memberikan aset untuk kemaslahatan umum sesuai syariah, tetapi 

juga memahami dan menempuh prosedur administrasi dan sertifikasi 

wakaf yang benar. Dengan semakin berkembangnya regulasi dan 

digitalisasi, wakif kini dituntut paham tata cara legal agar manfaat 

wakaf terproteksi secara hukum dan optimal untuk masa depan. 

Adapun prosedur yang perlu di lakukan calon wakif 

menjalankan perwakafan di Indonesia menurut Sudirman, (2014), 

Syafiq (2016), Ramadhan (2022) dan Dahlan (2016) sebagai berikut:  

1. Siapkan dokumen pendukung, seperti bukti kepemilikan aset 

(sertifikat tanah/bukti uang), surat keterangan kepala desa/camat, 

serta identitas pribadi (KTP). 

2. Lakukan ikrar wakaf secara lisan dan tertulis di hadapan Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), biasanya Kepala KUA 

setempat, disaksikan minimal dua saksi dewasa. 

3. PPAIW memeriksa kelengkapan dokumen, status hukum aset, 

serta memastikan tidak ada sengketa dan nazir telah ditunjuk. 

4. Setelah syarat terpenuhi, PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf 

(AIW) yang memuat detail wakaf, wakif, nazir, dan tujuan 

wakaf. 

5. Nazir bersama PPAIW mengajukan permohonan sertifikat ke 

kantor pertanahan (BPN) dengan melampirkan AIW dan 

dokumen pendukung lain, termasuk surat ukur tanah jika wakaf 

berupa tanah. 

6. Pihak BPN memproses penerbitan sertifikat tanah wakaf atas 

nama nazir, dicatat dalam buku tanah nasional sebagai aset 

wakaf. 

7. Proses sertifikasi wajib diajukan maksimal 30 hari setelah 

penandatanganan AIW guna mempercepat legalitas. 

8. Jika tersedia, manfaatkan layanan digital SIWAK (Sistem 

Informasi Wakaf) untuk pendaftaran, monitoring, dan arsip 

dokumen secara elektronik. 
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9. Pilih nazir yang telah terdaftar dan bersertifikat dari Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) atau lembaga resmi terkait untuk memastikan 

pengelolaan profesional. 

10. Simpan semua dokumen asli (AIW, sertifikat, dan dokumen lain) 

sebagai bukti legal formal dan dasar perlindungan hukum serta 

monitoring aset wakaf di masa mendatang 

Implikasi dari penerapan prosedur administrasi dan sertifikasi 

wakaf secara tepat dan terstruktur adalah terciptanya sistem wakaf 

yang legal, transparan, dan terjamin keberlanjutannya di era 

modern. Dengan mengikuti langkah-langkah administrasi yang benar 

dan memastikan aset wakaf tersertifikasi secara resmi, wakif dapat 

melindungi haknya sekaligus memberikan kepastian hukum atas 

wakaf yang disalurkan. Selain itu, keterlibatan nazir profesional yang 

bersertifikat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan 

wakaf sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh 

masyarakat luas. Penguatan legalitas dan profesionalisme ini pada 

akhirnya mendukung upaya pembangunan sosial berkelanjutan, 

memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi aktif 

masyarakat dalam mengembangkan wakaf sebagai instrumen 

strategis di era modern. 

8.5 Pemanfaatan Digitalisasi dalam Berwakaf 

Pemanfaatan digitalisasi dalam berwakaf menjadi salah satu 

kunci untuk menjadi wakif cerdas di era modern. Transformasi digital 

telah mengubah wajah perwakafan, dari proses penghimpunan 

hingga pengelolaan dan distribusi manfaat wakaf yang kini semakin 

mudah, cepat, dan transparan. Keberhasilan digitalisasi dalam praktik 

wakaf mampu memperluas literasi, memperkuat kampanye, dan 

memberikan peluang partisipasi lebih luas hingga ke lapisan generasi 

muda yang akrab dengan teknologi. 

Peran utama digitalisasi terletak pada kemudahan akses bagi 

calon wakif untuk berwakaf dalam jumlah berapa pun melalui 

platform daring. Inovasi seperti aplikasi mobile, website, dan e-

wallet wakaf memungkinkan proses pembayaran, registrasi, sampai 

monitoring penggunaan dana hanya dengan beberapa klik, sehingga 
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wakif bisa lebih aktif terlibat dan mengawasi manfaat wakaf secara 

real-time. 

Pengelolaan digital tidak hanya berdampak pada kemudahan 

teknis, tapi juga membawa transparansi dan akuntabilitas tingkat 

tinggi. Semua transaksi, baik penghimpunan maupun penyaluran 

dana wakaf, dapat diaudit secara terbuka oleh publik. Ini sejalan 

dengan penerapan teknologi blockchain yang mulai digunakan 

dalam pencatatan aset wakaf, sehingga keamanan dan ketertelusuran 

aset benar-benar terjamin dan dapat diverifikasi kapan pun. 

Digitalisasi juga membuka peluang inovasi wakaf baru, seperti 

wakaf saham, insurance linked wakaf, hingga cash waqf linked sukuk. 

Dengan sistem digital, investasi wakaf tak lagi terbatas pada tanah 

atau bangunan, namun menjangkau instrumen keuangan yang lebih 

relevan dengan kebutuhan perkembangan sosial ekonomi masa kini. 

Aspek efisiensi di bidang administrasi dan pelaporan juga 

meningkat tajam. Melalui e-reporting dan integrasi data nasional, 

nazir dapat melaporkan aktivitas pengelolaan wakaf secara otomatis, 

mempercepat proses birokrasi, dan meminimalisasi risiko kehilangan 

dokumen fisik. Selain itu, pengawasan regulator dan Badan Wakaf 

Indonesia pun menjadi lebih efektif karena tersedianya data yang 

update dan dapat diakses lintas platform. 

Keterlibatan pemerintah, BWI, dan lembaga keuangan syariah 

sangat krusial dalam membangun infrastruktur digital yang kokoh 

untuk ekosistem wakaf nasional. Penyediaan regulasi yang 

mendukung, pendampingan SDM, dan insentif untuk inovasi 

merupakan beberapa contoh dukungan yang telah berjalan guna 

mendorong transformasi ini. 

Inklusivitas menjadi nilai tambah utama digitalisasi wakaf. 

Dengan platform digital, masyarakat pelosok, diaspora, maupun 

anak muda bisa berwakaf kapan saja, tanpa hambatan geografis dan 

waktu. Ini berdampak signifikan dalam meningkatkan volume dan 

jangkauan penghimpunan wakaf, sehingga manfaatnya dapat 

dirasakan oleh lebih banyak pihak. 
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Digitalisasi juga mendukung produktivitas aset wakaf. 

Teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk 

menganalisis kebutuhan masyarakat, memilih proyek sosial atau 

ekonomi yang tepat sasaran, serta mengelola investasi dengan risiko 

terukur dan profitabilitas optimal, selalu mengacu pada prinsip 

syariah dan keberlanjutan sosial. 

Kolaborasi antara nazir, pemerintah, fintech syariah, hingga 

startup crowdfunding wakaf makin memperkuat ekosistem digital. 

Inovasi produk, metode promosi, hingga pelayanan edukasi melalui 

media sosial semakin mendorong tumbuhnya budaya wakaf modern 

yang adaptif dan profesional. 

Secara keseluruhan, pemanfaatan digitalisasi dalam berwakaf 

memberikan fondasi baru bagi sistem wakaf yang lebih efisien, 

akuntabel, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Wakif 

yang cerdas akan memilih channel digital yang aman, profesional, 

dan terverifikasi, sehingga amal jariyah yang diberikan bersifat abadi, 

berdampak luas, serta mampu menghadirkan kemajuan sosial dan 

ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa 

8.6 Pelatihan, Workshop, dan Komunitas Calon 

Wakif 

Pelatihan, workshop, dan komunitas calon wakif berperan 

strategis dalam membentuk profil wakif yang cerdas dan adaptif 

terhadap tantangan era modern. Dengan mengikuti pelatihan, para 

calon wakif memperoleh pemahaman menyeluruh tentang konsep 

wakaf, kaidah syariah, manajemen aset, serta aspek legal yang harus 

dipenuhi ketika menjalankan wakaf. Program pelatihan seperti yang 

diselenggarakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sering kali dibangun 

dalam format hybrid—menggabungkan belajar daring dan luring—

agar dapat menjangkau peserta dari berbagai daerah. 

Pelatihan biasanya dikemas secara sistematis, mulai dari 

pengantar teori wakaf, hingga praktik pengelolaan aset wakaf 

produktif. Materi pelatihan tidak hanya membekali peserta dengan 

pengetahuan hukum dan administratif, tetapi juga keahlian 

manajerial dan teknologi, termasuk penggunaan platform digital 
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untuk pencatatan dan pelaporan wakaf secara transparan. Sertifikasi 

kompetensi diberikan di akhir sebagai pengakuan resmi keahlian 

calon wakif dan nazir. 

Workshop pengelolaan wakaf terbukti meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan peserta secara signifikan. Hasil survei 

pada beberapa workshop menunjukkan peningkatan pemahaman 

tentang konsep, praktik pengelolaan, dan manfaat wakaf produktif 

lebih dari 40% setelah pelatihan selesai. Metode interaktif dan 

diskusi studi kasus dunia nyata memberi insight konkret yang bisa 

langsung diterapkan dalam komunitas masing-masing. 

Pelatihan juga memfasilitasi calon wakif untuk memahami 

inovasi wakaf mutakhir, seperti wakaf uang, wakaf saham, hingga 

kolaborasi dengan fintech syariah. Dengan memperluas cakupan 

materi, workshop menghasilkan generasi wakif yang tidak hanya 

paham terhadap wakaf konvensional (tanah dan bangunan), tetapi 

juga siap bersaing di era digital society 5.0 yang sarat teknologi dan 

integrasi data. 

Komunitas calon wakif hadir melalui lembaga pendidikan 

formal, lembaga keagamaan, organisasi filantropi, hingga lingkar 

digital seperti forum daring atau grup diskusi media sosial. Komunitas 

ini menjadi wadah pertukaran pengalaman, edukasi berkelanjutan, 

dan konsultasi bagi anggota yang ingin mendalami serta 

mengembangkan praktik wakaf yang berdaya guna. 

Salah satu kekuatan komunitas adalah mendorong kolaborasi 

antar calon wakif dan nazir dalam merancang proyek-proyek sosial 

berbasis wakaf yang inovatif, seperti beasiswa, pemberdayaan 

ekonomi pesantren, hingga pembangunan fasilitas layanan kesehatan 

dan pendidikan. Komunitas akan membangun budaya literasi dan 

partisipasi aktif sehingga praktik wakaf benar-benar responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat modern. 

Workshop dan pelatihan dalam komunitas juga difokuskan 

pada penguatan soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi publik, 

hingga advokasi kebijakan wakaf. Hal ini memungkinkan calon wakif 

menjadi agen perubahan yang mampu mensosialisasikan nilai-nilai 
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wakaf di lingkungan masing-masing serta membangun jejaring 

kolaborasi lintas sektor. 

Digitalisasi proses pelatihan dan pengelolaan komunitas calon 

wakif terbukti meningkatkan inklusivitas dan jangkauan peserta. 

Melalui platform digital, peserta dapat mengikuti webinar, kelas 

daring, bahkan praktik transaksi wakaf secara online, mulai 

pendaftaran, penyaluran dana, pemilihan program, hingga 

pemantauan pelaporan berlangsung real-time, kapan saja dan di 

mana saja. 

Pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan juga 

mulai diperkenalkan dalam pelatihan, guna membantu calon wakif 

menganalisis kebutuhan masyarakat dan memilih proyek wakaf 

dengan dampak sosial-ekonomi terbesar. Integrasi data seluruh 

transaksi dan program wakaf semakin meningkatkan efisiensi dan 

akuntabilitas pengelolaan wakaf modern. 

Komunitas calon wakif kerap menjadi mitra pemerintah dan 

otoritas zakat-wakaf dalam menyosialisasikan regulasi terbaru, 

pengembangan produk wakaf kontemporer, serta kampanye 

kolaboratif lintas sektor filantropi. Jaringan komunitas memperkuat 

posisi wakif sebagai pelaku utama dalam membangun ekosistem 

wakaf nasional yang kokoh dan inovatif. 

Banyak pelatihan diadakan secara gratis atau dengan biaya 

terjangkau, didukung oleh lembaga zakat, BWI, dan perguruan 

tinggi. Sertifikasi profesi, pelatihan daring, dan forum konsultasi aktif 

meminimalisir kesenjangan literasi antara calon wakif muda dan 

kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan edukasi 

formal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota komunitas yang 

aktif mengikuti pelatihan lebih memahami transformasi wakaf digital, 

mampu memanfaatkan platform transaksi berbasis aplikasi, dan 

menularkan literasi digital kepada lingkungan sosialnya. Ini 

berdampak langsung pada peningkatan volume dan variasi wakaf di 

masyarakat. 
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Komunitas calon wakif juga menjadi arena monitoring 

partisipatif guna menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas 

dalam pelaksanaan program wakaf. Diskusi rutin dan jaringan 

relawan pengawas berperan sebagai penghubung antara wakif, nazir, 

dan penerima manfaat sehingga tidak ada ruang untuk 

penyalahgunaan dana atau aset wakaf. 

Pelatihan, workshop, dan komunitas menjadikan proses 

edukasi wakaf menjadi inklusif dan dinamis, membina calon wakif 

dari berbagai latar belakang untuk sama-sama menciptakan 

perubahan sosial-ekonomi melalui wakaf. Nilai tambah berupa 

jejaring nasional mendorong setiap anggota untuk mengembangkan 

potensi diri dan lingkungan secara kolektif, responsif terhadap 

perubahan zaman. 

Dengan demikian, melalui pelatihan, workshop, dan 

komunitas, calon wakif di era modern mampu memperkaya 

wawasan, keterampilan, dan jejaring guna menunaikan wakaf secara 

cerdas, profesional, dan berkelanjutan. Proses ini tidak hanya 

memperkuat peran strategis wakif dan nazir, namun juga 

membangun ekosistem wakaf inklusif yang memberi manfaat sosial-

ekonomi luas bagi masyarakat Indonesia 
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Bab 9 
Konsolidasi Bagi Calon 

Wakif dan Ahli Waris 
 

 

KONSOLIDASI bagi wakif dan ahli waris merupakan langkah 

krusial untuk menjamin keberlanjutan dan keabsahan wakaf yang 

telah diserahkan. Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh atas 

aspek hukum, administrasi, dan pengelolaan aset wakaf agar sesuai 

dengan tujuan wakaf dan menghindari sengketa di masa depan. 

Dengan konsolidasi yang baik, hak dan kewajiban para pihak dapat 

dipahami dan dijalankan dengan jelas, meningkatkan perlindungan 

hukum serta produktivitas aset wakaf. Hal ini sangat penting 

mengingat wakaf adalah aset yang bersifat permanen dan memiliki 

nilai sosial-ekonomi strategis, sehingga pengelolaan yang tertib dan 

transparan melalui koordinasi wakif, ahli waris, dan nazir 

berkontribusi pada keberlangsungan manfaat wakaf bagi masyarakat 

luas dan generasi yang akan datang.  

Guna menciptakan prinsip wakaf yang terkonsolidasi dan 

berdampak, maka perlu calon wakaf dan ahli warisnya melakukan 

komunikasi rutin dengan apa yang akan dilakukan atau yang telah 
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dilakukannya terkait dengan perwakafan, langkah yang perlu 

difokuskan menurut Luthfi et al., (2025), Wicaksono (2020) dan 

Leonando (2019) sebagai berikut:  

1. Verifikasi Status Harta Wakaf 

Penting untuk memastikan bahwa aset sudah benar-benar 

dipisahkan dari harta warisan dan kepemilikan pribadi wakif. 

Pada prinsipnya, harta yang telah diwakafkan menjadi milik Allah 

SWT dan tidak lagi termasuk bagian harta waris yang bisa dituntut 

haknya oleh ahli waris. Konsolidasi ini mencegah terjadinya klaim 

kepemilikan ganda atau perselisihan di antara ahli waris di masa 

mendatang. 

2. Pemeriksaan Dokumen Legal 

Seluruh dokumen terkait wakaf—meliputi Akta Ikrar Wakaf 

(AIW), surat pengesahan nazir, serta sertifikat wakaf dari Badan 

Pertanahan Nasional jika wakaf berupa tanah—harus diperiksa 

keabsahannya dan keberadaannya. Ketidaklengkapan 

administrasi bisa memicu sengketa antar pihak dan menghambat 

optimalisasi pemberdayaan aset wakaf. 

3. Kepastian Peruntukan Wakaf 

Wakif dan ahli waris perlu memastikan tujuan atau peruntukan 

aset wakaf telah tercantum secara jelas dalam AIW dan disepakati 

antara wakif, nazir, serta penerima manfaat (mauquf ‘alaih). 

Peruntukan yang kabur atau multitafsir bisa memunculkan konflik 

pelaksanaan di lapangan. 

4. Pemahaman Hak dan Kewajiban Ahli Waris 

Ahli waris wajib memahami bahwa setelah wakaf diikrarkan 

secara sah, mereka tidak lagi memiliki hak atas harta yang telah 

diwakafkan, kecuali jika terdapat wasiat wakaf yang melebihi 

sepertiga harta tanpa persetujuan ahli waris—dalam kondisi ini 

bagian selebihnya dapat diminta kembali oleh ahli waris. 

5. Penyelesaian Administrasi Jika Wakif Meninggal Dunia 

Jika proses ikrar wakaf belum tuntas ketika wakif meninggal, ahli 

waris yang diutamakan melanjutkan proses administratif—misal, 

ikut serta dalam ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf (PPAIW)—tanpa perlu ada peralihan hak turun waris, 

sesuai ketentuan hukum positif. 
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6. Penyesuaian antara Wasiat Wakaf dan Regulasi Waris 

Apabila wakaf dilakukan berdasarkan wasiat dan nilainya lebih 

dari sepertiga harta peninggalan, persetujuan seluruh ahli waris 

mutlak diperlukan. Tanpa persetujuan, hanya bagian sampai 

sepertiga saja yang sah sebagai wakaf, sisanya harus dikembalikan 

dan dibagikan berdasarkan ketentuan waris. 

7. Prosedur Itsbat atau Penetapan Wakaf Bawah Tangan 

Jika harta telah diserahkan tanpa dokumen resmi/lengkap (wakaf 

bawah tangan), ahli waris dan nazir dapat mengajukan penetapan 

itsbat wakaf ke Pengadilan Agama sehingga dapat diterbitkan 

dokumen yang sah. Konsolidasi ini penting untuk landasan legal 

pengelolaan aset wakaf di masa depan. 

8. Konfirmasi Legalitas Nazir 

Pastikan bahwa nazir yang mengelola aset sudah terdaftar dan 

diakui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau instansi 

berwenang. Nazir yang legal akan mampu 

mempertanggungjawabkan tata kelola, pelaporan, serta seluruh 

proses pengembangan dan perlindungan aset wakaf dari segala 

potensi penyalahgunaan. 

9. Konsistensi Pengelolaan Aset Sesuai Peruntukan 

Wakif dan ahli waris harus memastikan pengelolaan wakaf tidak 

menyimpang dari tujuan/peruntukan awal yang diikrarkan. Jika 

terjadi penyimpangan, ahli waris atau masyarakat berhak 

menempuh proses musyawarah, mediasi, atau melapor ke BWI 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

10. Transparansi antara Nazir, Wakif, dan Ahli Waris 

Diperlukan sistem pelaporan yang terbuka antara nazir dengan 

pihak wakif (atau ahli waris jika wakif telah wafat). Transparansi 

ini mencakup status aset, aktivitas pengelolaan, dan pemanfaatan 

hasil wakaf, agar tidak ada kecurigaan atau sengketa. 

11. Penyelesaian Sengketa secara Berjenjang 

Jika timbul perbedaan pendapat atau klaim atas harta wakaf, 

langkah yang harus diambil adalah musyawarah keluarga dengan 

nazir sebagai penengah; apabila gagal, dapat ditempuh jalur 

mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan agama sesuai UU No. 

41 Tahun 2004. 
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12. Proteksi terhadap Upaya Penarikan Aset oleh Ahli Waris 

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat diminta kembali oleh ahli 

waris dengan alasan apapun, kecuali jika pelaksanaan atau 

nilainya melebihi ketentuan hukum tanpa adanya izin seluruh ahli 

waris. 

13. Monitoring Sertifikat dan Status Aset dari Waktu ke Waktu 

Konsolidasi termasuk memantau jika ada perubahan status, 

misalnya tukar-menukar tanah wakaf dalam rangka optimalisasi 

manfaat. Proses ini wajib persetujuan dan pengawasan BWI dan 

Kementerian Agama, serta notifikasi ahli waris bila diperlukan. 

14. Sosialisasi Hak dan Kewajiban dalam Komunitas Keluarga 

Wakif dan/atau ahli waris dianjurkan berdiskusi secara terbuka 

sebelum atau sesudah penyerahan wakaf, memperjelas hak, 

batasan, serta urgensi partisipasi aktif keluarga dalam pengawasan 

manfaat jangka panjang wakaf sesuai syariat dan hukum positif. 

Ini guna memperkuat solidaritas, menghindari konflik internal 

keluarga, serta menegaskan nilai ibadah wakaf. 

15. Pendokumentasian Seluruh Proses Konsolidasi 

Setiap langkah mulai konsolidasi, administrasi, komunikasi, hingga 

penyelesaian bila ada sengketa harus terdokumentasi dengan baik 

untuk memastikan ada bukti otentik jika terjadi gugatan atau 

pemeriksaan ulang oleh pihak berwajib. Dokumentasi ini 

memperkuat posisi hukum wakaf di mata negara dan masyarakat 

serta menjaga nilai manfaat sosial ekonominya dalam jangka 

panjang. 

16. Fokus Pada Wakaf Kontemporer  dan Modern 

Konsolidasi antara calon wakif dan ahli waris menjadi sangat 

penting dalam praktik wakaf modern yang berdampak, seperti 

wakaf uang, wakaf tunai, wakaf tabungan, wakaf asuransi, serta 

wakaf Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan instrumen 

kontemporer lainnya. Melalui komunikasi dan perencanaan 

bersama, calon wakif dapat menjelaskan maksud, skema, serta 

manfaat program—misalnya, wakaf uang sebagai dana abadi 

untuk beasiswa pendidikan, wakaf tunai untuk pembiayaan 

mikro, wakaf tabungan yang otomatis disetorkan sebagian untuk 

pembangunan fasilitas kesehatan, wakaf asuransi yang manfaat 

preminya disalurkan untuk lembaga sosial, serta CWLS yang hasil 



 

Berwakaf Cerdas - 111 

investasinya menopang program sosial pemerintah. Keterlibatan 

aktif ahli waris, mulai dari memahami dokumen, mengikuti proses 

administrasi, hingga mendukung pengawasan penyaluran 

manfaat, akan memperkuat transparansi dan memperkecil risiko 

konflik di masa depan. Sinergi ini tidak hanya mengamankan niat 

wakaf dari segi legal dan spiritual, tetapi juga mendorong 

terciptanya inovasi sosial yang berkelanjutan, menjadikan aset 

wakaf lebih relevan dan optimal dalam membangun 

kesejahteraan lintas generasi.  

Keberhasilan konsolidasi antara calon wakif dan ahli waris 

dalam mengelola aset wakaf bertumpu pada keterbukaan 

komunikasi, penegakan prinsip legalitas, dan keberanian 

menghadirkan inovasi wakaf yang relevan dengan kebutuhan zaman. 

Langkah-langkah verifikasi, dokumentasi, serta pengawasan bersama 

terhadap legalitas dan aktivitas aset menjadikan wakaf terlindungi 

dari sengketa dan lebih berdampak secara sosial, ekonomi, dan 

spiritual. Penegasan hak dan kewajiban, keterlibatan aktif seluruh 

pihak dalam proses administratif hingga penyelesaian sengketa yang 

transparan, dan keberanian mengadopsi model wakaf kontemporer 

maupun modern, memperkokoh posisi wakaf sebagai instrumen 

filantropi yang membawa manfaat lintas generasi. Dengan demikian, 

sinergi calon wakif dan ahli waris bukan hanya memastikan 

keberlanjutan dan keberkahan aset wakaf, tetapi juga menjadi 

landasan kuat lahirnya transformasi sosial di masyarakat secara 

inklusif dan berkelanjutan 
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Bab 10 
Catatan Penting 

Bagi Ahli Waris Wakif 
 

PENTING bagi ahli waris wakif adalah pemahaman bahwa harta 

yang telah diwakafkan oleh wakif tidak lagi menjadi milik pribadi 

maupun hak waris mereka, melainkan telah dialihkan sebagai 

amanah yang harus terus dipertahankan dan dikelola sesuai tujuan 

wakaf. Ahli waris memiliki peran strategis untuk melanjutkan niat 

wakif dengan menjaga keberlanjutan wakaf melalui pelaksanaan 

ikrar wakaf pengganti jika diperlukan, serta tidak melakukan 

tindakan yang membatalkan atau merugikan aset wakaf. Hal ini 

mencakup pengawasan bersama dengan nazir agar harta wakaf tetap 

utuh, produktif, dan memberikan manfaat sosial jangka panjang 

sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan negara. Dengan 

demikian, kesadaran dan tanggung jawab ahli waris dalam 

mendukung pengelolaan wakaf yang berkelanjutan menjadi kunci 

dalam memastikan amanah wakif terlaksana dan manfaat wakaf 

dapat dirasakan oleh umat secara terus menerus.  

Beberapa catatan penting yang menjadi fokus bagi ahli waris 

wakif agar menciptakan wakaf berkelanjutan sebagai berikut:  
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1. Memastikan Status Legal Aset Wakaf  

Ahli waris harus memastikan bahwa seluruh dokumen wakaf 

seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), surat pengesahan nazir, dan 

sertifikat tanah wakaf benar-benar lengkap, sah, serta tersimpan 

dengan baik. Legalitas dokumen ini sangat penting agar aset wakaf 

tidak kembali dipersengketakan atau diklaim sebagai harta 

warisan. 

2. Memahami Hak dan Batasan Ahli Waris  

Setelah diikrarkan, aset yang diwakafkan bukan lagi milik pribadi 

atau bagian dari warisan keluarga. Ahli waris harus menerima 

bahwa aset tersebut telah menjadi milik Allah SWT dan tidak 

dapat ditarik kembali kecuali dalam hal tertentu sesuai hukum. 

Sikap legowo ini sangat esensial untuk mencegah konflik keluarga 

dan menjaga kelestarian niat mulia wakif. 

3. Mengawasi Pengelolaan Nazir 

Ahli waris perlu ikut memantau kinerja nazir dalam mengelola 

aset wakaf, baik dalam hal akuntabilitas, transparansi, maupun 

kemanfaatan sosial. Jika ditemukan penyimpangan dari niat atau 

tujuan awal wakaf, ahli waris dapat melakukan musyawarah, 

pengaduan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), atau langkah 

hukum sesuai prosedur yang berlaku. 

4. Berperan Aktif dalam Edukasi dan Sosialisasi 

Ahli waris diharapkan berpartisipasi dalam menyebarluaskan nilai, 

manfaat, serta keberhasilan wakaf di lingkungan keluarga maupun 

masyarakat. Sikap terbuka dalam menjelaskan alasan wakaf 

membantu membangun tradisi filantropi keluarga dan 

mendukung tumbuhnya literasi sosial ke generasi berikutnya. 

5. Mendukung Dokumentasi dan Monitoring Aset 

Setiap perubahan status atau pengelolaan aset wakaf wajib 

didokumentasikan dan dimonitor secara berkala. Ahli waris dapat 

bekerjasama dengan nazir agar seluruh aktivitas tercatat secara 

baik, sehingga memudahkan pelaporan dan audit di masa 

mendatang. 

6. Menghindari Sengketa dan Memprioritaskan Musyawarah  

Bila terjadi perbedaan pendapat dalam keluarga tentang aset 

wakaf, ahli waris sebaiknya mengutamakan jalan musyawarah 
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yang berlandaskan prinsip keadilan dan tujuan sosial. 

Penyelesaian damai akan menjaga nilai ibadah wakaf dan 

harmonisasi keluarga. 

7. Menjadi Teladan Keberlanjutan Wakaf:  

Dengan mendukung dan menjaga aset wakaf, ahli waris 

mengambil peran aktif dalam memastikan manfaat jangka 

panjang kepada masyarakat. Keteladanan ini juga mendorong 

anggota keluarga lain untuk melanjutkan estafet amal jariyah, 

memperluas keberkahan, dan menjaga nama baik keluarga di 

hadapan masyarakat. 

Menjaga keberlanjutan wakaf bukan semata tanggung jawab 

wakif semasa hidup, melainkan juga kewajiban penting bagi ahli 

waris sebagai penerus amanah. Dengan memastikan legalitas aset, 

memahami hak dan batasan waris, serta mengawasi pengelolaan 

nazir secara transparan dan akuntabel, ahli waris berperan strategis 

dalam menjaga kelestarian niat mulia wakaf. Selain itu, partisipasi 

aktif dalam edukasi, dokumentasi, dan penyelesaian konflik melalui 

musyawarah akan memperkuat ikatan sosial dan nilai filantropi 

dalam keluarga. Implikasinya, peran proaktif ahli waris tidak hanya 

menjamin keberlangsungan manfaat wakaf bagi masyarakat luas, 

tetapi juga memperkokoh tradisi amal berkelanjutan yang membawa 

keberkahan dan keharmonisan keluarga serta membangun reputasi 

baik sebagai penjaga amanah sosial dan spiritual di sepanjang 

generasi. 
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LAMPIRAN 
 

1. Contoh Formulir Wakaf Uang 

 

AKTA IKRAR WAKAF UANG 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini  

Nama Wakif /Nama Lembaga :  

No. Identitas Wakif    : 

No. Akta Pendirian   :  

No. Rekening     :  

 

Selanjutnya disebut WAKIF, bermaksud mengeluarkan Wakaf Uang  

Jumlah Wakaf Uang    :  

Terbilang     :  

Sumber Dana Setoran Wakaf   :  

Jenis Wakaf Uang    :  

Peruntukan Wakaf    :  

 

Kepada Nazir  

Nama Nazir     :  

Jenis Nazir     :  

No. ID Nazir     :  

No. Rekening     :  

Alamat     :  

 

Dengan dihadiri saksi-saksi  

Saksi I      :  

Alamat     :  

Saksi II      :  

Alamat     : 
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...............,................................ 

 

         Wakif                            Nazir                     Pejabat Bank 

 

 (........................)          (........................)          (.......................)  

 

Saksi-saksi  

1. ..................................... (............................)  

2. ..................................... (............................) 
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2. Contoh Formulir Wakaf Tanah 
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3. Contoh Formulir Wakaf pada Asuransi Jiwa Syariah  
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138 - Praktis untuk Calon Wakif di Era Modern 
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4. Contoh Formulir Minat Wakaf Tanah dan Bangunan 
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5. Contoh Formulir Wakaf Tunai 
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Rahmat Dahlan, S.E.I., M.Si. Menempuh 

pendidikan Sarjana Program Studi 

Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2002, 

dan Melanjutkan Pascasarjana Program 

Studi Ekonomi Keuangan Syariah, Kajian 

Timur Tengah Universitas Indonesia tahun 

2010, serta sedang menempuh pendidikan 

S3 Perbankan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  

Saat ini sebagai Dosen Perbankan Syariah Universitas 

Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA dan menjabat sebagai Wakil 

Dekan IV Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Pernah mengajar di beberapa 

perguruan tinggi negeri dan swasta. Pernah sebagai Ketua Program 

Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Tampil sebagai pembicara 

pada workshop, pelatihan serta seminar nasional dan internasional 

di Filipina, Malaysia, Thailand dan Indonesia mendapat the best 

paper. Aktif menulis artikel jurnal nasional dan internasional serta 

buku tentang ekonomi dan perbankan syariah. Pegiat organisasi 

dan praktisi keuangan dan ekonomi Islam. 

 

 

  



 

146 - Praktis untuk Calon Wakif di Era Modern 

Eko Susanto, SE, Sy., M.Si., adalah 

akademisi dan praktisi di bidang 

ekonomi dan keuangan syariah. Lahir di 

Jakarta, meraih gelar Sarjana Ekonomi 

Islam (S1) di Hamfara Yogyakarta dan 

Sarjana Perbankan Syariah (S1) di 

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 

HAMKA (UHAMKA) Jakarta. Pendidikan 

Magister (S2) dalam bidang Keuangan 

Syariah diselesaikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta. 

Memiliki pengalaman lebih dari tujuh tahun sebagai dosen tetap di 

Fakultas Agama Islam UHAMKA sejak 2018 dan sejak 2023 

menjabat sebagai Sekretaris KL Lazismu UHAMKA. Sebelumnya 

pernah menjadi Kepala Divisi Pengembangan Kampus Islami serta 

terlibat dalam dunia pendidikan dari mengajar di SM IT Rafah 

Islami, mengasuh santri pesantren, hingga mendirikan Sekolah 

Islamic Global School di Balikpapan. Sebagai akademis telah 

menerbitkan 17 artikel ilmiah, menulis beberapa buku monograf, 

dan aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan ilmiah. Aktif 

dalam berbagai organisasi mahasiswa, ekonomi syariah, 

Muhammadiyah, serta asosiasi profesional dosen, dan menyunting 

beberapa buku serta menulis buku ajar tentang evaluasi 

pembelajaran berbasis online. 

 

Ita Sitasari, M.Si. Penulis merupakan dosen tetap 

STEBank Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara di 

bawah naungan YAPI Al-Azhar Rawamangun 

Jakarta, pada Program Studi Perbankan Syariah. 

Penulis memiliki pengalaman kerja sebagai 

pejabat Manajemen Risiko di Bank Danamon 

Indonesia serta Bank Maybank Syariah Indonesia. 

Menyelesaikan pendidikan S1 di Institut 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Jakarta dan S2 di 

Universitas Indonesia dengan bidang Ekonomi Syariah dan Chartered 

Islamic Finance Professional dari INCEIF Malaysia, saat ini penulis 

sedang menempuh S3 pada UniSHAMS Malaysia dengan bidang 
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Perbankan Syariah. Penulis juga aktif sebagai asesor manajemen risiko 

perbankan pada LSP Keuangan Syariah serta sebagai trainer pada 

bidang manajemen risiko perbankan. 

 

drh. Emmy Hamidiyah, MSi., Ph.D., 

CWC adalah seorang profesional yang 

berpengalaman luas di bidang zakat, 

wakaf, dan ekonomi syariah dengan 

latar belakang akademik Sarjana 

Kedokteran Hewan dan Program 

Dokter Hewan dari Institut Pertanian 

Bogor, S2 Ekonomi Syariah dari 

Universitas Indonesia, serta S3 

Perbankan dan Keuangan Islam Universiti Islam Antarbangsa 

Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah, Malaysia. 

Jenjang karier pernah menduduki posisi penting seperti Direktur 

Eksekutif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2002-

2009, Kepala Departemen Pendanaan dan Perbankan serta 

Kepala Departemen Haji & Umrah di PT. Bank BRI Syariah dari 

2009 hingga 2018, serta Komisioner BAZNAS antara 2010 hingga 

2020. Sejak 2021, menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan 

Pelaksana dan Kepala Divisi Sertifikasi LSP di Badan Wakaf 

Indonesia (BWI), sekaligus sebagai Dosen dan Wakil Ketua II di 

STEBank Islam Mr. Sjafrudin Prawiranegara. Memiliki berbagai 

sertifikat profesional seperti Sertifikat Kompetensi Asesor dari 

BNSP, Pimpinan BAZNAS, Direktur Amil Zakat, Kompetensi Nazir 

dalam 8 skema, dan Trainer Supervisor BNSP, yang mendukung 

reputasinya sebagai ahli di bidang manajemen zakat dan wakaf. 


